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ABSTRACT

The Policy Implementation of Indonesian Identity Card (KTP-el)
at Subdistrict of North Putussibau Kapuas Hulu Regency

Margaretha Herawati
Open University
Margaretha. map@gmail.com

The implementation Policy of Electronic Identity Card (KTP-el) in the district of
North Putussibau Kapuas Hulu until the 2nd semester of 2014 just reached
79.32% of the total compulsory population of KTP-el. Therefore, the North
Putussibau was in the category of sub-district that has not been able to impilement
the policy of recording KTP-el maximally. This study aimed to determine the
implementing organization, interpretation and application of the implementation
of policy KTP-el. The approach of this research was using qualitative descriptive
approach. The focus of this study was to reveal the process of policy
implementation of Indonesian Identity Card (KTP-el) in sub-district of North
Putussibau Kapuas Hulu by conducting in-depth studies on the factors that
influence the policy implementation process, namely the organization,
interpretation and application. The informants of this research were the program
implementers (Local Government Kapuas Hulu and implementing operator) as
well as compulsory community of KTP-el. The results showed several causes of
less maximal achievements on the implementation of the recording KTP-el in the
sub-district of North Putussibau: the Office of North District Putussibau did not
implement basic tasks and functions properly, the changing of new operator and
never got any technical guidance and also the transportation problem. Based on
the findings of the research, there are some considerations needed: the need for
guidance and training to operators KTP-el regularly and if there is a replacement
of KTP-el operator in sub-district, it must be coordinated to the Office of
Population Registry Kapuas Hulu. Giving the authorization to sub-district
implementer to print KTP-el, in which it will enable people who live in the remote
area to go to the capital of sub-district. Thus, the residents do not have to go to
the Department of Population and Civil Registry which located in the capital of
District. It is good to reduce the incurred costs by the resident and provide
convenience for residents and also reduce the workload Department of Population
and Civil-Registration.

Keywords: Policy Implementation, Policy KTP-el
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ABSTRAK
Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu

Margaretha Herawati
Universitas Terbuka
Margaretha. map@gmail.com

Pelaksanaan Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan
Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sampai semester 2 tahun 2014, baru
mencapai 79,32% dari jumlah penduduk wajib KTP-el. Sehingga Kecamatan

. Putussibau Utara masuk dalam kategori Kecamatan yang belum dapat
melaksanakan kebijakan perekaman KTP-el secara maksimal. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Organisasi pelaksana, Interpretasi dan Aplikasi
implementasi Kebijakan KTP-el. Pendekatan penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu mengungkap proses
implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten
Kapuas Hulu dengan mengadakan kajian secara mendalam terhadap Organisasi,
Interpretasi dan Aplikasi. Informan penelitian terdinn dari pelaksana program
(Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan operator pelaksana) serta
masyarakat wajib KTP-el. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kurang
maksimalnya capaian implementasi perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau
Utara adalah: Kantor Camat Putussibau Utara belum melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya dengan baik, adanya pergantian operator baru dan belum pernah
mendapatkan bimbingan teknis, dan masalah transportasi. Berdasarkan hasil
temuan penelitian maka: Perlu adanya bimbingan dan pelatihan kepada operator
KTP-€l secara rutin dan apabila penggantian operator KTP-el di Kecamatan harus
dikoordinasikan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu,
Kecamatan diberikan wewenang untuk mencetak KTP-el agar penduduk yang
berada dipedalaman hanya pergi ke Ibukota Kecamatan dengan begitu penduduk
tidak harus mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di
Kabupaten untuk mengurangi biaya yang akan dikeluarkan oleh penduduk dan
memberikan kemudahan bagi penduduk serta mengurangi beban kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kata Kunci:  Implementasi Kebijakan, Kebijakan KTP-el
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Kecamatan Putussibau Utara
a. Letak Wilayah

Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomi terletak antara
0,50 Lintang Utara sampai 1,40 Lintang Selatan dan antara 111,400
Bujur Barat sampai 114,100 Bujur Timur dengan Ibukota
Putussibau. Adapun Batas-Batas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
adalah sebagai berikut:
1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur)
2) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang
3) Sebelah Timur :Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan

Timur dan Kalimantan Tengah
4) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan
Provinsi Kalimantan Tengah

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari
arah Barat ke Timur, dengan jarak tempuh terpanjang +240 Km
dan melebar dari Utara ke Selatan £126,70 Km serta merupakan
Kabupaten paling Timur di Provinsi Kalimantan Barat. Jarak
tempuh dari Ibukota Provinsi adalah £657 Km melalui jalan darat,
+842 Km melalui jalur aliran sungai Kapuas dan + 1,5 jam

penerbangan udara.
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Sedangkan Kecamatan Putussibau Utara ini dulunya dikenal
dengan nama Kecamatan Putussibau Kota, kemudian pada tahun
2007 diganti namanya menjadi Kecamatan Putussibau Utara.
Adapun batas wilayah Kecamatan Putussibau Utara yaitu:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Serawak
(Malaysia)

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Putussibau
Selatan

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Embaloh Hilir
dan Kecamatan Embaloh Hulu

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Putussibau
Selatan.

b. Luas Wilayah

Kecamatan Putussibau Utara merupakan Kecamatan dengan
luas wilayah 4.521,87 km?, setara dengan 14,51 % dari luas
Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan yang mencapai
31.162,87 km®. Dari 19 desa yang ada, Desa Datah Dian, Tanjung
Lasa dan Sibau Hulu merupakan tiga desa yang memiliki luas
wilayah terbesar dengan luas masing-masing 617 km?, 385 km®,
dan 328 km’. Sedangkan Desa Tanjung Beruang merupakan desa
dengan luas wilayah terkecil dimana luas wilayah desa tersebut
101,3 km? Berikut ini desa-desa yang berada di wilayah

Kecamatan Putussibau Utara pada Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa :
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Tabel 4.1 : Nama dan Luas Wilayah Kelurahan/Desa Kecamatan
Putussibau Utara Kabupaten Kapas Hulu Tahun 2014

1 | Kel. Putussibau Kota 139 3%
2 | Kel. Hilir Kantor 250 6 %
3 | Pala Pulau 299 7%
4 | Sibau Hilir 139 3%
| 5 | Sibau Hulu 328 8%
6 | Tanjung Lasa 385 10%
7 | Nanga Awin 138 3%
8 | Tanjung Beruang 101 3%
9 | Jangkang 109 3%
10 | Nanga Nyabau 143 4%
11 | Sungai Uluk Palin 128 3%
12 | Benua Tengah - 119 3%
13 | Lauk 118 3%
14 | Nanga Sambus 168 4%
15 | Ariung Mendalam ‘ 153 4%
16 | Tanjung Karang 313 8%
17 | Padua Mendalam 240 ' 6%
18 | Datah Dian 617 15 %
19 | Seluan 153 4%
Jumlah total 4.040 100 %

Sumber : Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, 2014
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¢. Jumlah Penduduk Kecamatan Putussibau Utara

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Kecamatan Putussibau Utara
Berdasarkan Kelmahan/Desa -

1 42 %
2 | Kel. Hilir Kantor 922 3.326 11%
3 Pala Pulau 569 2.087 7%
4 | Sibau Hilir 410 1.861 6%
5 | Sibau Hulu 363 1.140 4%
6 | Tanjung Lasa 119 470 2%
7 | NangaAwin 307 1092 | 4%
8 | Tanjung Beruang 95 363 | 1%
9 | Jangkang 65 264 1%
10 Nanga Nyabau | 99 412 1%
11 | Sungai Uluk Palin 335 776 3%
12 | Benua Tengah 129 543 2%
13 | Lauk 102 458 2%
' 14 | Nanga Sambus 219 799 3%
15 | Ariung Mendalam | 96 550 2%
16 | Tanjung Karang 148 624 2%
17 | Padua Mendalam 170 706 2%
18 | Datah Dian 223 917 3%
19 ; Seluan 206 804 3%
Jumlah 11.1190 | 29.696 100 %

Sumber : Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2014

Kecamatan Putussibau Utara secara keseluruhan sebesar
29.696 jiwa, 16.820 diantaranya merupakan wajib KTP. Dari
jumlah penduduk keseluruhan, penduduk terbanyak bertempat
tinggal di wilayah Kelurahan Putussibau Kota yaitu sebesar 6.613
KK atau 12.594 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit
bertempat tinggal di wilayah Desa Jangkang yaitu sebesar 65 KK

atau 264 jiwa, sisanya tersebar di kelurahan dan desa lainnya.
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Pekerjaan penduduk sebagian besar adalah Swasta/
Wiraswasta dan petani dengan sistem ladang berpindah. Sementara
pekerjaan lainnya sebagai, PNS/TNI/Polri dan pedagang/jasa.
Untuk lebih jelasnya tentang pekerjaan penduduk Kecamatan
Putussibau Utara dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

1 | Kel. 1700 127 11 5509 36 2281 2930 12694
Putussibau
Kota

2 | Kel. Hilir 490 32 26 1086 23 821 758 3236
Kantor

3 | Pala Pulau 193 342 4 591 6 516 435 2087

4 | Sibau Hilir 488 266 3 304 3 516 435 2015

5 | Sibau Hulu 44 264 4 312 258 261 1143

6 | Tanjung 4 153 2 96 2 78 135 470
Lasa

7 | Nanga Awin 15 366 4 236 1 242 228 1092

8 | Tanjung 2 80 I 70 134 76 363
Beruang

9 Jangkang 1 109 1 35 66 52 264

10 Nanga 7 197 2 59 86 61 412
Nyabau

11 | Sungai Uluk 5 345 3 122 1 166 134 776
Palin

12 | Benua 4 150 2 141 129 117 543
Tengah

13 | Lauk 4 215 1 28 1 110 99 458

14 | Nanga 2 263 3 185 2 175 169 799
Sambus

15 | Ariung 1 223 1 94 135 9 550
Mendalam

16 | Tanjung 5 197 3 157 156 106 624
Karang

17 | Padua 15 363 3 47 166 112 706
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Mendalam
18 | Datah Dian n 429 2 61 220 194 917
19 | Seluan 9 234 3 193 2 187 176 804
Jumlah 3000 4355 176 9326 7 6442 6574 29953

Sumber :Data Kecamatan Putussibau Utara, 2014

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 16.937
penduduk memiliki pekerjaan, dari jumlah tersebut, sebanyak 9.326
adalah Swasta/ Wiraswasta, 4.355 Petani, 3.000 PNS/TNI/Polri dan
176 Pedagang/jasa serta 77 adalah Peternak. Sementara 6.442
adalah pelajar 6.574 tidak bekerja yang terdiri para orang tua yang
sudah tidak mampu untuk bekerja lagi (tenaga kerja tidak
produktif) dan anak-anak yang belum sekolah.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Putussibau Utara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organibsasi Perangkat
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan adalah wilayah kerja
Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,
dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan

Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur
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Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Putussibau Utara di

Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan;

2) Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan
oleh Bupati;

3) Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi
tanggungjawabnya;

4) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

5) Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
secara periodik;

6) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

e. Struktur Organisasi Kecamatan Putussibau Utara

Mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46
Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan, maka struktur organisasi Pemerintahan Kecamatan
Putussibau Utara terdiri atas Camat, Sekretaris, Seksi
Pemerintahan, Seksi Perekonomi dan Pembangunan (Ekbang),
Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban Umum (Trantib), dan kelompok jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:
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o)

[ I
Kelompok Sekretariat
Jabatan
Fungsional
Sub Bag Prog dan Sub Bag Personil
Keuangan dan Umum
Seksi Seksi Perekonomian Seksi Kesejahteraan Seksi Ketenteraman
Pemerintahan dan Pembangunan Rakyat dan Ketertiban Umum

Sumber : Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, 2015

Gambar 4.1:  Struktur Organisasi Kecamatan Putusibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu

f. Tugas Dan Fungsi Aparatur yang Menangani KTP-el di

Kecamatan Putussibau Utara

1) Tugas Pokok Camat

Camat  adalah  pemimpin  dan  koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan
yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan, serta berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Camat melaksanakan

fungsi sebagai berikut :
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a) Penetapan rencana operasional Kecamatan;

b) Pelaksanaan tugas umum pemerintahan;

c) Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati;

d) Pembinaan wilayah;

e) Pemberian petunjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan
umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati;

f) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan Kecamatan secara periodik;

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

2) Tugas Pokok Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pada
Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada
dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat. Seksi
Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembinaan
pemerintah desa dan atau kelurahan;

Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut,  Seksi
Pemerintahan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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b) Penyusunan bahan dalam pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintah Desa/K elurahan;

c) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan
dengan instansi terkait;

d) Penyiapan bahan pembinaan kemantapan ideologi negara
dan kestabilan sosial politik;

e) Penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan
keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;

f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
tugas Seksi Pemerintahan,;

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2. Gambaran Persiapan Proses Implementasi Kebijakan KTP Elektronik
(KTP-el) di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu
Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis,
dimana pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada
akhimya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau
sasaran kebijakan itu sendiri. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno
(2008:146) mengemukakan “Implementasi kebijakan adalah tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok)
Pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Proses implementasi kebijakan KTP-el yang dilaksanakan di
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Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat
beberapa proses dalam persiapan penerapan dan pelaksanaan penerapan
implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara.
Berikut garis besar proses persiapan penerapan dan pelaksanaan
penerapan implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau
Utara
a. Persiapan penerapan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara
Kabupaten Kapuas Hulu
Data yang peneliti gunakan adalah data pada tahun pertama
KTP-el dilaksanakan di Kecamatan Putussibau Utara yaitu data
pada Tahun 2012.
1) Pembentukan Kelompok Kerja
Dalam melaksanakan kebijakan KTP-el di Kabupaten
Kapuas Hulu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kabupaten dan
Kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu No.
97 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja
Penerapan KTP-el Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di
Kabupaten Kapuas Hulu. Pembentukan kelompok kerja untuk
membantu proses penerapan KTP-el. Sampai tahun 2014
belum pernah Surat Keputusan Bupati tersebut diubah atau
dibuat ulang. Adapun tugas masing-masing dari Tim
Kelompok Kerja yaitu:
a) Tim kelompok kerja Kabupaten berkewajiban dan
bertanggung jawab dalam :

(1) Memberikan sosialisasi penerapan KTP Elektronik
kepada instansi pemerintah dan non pemerintah di
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tingkat kabupaten/kota dan pokja kecamatan, tokoh
masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum dan
penduduk.

(2) Merencanakan dan mempersiapkan tempat pelayanan
KTP Elektronik secara statis di masing-masing
kecamatan dan opersionalisasi pelayanan mobile
enrolment ke daerah-daerah terpencil;

(3) Melakukan fasilitasi, pengawasan supervise persiapan
pelaksanaan penerpan KTP Elektronik di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan
tempat pelayanan masing-masing kecamatan;

(4) Mempersiapkan Surat Pemanggil Penduduk Wajib
KTP untuk perekaman data dan Pengambilan KTP
Elektronik yang ditandatangani oleh camat;

(5) Memilah hasil pencetakan (print out) surat panggilan
wajib KTP per desa/kelurahan atau sebutan lain dan
mengirimkan ke kecamatan;

(6) Menyampaikan laporan perkembangan persiapan dan
pelaksanaan penerapan KTP Elektronik kepada
Gubernur melalui;

(7) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan KTP Elektronik.

b) Pokja Kecamatan bekewajiban dan bertanggung jawab
dalam :

(1) Melakukan sosialisasi kepada Kepala Dusun/Kepala
Lingkungan, RW/RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh
Agama dan Penduduk;

(2) Menyediakan tempat pelayanan KTP Elektronik di
Kecamatan,;

(3) Menyampaikan surat penggilan kepada penduduk
wajib KTP Melalui perangkat desa’kelurahan;

(4) Membuat nomor antrian pelayanan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik di tempat-tempat pelayanan;

(5) Mengawasi dan mengambil langkah-langkah untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan KTP
Elektronik ditempat-tempat pelayanan;

(6) Membuat jadwal dan melakukan mobilisasi penduduk
dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat
pelayanan KTP Eletronik;

(7) Melakukan pemilahan KTP  Elektronik per
desa/kelurahan atau sebutan lain atau per lingkungan,
dusun atau RT/RW;

(8) Menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTP
Elektronik kepada Bupati/Walikota melaui Camat.
(Sumber: Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 97
tahun 2012.
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2) Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan oleh: Tim Pokja Kabupaten
dengan sasaran yang telah direncanakan (instansi terkait dan
penduduk), tim pokja Kecamatan melaksanakan sosialisasi di
tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan/RW/RT.
3) Penyiapan Tenaga Teknis Pelayanan
Tenaga teknis pelayanan yang harus disiapkan oleh

Kantor Kecamatan Putussibau Utara adalah:

a) Operator
Tenaga operator dipersiapkan oleh Camat selaku Ketua
Pokja KTP-el Kecamatan minimal 4 orang. Tugas
operator yaitu:

(1) Proses pelayanan perekaman data penduduk :

a) Melakukan verifikasi biodata penduduk yang
terdapat dalam database kependudukan dengan
penduduk yang akan dilakukan perekaman
datanya;

b) Melakukan perekaman pas photo, tanda tangan,
sidik jari dan iris Penduduk;

¢) Memastikan keberhasilan perekaman sidik jari
penduduk dengan melakukan verifikasi sidik jari
penduduk. Verifikasi sidik jari dilakukan dengan
cara mengulang kembali perekaman sidik jari
telunjuk kanan dan kiri atau sidik jari yang akan
disimpan di dalam chip.

d) Meminta penduduk melakukan pengesahan hasil
verifikasi data, perekaman pas photo, tanda
tangan, sidik jari dan iris penduduk dengan cara
membubuhkan tanda tangan secara elektronik
pada perekam tanda tangan (Signature Pad) yang
disediakan sebagai bukti persetujuan terhadap
kebenaran data penduduk yang bersangkutan.

e) Operator hanya membetulkan biodata penduduk,
sedangkan pembetulan NIK dan pengisian
biodata  penduduk yang baru  pindah
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(pindah/datang) dilakukan operator pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kapuas Hulu,

f) Melakukan penyimpanan hasil perekaman pas
photo, tanda tangan, sidik jari dan iris serta
dokumen pengesahan secara elektronik yang
telah dilakukan sebagaimana pada angka 2) dan
4) ke dalam database pelayanan.

g) Bertanggung jawab terhadap beroperasinya
perangkat KTP Elektronik dan perangkat jaringan
komunikasi data di tempat pelayanan KTP
Elektronik.

h) Bertanggung jawab terhadap back up data dan
pengamanan database Kependudukan.

Proses pelayanan pengambilan KTP Elektronik

a) Meminta penduduk wajib KTP untuk mencermati
kebenaran data penduduk yang tertera pada KTP
Elektronik dan yang terekam dalam Chip.

b) Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk kanan
atau tangan kiri penduduk melalui pemadanan 1 :
1, untuk memastikan bahwa KTP Elektronik
tersebut merupakan milik penduduk yang
bersangkutan, apabila data penduduk sudah
sesuai.

¢) Menyerahkan KTP Elektronik hasil pemadanan 1
: 1 kepada petugas pendukung pelayanan untuk
selanjutnya  diserahkan kepada  penduduk
bersangkutan.

d) Membuka dokumen pengesahan, apabila
penduduk menyanggah kebenaran data pada KTP
Elektronik.

e) Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk
sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila data
penduduk pada dokumen pengesahan sudah
sesuai dengan data pada KTP Elektronik.

f) Menyerahkan KTP Elektronik yang tidak sesuai
atau rusak kepada petugas pendukung pelayanan
dengan memberikan catatan hasil verifikasi
“berhasil” atau “gagal” dibelakang nama
penduduk yang Dbersangkutan pada surat
panggilan.

g) Mempersilahkan penduduk untuk pulang dan
akan dipanggil kembali setelah KTP Elektronik
diperbaiki. (Sumber: Keputusan Bupati Kapuas
Hulu No. 96 Tahun 2012 tentang Penunjukan
Tenaga teknis Pelayanan Penerapan KTP
Elektronik Tahun 2012).
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Tenaga Pendukung Pelayanan

Jumlah petugas tenaga pendukung pelayanan
disesuikan dengan volume pekerjaan dan jumlah
penduduk yang akan dilayani di Kecamatan Putussibau
Utara sendiri hanya 1 orang tenaga pendukung. Tugas
petugas pendukung pelayanan sebagai berikut:
(1) Pada proses pelayanan perekaman Data:

a) Menerima surat panggilan dan KTP lama dari
penduduk dan mencocokkan dengan daftar
penduduk wajib KTP serta memberikan nomor
panggilan;

b) Menyerahkan surat panggilan dan KTP lama
kepada petugas operator;

¢) Mengumumkan dan memberitahukan kepada
penduduk wajib KTP untuk melakukan prosedur
persiapan guna mempermudah perekaman sidik
jari tangan dan iris;

d) Menerima kembali surat panggilan dan KTP
lama serta nomor antrian dari petugas operator
dan membubuhkan tanda tangan dan stempel
tempat pelayanan KTP-el pada surat panggilan
penduduk sebagai bukti telah selesai proses
pelayanan perekaman;

e) Menyerahkan kembali KTP lama dan surat
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panggilan yang telah ditandatangani dan
distempel kepada penduduk yang bersangkutan
serta menyimpan nomor antrian.

(2) Pada proses Pelayanan Pengambilan KTP-el

a) Menyiapkan KTP-el yang telah dipilah-pilah per
RT/RW/Dusun/Lingkungan/desa/kelurahan;

b) Menerima KTP lama dan surat panggilan dari
penduduk yang telah ditanda tangani dan diberi
stempel tempat pelayanan serta memberikan
nomor urut antrian;

¢) Menyerahkan surat panggilan penduduk dan
KTP-el sesuai nama dan NIK kepada petugas
operator untuk diverifikasi;

d) Menerima kembali KTP-el dan surat penggilan
penduduk dari petugas operator yang telah selesai
dilakukan verifikasi;

e) Menyerahkan KTP-el kepada penduduk yang
verifikasinya berhasil dan membuat tanda terima
serta menarik dan menyimpan KTP lama dan
surat penggilan penduduk bersangkutan;

f) Mempersiapkan penyerahan KTP lama oleh
Camat kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan

berita acara serah terima;
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g) Menyerahkan kembali KTP lama dan surat
panggilan kepada penduduk dan menyimpan
KTP-el yang hasil verifikasinya gagal,

h) Mempersiapkan pengambilan KTP-el oleh Camat
yang datanya tidak sama (verifikasi gagal) atau
rusak kepada Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan berita
acara serah terima.

c) Supervisor Teknis tugasnya adalah:

(1) Melakukan koordinasi dengan pokja ditempat
pelayanan dan instansi teknis untuk kelancaran
pelaksanaan pelayanan KTP-el

(2) Membuat rencana dan jadwal pelaksanaan pelayanan
menggunakan perangkat KTP-el bergerak (mobile
enrollment);

(3) Melakukan pengecekan ketersediaan catu daya listrik,
kesiapan, perangkat, kesiapan tempat dan sarana
pelayanan, kesiapan tenaga pendukung pelayanan dan
operator;

(4) Mengawasi dan mengatur pelaksanaan pengambilan
KTP-el;

(5) Melakukan pengiriman hasil verifikasi data penduduk
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dan hasil perekaman pas foto tanda tangan, sidik jari
dan iris penduduk dari tempat pelayanan ke pusat
Data Kependudukan Direktorat Jenderal
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri secara khusus apabila jaringan
komunikasi data tidak berfungi;

(6) Mengontrol dan mengecek back up data dan
pengadministrasian  pelayanan perekaman dan
pelayanan pengambilan KTP-el.

4) Penyiapan Tempat Layanan
Kecamatan Putussibau Utara harus mempersiapkan
sarana dan prasarana yaitu:

a) Ruang yang terdiri dari ruang pelayanan dan ruang server,
ruang untuk melakukan pemilihan dan penyimpanan KTP-
el sebelum dibagikan kepada penduduk;

b) Ruang tunggu;

¢) Peralatan kantor;

d) Catu daya listrik dan atau genset;

e) Tempat cuci tangan, sabun, handuk, dan tissu

f) Kain latar pengambilan pas photo warna merah dan warna
biru;

g) Nomor antrian untuk pelayanan perhari (10 jam );

h) Pencahayaan lampu di tempat perekaman dan ruang

tunggu;
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1) Papan pengumuman untuk memberikan gambaran proses

pelayanan KTP-el dan informasi lainnya yang terkait;

b. Pelaksanaan penerapan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara
1) Pemasangan V-Sat
2) Pemasangan perangkat KTP-el
3) Bimbingan teknis
Bimbingan teknis ditujukan untuk petugas operator
yang akan ditugaskan dalam melayani pembuatan KTP-el baik

di tingkat Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil) dan tingkat Kecamatan yang akan membantu dalam

penerbitan KTP-el termasuk petugas keliling.

Manfaat bimbingan teknis untuk operator

a) Operator mengerti mekanisme pelaksanaan penerbitan
KTP-el;

b) Operator mampu mengidentifikasi, merakit dan mengerti
cara pemeliharaan perangkat KTP-el dan jaringan
komunikasi data;

¢) Operator mampu melakukan proses verifikasi, validasi
dan update biodata penduduk;

d) Operator mampu melakukan proses perekaman serta
menyimpan kedalam database ditempat pelayanan;

€) Operator mampu melakukan proses konektifitas dan
pengiriman data melalui jaringan komunikasi data;

f) Operator mampu melakukan back up database
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kependudukan;
g) Operator mampu melakukan verifikasi sidik jari tangan
penduduk melalui I:1
4) Jadwal Pelaksanaan KTP-el
Sosialisasi KTP-el pertama dilaksanakan Tanggal 4-20
juni 2012 dan pelaksanaan Perekaman KTP-el massal Tanggal
26 Juli sampai dengan 31 Oktober 2012.
5) Pelaksanaan Perekaman pembuatan K TP-el
a) Pelayanan Verifikasi data/biodata
b) Foto
c) Perekaman tanda tangan
d) Scan sidik jari dan
e) Iris mata/scan retina mata

6) Pelayanan pengambilan KTP-el

B. Hasil Penelitian

Penelitian proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan
Putussibau Utara menggunakan teori Charles O’Jones dengan melalui tiga
pilar yaitu pertama organisasi terdiri dari struktur organisasi, keahlian
pelaksana dan perlengkapan alat, kedua interpretasi adalah pelaksanaan
yang sesuai dengan ketentuan peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk
teknis, dan yang ketiga pelaksanaan yang berjalan sesuai dengan prosedur
kerja, program kerja dan jadwal kegiatan. Berikut ini pembahasannya :

1. Organisasi
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Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan
secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi,
yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai
suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. (Robbins, 1994:4).

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya
sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan
perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat
hukum yang jelas. Berdasarkan organisasi yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara yaitu
camat, seksi pemerintahan dan tenaga kontrak yang diangkat oleh
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai tenaga operator
pelayanan. Tugas pelaksana kebijakan KTP-el yang utama adalah
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan KTP-el.

Agar pelaksanaan kebijakan KTP-el sesuai dengan ketentuan
yang berlaku maka setiap petugas dituntut memiliki kemampuan yang
memadai sesuai dengan bidangnnya.

a. Struktur organisasi
Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini
melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu
sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi
kebijakan biasanya sudah dibuat Prosedur Standar Operasi (SOP).
SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak

agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan
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sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur
birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung
melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi
yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan
aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel (Edwards dalam ashari
2013).

Guna memberikan acuan kerja bagi pelaksana kebijakan
seperti Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, para anggota Pokja dan para
petugas pelaksana pelayanan di tempat-tempat pelayanan KTP
Elektronik dalam rangka mensukseskan pelaksanaan penerapan
KTP Elektronik (KTP-el), oleh karena itu Pemerintah Pusat telah
menyusun Prosedur Standar Operasi (SOP) penerapan KTP
Elektronik secara massal.

Prosedur Standar Operasi (SOP) adalah suatu kebijakan
yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan. SOP merupakan gambaran langkah-
langkah kerja (sistem mekanisme dan tata kerja internal) yang
diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan
instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumentasi/instrument
memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat

efektif dan efesien berdasarkan suatu standar yang sudah baku.
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Pengembangan instrument manajemen tersebut
dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di
seluruh unit kerja pemerintah dapat terkendali dan dapat berjalan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ashari, 2013).

Struktur organisasi memberikan gambaran yang jelas
tentang jabatan, tupoksi dan merupakan kerangka pedoman kerja
bagi pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Putussibau
Utara (Hermanus Susanto) menyatakan bahwa:

“Struktur organisasi yang ada di Kantor Camat Putussibau

Utara telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan

tupoksinya masing-masing, tupoksinya ada dalam peraturan

Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 tahun 2008, dimana ada

camat yang membawahi Sekretariat, Kelompok Jabatan

Fungsional dan 4 (empat) seksi yaitu Seksi pemerintahan,

Seksi  perekonomian dan  Pembangunan,  Seksi

Kesejahteraan Rakyat dan seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum. Sedangkan Sekretariat membawahi Sub

bagian program dan Keuangan serta Sub Bagian Personil

dan Umum”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Hal yang sama juga dibenarkan oleh kepala seksi
pemerintahan Kantor Camat Putussibau Utara (Lusianus Uve),
bahwa:

“Struktur organisasi Camat Putussibau Utara telah di susun

secara jelas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-

masing seksi yang berbeda, termasuk kebijakan proses
perekaman KTP-el dibebankan ke seksi Pemerintahan”.

(wawancara, 09 Maret 2015)

Sedangkan menurut Kepala Bidang Administrasi
Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) agak ragu-ragu
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mengatakan bahwa:
“Struktur organisasi di Kantor Camat Putussibau Utara
kurang terlaksana dengan maksimal karena tupoksinya aja
banyak sekali yang tidak dilaksanakan dengan baik.
Sedangkan untuk pelaksanaan kebijakan KTP-el
dibentuklah Kelompok kerja (pokja) berdasarkan keputusan
Bupati No. 97 Tahun 2012 dan berdasarkan Prosedur
Standar Operasi (SOP) dilakukan baik di tingkat Kabupaten
maupun Kecamatan agar koordinasi antar pemangku
kepentingan dapat berjalan dengan lancar dan baik”.
(wawancara, 16 Maret 2015)
Pernyataan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
Hulu diperkuat Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat
Putussibau Utara (Lusianus Uve) bahwa:
“Kita di Kecamatan Putussibau Utara membentuk pokja
dalam rangka pelaksanaan program KTP-el. Pokja terdiri
dari Camat, Sekretaris Kecamatan, dan anggota pokja yang
terdiri dari kepala seksi di Kecamatan, unsur keamanan,
unsur kesehatan, Kepala Desa atau Lurah. Tim Pokja dalam
bekerja terutama dalam hal sosialisasi dan pendataan
penduduk wajib KTP-el juga telah bekerja secara optimal”.
(wawancara, 09 Maret 2015)
Berdasarkan Prosedur Standar Operasi (SOP) penerapan
KTP Elektronik (KTP-el), dalam proses pelaksanaan kebijakan
KTP-el Kecamatan Putussibau Utara sebagai instansi pelaksana di
Kecamatan. Kecamatan Putussibau Utara telah membentuk Pokja
Kecamatan untuk melaksanakan kebijakan KTP-el. Pokja
Kecamatan terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Ketua Pokja
adalah Camat. Sekretaris Pokja adalah Sekretaris Kecamatan,
Anggota Pokja terdiri dari kepala seksi di Kecamatan, unsur

keamanan, unsur kesehatan, Kepala Desa atau Lurah dan/atau
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unsur lainnya yang dipandang perlu.

Berdasarkan kewajiban dan tanggungjawab, pokja
Kecamatan melaksanakan sosialisasi kepada Kepala Dusun/Kepala
Lingkungan, RW/RT, tokoh masyarakat, tokoh agama dan
Penduduk. Menyiapkan tempat pelayanan KTP Elektronik di
Kecamatan yang nyaman agar penduduk yang melakukan
perekaman merasa aman, membuat jadwal mobilisasi penduduk
dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat pelayanan
KTP Elektronik agar tertib, menyampaikan surat panggilan kepada
penduduk wajib KTP melalui perangkat desa/kelurahan, membuat
nomor antrian pelayanan KTP Elektronik di tempat pelayanan agar
tidak tumpang tindih, membantu pelaksanaan pelayanan KTP
Elektronik di tempat-tempat pelayanan, melakukan mobilisasi
penduduk dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat
pelayanan KTP Elektronik, dan setelah dicetak melakukan
pemilahan KTP Elektronik per desa’kelurahan atau sebutan lain
atau per lingkungan, dusun atau RT/RW.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan
informan dapat diketahui bahwa dalam pengimplementasian
kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara khususnya
struktur organisasi sudah di susun secara jelas dan berjalan baik
dengan telah dibentuknya pokja kecamatan, sehingga pembagian
tugas dan wewenang dalam pelaksanaan program KTP-el terlihat

jelas. Hanya saja dalam pelaksanaanya belum maksimal, dan
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sebagai tugas pokja juga adalah menyampaikan laporan penerapan
KTP-¢l kepada Bupati.

Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Putussibau
Utara (Lusianus Uve) mengatakan bahwa:

”Masalah laporan penerapan KTP-el kami tidak pernah

membuat laporan ke Bupati. Karena setiap minggu kami

selalu melaporkan hasil perekaman kepada Dinas

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu,

karena mereka nanti yang akan menyampaikan laporan

tersebut ke pada Bupati dan Direktur Jenderal Administrasi

Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

(wawancara, 09 Maret 2015)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang
Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar)
bahwa”

“Pihak Kecamatan Putussibau Utara selalu melaporkan

hasil perekaman kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu secara rutin.

Namun masalah laporan mereka ke bupati sudah menjadi

tanggung jawab masing-masing Kecamatan”. (wawancara,

16 Maret 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa
Kecamatan Putussibau tidak pernah membuat dokumen tentang
penerapan KTP-el kepada Bupati, padahal menurut tugas pokja
Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 97 Tahun
2012 poin 8 bahwa Pokja Kecamatan mempunyai tugas
menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTP Eletronik

kepada Bupati/walikota melalui Camat.
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b. Keahlian pelaksana/Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya
dukungan dari sumber daya manusia yang cukup berkualitas dan
kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan
keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di
bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber
daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh
kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan imnplementasi, sebab tanpa sumber daya
manusia yang handal, implementasi kebijakan berjalan lambat.

Dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan KTP-el di
Kecamatan Putussibau Utara selain adanya masyarakat sebagai
sasaran juga perlu adanya tenaga implementor yang berkompeten
dengan jumlah yang cukup agar pelaksanaan program ini dapat
terlaksana. Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan
adalah staf/pegawai. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi
kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai tidak
memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dalam
proses implementasi kebijakan KTP-el, tenaga operator merupakan
sumber daya yang sangat penting dalam pelaksanaan KTP-el.
Keahlian mereka dalam mengopasikan alat-alat seperti komputer,
kamera digital dan peralatan lainnya yang digunakan untuk proses
perekaman KTP-el.

Untuk penyediaan tenaga operator dilakukan melalui
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perekrutan tenaga disetiap kecamatan. Kepala Bidang Administrasi
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar), mengatakan bahwa:

“Pihak  Kecamatan diberikan kewenangan  untuk
mangajukan nama-nama petugas sebagai tenaga operator
KTP-el, kemudian setelah 23 kecamatan terkumpul semua
selanjutnya kami membuat Surat Keputusan Bupati Kapuas
Hulu yaitu Nomor 96 Tahun 2012 dan Nomor 182 tahun
2015 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan KTP
Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu”. (wawancara, 16
Maret 2015)

Kewenangan yang diberikan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kepada Kecamatan sebagai pelaksana memiliki
kewajiban untuk menentukan siapa-siapa yang bertugas menjadi
operator.

Hal ini juga dibenarkan oleh Camat Putussibau Utara (Drs.
Hermanus Susanto) bahwa:

“Kami hanya diberikan wewenang untuk mengusulkan

nama-nama orang yang akan menjadi operator KTP-el.

di Kecamatan Putussibau Utara sebanyak 2 orang yaitu

Eti Safari yani dan Marsela Lida. Sementara bagaimana

syarat dan kriteria untuk menjadi operator KTP-el tidak

diberitahu. Namun kami merekrut dengan syarat

Pendidikan terakhir SLTA dan dapat mengoperasikan
komputer”.(wawancara, 09 Maret 2015)

Sedangkan menurut pernyataan Kepala  Bidang
Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar)
bahwa:

“Kami sudah menyampaikan syarat-syarat untuk menjadi

operator kepada setiap kecamatan yaitu Pendidikan terakhir

minimal tamatan SLTA dan pandai komputer. Setelah
semua tenaga operator dikumpulkan selanjutnya diberikan
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bimbingan dan pelatihan oleh tenaga ahli”. (wawancara, 16
Maret 2015)

Sementara Menurut Eti Safari (tenaga Operator),
mengatakan bahwa:

“saya belum pernah mendapatkan pelatihan sekalipun, saya
kerja sebagai operator mulai tahun 2013, sebelumnya saya
menggantikan petugas operator lama. Karena operator lama
diangkat menjadi PNS”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Tanggapan Dedi sebagai operator SIAK adalah sebagai
berikut:

“Betul...eti mengantikan saya sebagai operator KTP-el,
karena saya lulus menjadi PNS. Dulu saya merangkap
menjadi operator KTP-el dan operator SIAK”. (wawancara,
09 Maret 2015)

Lebih lanjut menurut Dedi, bahwa:

“Pernah dulu secara manual selama 3 hari di gedung
merpati. Setelah itu tidak ada pelatihan lagi. Dan kami
langsung praktek sendiri waktu kegiatan proses perekaman.
Banyak kesalahan yang terjadi karena pertama baru belajar
mengoperasikan alat, kedua kami harus mengejar target

yang berikan pusat selama 3 bulan saja”. (wawancara, 09
Maret 2015)

Karena pelatihan seadanya para petugas sudah berusaha
semaksimal dalam melaksanakan tugasnya, sementara petugas
dibebani dengan target capaian dan batas waktu yang telah
ditentukan, sehingga sering terjadi kesalahan.

Menanggapi masih rendahnya kualitas sumber daya
manusia (SDM) operator pelayanan KTP Elektronik, Camat
Putussibau (Drs. Hermanus Susanto) mengemukakan bahwa:

“Ya kita tidak bisa memaksakan mereka bekerja seperti

tenaga ahli, karena mereka juga baru kita rekrut dan diberi

pelatihan seadanya, sehingga jika ada kesalahan ya Kita
maklumi saja. Karena kita juga diberikan batas waktu yang
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sedikit sekali, cuma 3 bulan saja pada saat itu. Namun
sekarang dengan peraturan terbaru bahwa pencetakan kartu
sudah dilimpahkan kepada setiap kabupaten, dan kami juga
berharap pencetakan juga bisa dilaksanakan dikecamatan
untuk meringankan beban kerja di Dinas dan juga supaya
masyarakat juga tidak lama menunggu pencetakan kartu.
Karena kalau masyarakat rekam data di Kecamatan harus
menunggu selama 3 hari alasannya data tersebut harus di
cetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil”.
(wawancara, 09 Maret 2015)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kapuas Hulu, melalui Kepala Bidang Administrasi Kependudukan
(H. Khairil Anwar) terkait masih rendahnya sumber daya manusia
(SDM) dari tenaga operator tersebut menyatakan:

“Memang, pada saat pelatihan cuma beberapa hari, kerena

terbatasnya anggaran juga. Dan mereka cuma diberi

pembekalan sedikit terus langsung praktek sendiri namun

kita tetap berkoordinasi dengan mereka”. (wawancara, 16
Maret 2015)

Oleh karena itu permasalahan yang dihadapi oleh
Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara yaitu pegawai operator
KTP-el kurang ahli dalam bidangnya dikarenakan belum pernah
mendapatkan bimbingan teknis merupakan salah satu faktor
penyebab tidak maksimalnya perekaman KTP-el. Petugas operator
terjun langsung kelapangan tanpa mendapatkan pelatihan terlebih
dahulu hal ini menyebabkan perekaman sering terjadi kesalahan
dan akhirnya memakan waktu, karena operator yang bertugas
bukanlah operator yang mengikuti bimbingan teknis, melainkan
operator yang baru direkrut oleh pihak Kecamatan.

Berangkat dari kondisi tersebut, pihak Kecamatan

Putussibau Utara harus melaporkan kepada pihak Dinas
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Kependudukan Catatan Sipil tentang adanya pergantian operator,
agar bisa ditindak lanjuti oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis
bagi operator baru untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada

masyarakat akan tenaga professional dibidang perekaman.

c. Perlengkapan Alat Perekaman

Kemajuan teknologi informasi sangat pesat saat ini karena
berbagai penemuan dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan
sehingga tercipta alat-alat yang lebih modern, mulai dari sistem
sampai kealat komunikasi baik satu arah maupun dua arah. Hal ini
tentu sangat mendukung pelayanan kepada masyarakat yang
membutuhkan agar setiap kebijakan pemerintah menjadi lebih baik.
Peralatan merupakan unsur penting dalam membuat jaringan
komunikasi seperti jaringan internet yang membutuhkan peralatan
pendukung seperti fower dan perangkat computer baik hardware
maupun sofrware.

Selain itu kondisi tempat pelayanan atau Kantor juga harus
memadai agar kebijakan KTP-el terlaksana dengan baik. Namun
apabila kondisi Kantor tidak nyaman seperti ruangan yang sempit,
tidak ada tempat duduk juga akan mempengaruhi kenyamanan
pelayanan yang diberikan, sedangkan Kantor Camat Putussibau
Utara disediakan tempat duduk, terutama dilorong-lorong

disediakan kursi untuk menunggu antrian.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Putussibau
Utara (Drs. Hermanus Susanto) tentang perlengkapan alat kerja
dalam kebijakan KTP-el, mengatakan bahwa:

“Perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el sudah
memadai untuk di Kantor Camat, karena pemerintah pusat
sudah memberikan 2 set alat untuk perekaman. Namun
camera digital/web Camera 1 (satu) buah tidak memiliki
memory card. Kendala lain yang dihadapi dalam
pelaksanaan program KTP-el ini, jika peralatan mengalami
kerusakan seperti pada saat pengoperasian perangkat KTP-
el terutama Fingerprit Scanner dan Iris Scanner sering tidak
berfungsi dan koneksi jaringan internet Visat sering kali
mengalami gangguan menyebabkan tertundanya proses
perekaman KTP-el. Sehingga banyak warga yang sudah
datang terpaksa kembali pulang kerumahnya”. (wawancara,
09 Maret 2015)

Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H.
Khairil Anwar) membenarkan pernyataan Camat Putussibau Utara
bahwa:

“Menurut saya peralatan perekaman KTP-el sudah
memadai, dimana setiap Kecamatan mendapatkan 2 (dua)
set peralatan untuk melakukan perekaman seperti Server
untuk database AFIS, UPS 2200VA, UPS 1000VA,
Komputer PC, Fingerprint Scanner, Signature Pad,
Smartcard Reader/ Writer, Digital Scanner, Kamera Digital,
Tripod, Switch dan Cabling, Hardisk external. Dan masalah
peralatan yang sering tidak berfungsi atau error memang
beberapa Kecamatan juga mengalaminya”. (wawancara, 16
Maret 2015)

Beberapa perangkat yang disediakan oleh pemerintah pusat
dalam proses perekaman data kependudukan KTP-el di Kantor
Camat Putussibau Utara. Adapun alat-alat tersebut sebagaiman data

pada tabel 4.4
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Tabel 4.4: Nama-nama alat-alat penunjang
perekaman KTP-el

o B

Server untuk database AFIS 1
UPS 2200VA 1
UPS 1000VA 1
Komputer PC 2

Finger print scanner dan Signature
pad

Smartcard reader/ writer 2
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Digital scanner 2
Kamera digital dan Tripod 2
Switch dan cabling 2
Hardisk external 2

Sumber : Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014

Berdasarkan kelengkapan peralatan ini juga dibenarkan oleh
operator KTP-el (Eti Safari Yani):

“Kami sudah mempunyai alat rekam yang lengkap tetapi
kami kekurangan alat untuk mencetak (printer) KTP-el.
Sehingga pihak Kecamatan hanya bisa melakukan
rekam data saja, masalah pencetakan dilakukan Di
Dukcapil karenanya tidak memakan waktu yang lama.
Kalau beberapa tahun lalu pencetakannya Di Pusat jadi
memerlukan waktu yang lama. Kami juga mengalami
kendala apabila peralatan mengalami kerusakan, seperti
kamera digital dan dan beberapa alat lainya, karena saya
belum mengerti bagaimana menangani peralatan tersebut”.
(wawancara, 09 Maret 2015)
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Berdasarkan keterangan dari informan bahwa Penyebab
kurang maksimalnya capaian pelaksanaan KTP Elektronik di
Kecamatan Putussibau Utara adalah camera tidak memiliki
memory card, perangkat KTP-el terutama Fingerprit Scanner dan
Iris Scanner sering tidak berfungsi juga menjadi kendala dan
masalah jaringan internet Visat sering kali mengalami gangguan
sehingga hasil perekaman yang terkirim masuk ke pusat data secara
online tidak sesuai dengan data yang terekam di tempat pelayanan
perekaman penerapan KTP-el. Hal ini menyebabkan banyak wajib
KTP yang sudah hadir di tempat pelayanan harus kembali pulang.

Implementor belum memiliki staf yang mencukupi,
mengerti apa yang harus dilakukannya terhadap peralatan yang
digunakan untuk proses perekaman, hal ini tentunya mempengaruhi
proses implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Selanjutnya
belum ada penanganan yang serius terhadap kondisi masalah
jaringan internet Visat dan Fingerprit Scanner dan Iris Scanner dan
masih belum ada tenaga ahli teknis dibidang perekaman KTP-el

sehingga tidak bisa segera diperbaiki.

2. Interpretasi
Jones dalam Nurhayati (2013) mengatakan interpretasi adalah
menafsirkan agar program menjadi rencana yang kongkrit dan jelas
serta dapat dilaksanakan. Dalam proses implementasi, birokrasi

pemerintah yang berperan sebagai organisasi pelaksana perlu
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menginterpretasikan dengan cara pandang yang sama agar program
lebih operasional dan siap dilaksanakan. Indikator interpretasi
(penafsiran) yang sama apabila telah ada kejelasan atau cara pandang
yang sama seperti kejelasan tugas, harus ada interpretasi yang sama
dikalangan para implementor, demikian juga konsistensi para
implementor terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Hal lain yang
penting adalah para implementor harus membuat skala prioritas dalam
pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan.

Sehubungan dengan interpretasi, maka yang ingin dilihat apakah
pelaksanaan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara
Kabapaten Kapuas Hulu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

a. Sesuai dengan peraturan
Pelaksanaan proses perekaman data kependudukan tentunya
terdapat peraturan-peraturan yang membuat jalannya kebijakan

KTP-el berjalan sesuai prosedur. Adapun SOP dalam proses

perekaman data kependudukan KTP-el berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 10 tentang tata

cara perekaman sidik jari penduduk sebagai berikut:

1. Perekaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP
elektronik dilakukan ditempat pelayanan KTP elektronik
secara massal dan tempat pelayanan KTP elektronik secara
regular,

2. Perekaman sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh petugas operator,

3. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam
seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan perekaman

tangan kanan mulai dari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari
manis, dan jari kelingking dan tangan kiri mulai dari ibu jari,
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jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking,

4. Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disimpan kedalam database
kependudukan ditempat pelayanan,

5. Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari
telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam kedalam chip
KTP elektronik.

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015)

Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dijalankan oleh aparatur pelaksana kebijakan
KTP-el khususnya petugas operator dalam melaksanakan proses
perekaman data kependudukan KTP-el Kecamatan Putussibau
Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

KTP berbasis NIK yang dilengkapi dengan sidik jari dan
chip (KTP-el) diatur dengan:

1. Pasal 64 ayat 3, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang
administrasi kependudukan: Mewajibkan kepada Pemerintah,
bahwa dalam KTP harus disediakan ruang untuk membuat
kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan.

2. Pada peraturan presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2009 pasal
(1), pada butir (8) disebutkan bahwa:”kode keamanan adalah
alat identiikasi jati diri yang menunjukan identitas diri
penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang
memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang
tersebut”. (sidik Jari)

3. Selanjutnya, pada butir (9) disebutkan bahwa: “Rekaman
eletronik adalah alat penyimpanan data eletronik penduduk
yang dapat dibaca secara eletronik dengan alat pembaca dan
sebagai pengaman data kependudukan”. (CHIP)

4. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2010,
pasal 6 butir (2):” Rekaman Elektroniksebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik
jari tangan penduduk yang bersangkutan.”

(sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil 2011)

Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dijalankan oleh aparatur pelaksana kebijakan
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KTP-el khususnya petugas operator dalam melaksanakan proses
perekaman data kependudukan KTP-el. Standard operational
prosedur ini dijalankan oleh aparatur dengan ketentuan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing seksi.

Menurut Camat Putussibau Utara Pelaksanaan Kebijakan
KTP-el sudah sesuai dengan peraturan. Berikut petikan wawacara
dangan Bapak Camat Hermanus Susanto:

“Pelaksanaan kebijakan KTP-el telah sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011

pasal (1) dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mendagri

Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014”. (wawancara,

09 Maret 2015)

Hal ini serupa pernyataan Kepala Kepala Bidang
Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar)
bahwa :

“Pelaksanaan proses perekaman KTP-el di Kabupaten

Kapuas Hulu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9 Tahun 2011 pasal (1) dan telah sesuai

dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal

17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan Dalam

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga

setiap daerah provinsi, kabupaten/kota sama peraturannya”.

(wawancara, 16 Maret 2015)

Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/S] Tanggal 17
Januari 2014  tentang  Perubahan  Kebijakan = Dalam
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 antara lain:

a) Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun

Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (Lima) tahun diubah
menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan
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elemen data dalam KTP-el, antara lain perubahan status,
perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar,
perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun
yang akan diterbitkan.

b) Stelsel aktif
Dalam pelayanan administrasi kependudukan, semula yang
diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi yang aktif
adalah Pemerintah melalui petugas dengan pola jemput bola
atau pelayanan keliling.

¢) Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el
Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el yang selama ini
dilaksanakan terpusat di Jakarta, pada tahun 2014 dan
seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sesuai dengan amanat pasal
8 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

d) Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak
Dipungut Biaya (Gratis)
Larangan untuk tidak dipunggut biaya (gratis), semula hanya
untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi gratis untuk
penerbitan semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta
Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta kematian, Akta perceraian,
Akta Pengakuan anak dan lain-lain).

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/S])
Tanggal 17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan Dalam
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan juga mengatakan
bahwa perubahan utama yang diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2013, antara lain adalah KTP Non Elektronik
(KTP biasa), yang sebelumnya berlaku sampai tanggal 31
Desember 2013, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 126 Tahun 2012 diperpanjang masa berlakunya
sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan Peraturan
Presiden Nomor 112 Tahun 2013. Pertimbangan utama
perpanjangan masa berlaku KTP Non Elektronik tersebut adalah
sebagai berikut:

a) Sampai akhir tahun 2013, dari 191 juta penduduk yang
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berpotensi memiliki KTP-el, masih terdapat sekitar 19 juta
Penduduk yang belum memungkinkan untuk memperoleh
KTP-el sampai akhir 2013.

b) Pelaksanaan pencetakan KTP-el pada tahun 2014 diserahkan
kepada Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan
dalam pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013,
sedangkan anggaran untuk pencetakan KTP-el tersebut
dibebankan pada APBN-P tahun 2014, yang diperkirakan baru
akan tersedia pada pertengahan tahun 2014,

¢) Apabila masa berlaku KTP Non Elektronik tidak diperpanjang,
maka sejumlah sekitar 19 juta Penduduk tidak memiliki kartu
identitas, karena di satu pihak KTP Non Elektronik tidak
berlaku lagi, dipihak lain KTP-el belum dimungkinkan untuk
didapatkannya.

d) Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD,
mengamanatkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar
Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan, dapat
ikut memilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk
(KTP-el atau KTP Non Elektronik) atau Paspor. Dengan
adanya perpanjangan masa berlaku KTP Non Elektronik, juga
dimaksudkan untuk mengantisipasi agar semua warga Negara
Indonesia yang berhak memilih bisa menggunakan hak

pilihnya walaupun tidak tercantum dalam DPT.
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Masalah masa berlaku KTP Non Elektronik menurut
Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H.
Khairil Anwar) bahwa:

“Kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku
pemerintah Kabupaten masih memberlakukan KTP non
elektronik sampai tahun 2015 karena berbagai
pertimbangan, dan kami juga telah melaksanakan tugas
pokok dan fungsi yang telah ditetapkan Undang-
Undang”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu:

1. Menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan berkaitan
dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan
kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Menetapkan kebijakan dan mengawasi pengelolaan
pendaftaran penduduk, informasi kependudukan, pencatatan
sipil dan transmigrasi;

3. Menetapkan, mengawasi dan melindungi dokumen
kependudukan yang meliputi biodata penduduk, kartu
keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan
kependudukan dan akta pencatatan sipil;

4. Menetapkan, mengawasi dan melindungi data kependudukan
yang meliputi data perseorangan dan data agregat penduduk;

5. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendaftaran
penduduk, informasi kependudukan, pencatatan sipil dan
transmigrasi,

6. Menetapkan profil dan proyeksi kuantitas dan kualitas
penduduk serta keseimbangan perkembangan kependudukan
dengan daya dukung lingkungan;

7. Menetapkan penyiapan pelaksanaan pembinaan dan
perpindahan penduduk melalui penyelenggaraan transmigrasi;
dan

8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
bidang tugasnya.

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, bahwa
pelaksanaan proses perekaman KTP-el di Kabupaten Kapuas Hulu

sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
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Tahun 2011 pasal (1) dan telah sesuai dengan Surat Edaran
Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang
Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan, sehingga setiap daerah Provinsi, Kabupaten/kota

sama peraturannya

b. Petunjuk pelaksana
Petunjuk pelaksana yang dimaksud adalah bersifat
kelengkapan dan tata pelaksanaan administrasi perekaman KTP-el
di Kecamatan Putussibau Utara. Sebagaimana yang diungkapkan
oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H.
Khairil Anwar) berikut ini:
“Secara administrasi kami Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program KTP-el di
Kabupaten Kapuas Hulu selalu mengacu pada Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan oleh
Pemerintah Pusat”. (wawancara, 16 Maret 2015)
Berikut ini prosedur pada pelaksanaan program KTP-el di
Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan SOP, yaitu :
1) Pemanggilan Penduduk wajib KTP-¢l
Pada tahapan ini, ada 3 langkah yang harus dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan selaku
implementors perekaman KTP-el yaitu :
a) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten membuat dan menyerahkan daftar penduduk

wajib KTP kepada Camat;
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b) Camat menandatangani surat panggilan penduduk
berdasarkan daftar penduduk wajib KTP yang diserahkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

c) Petugas di Kecamatan melalui Kepala Desa/Lurah
menyampaikan surat panggilan tersebut kepada penduduk
wajib KTP.

2) Alur Perekaman KTP-el secara umum
Langkah selanjutnya adalah alur atau tata cara
perekaman KTP-el. Dalam tata cara perekaman ini dilakukan
dengan langkah sebagai berikut :

a) Penduduk wajib KTP yang telah mendapatkan Surat
Pemanggilan untuk perekaman KTP-el mendatangi tempat
pelayanan perekaman di Kantor Kecamatan dengan
membawa Surat Panggilan;

b) Petugas di tempat pelayanan KTP-el melakukan verifikasi
data penduduk secara langsung di tempat pelayanan dengan
cara mencocokan biodata dengan data SIAK;

¢) Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman
yang meliputi perekaman pas photo, tanda tangan, scan
sidik jari dan scan retina mata.

Alur perekaman KTP-el secara umum dapat dilihat dari

gambar 4. 2.
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Petugas mela
verfikas: aata pna

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2015

Gambar 4.2: Alur Perekaman KTP-el secara umum

Berdasarkan gambar di atas bahwa tata pelaksanaan
administrasi perekaman KTP-el tidak menggunakan sistem
loket. Namun hanya meja yang disusun rapi. Hasil pengamatan
peneliti juga di Kecamatan Putussibau Utara tidak
mengunakan loket, namun hanya meja yang sudah disusun
rapi lengkap dengan peralatan rekam, ruangan yang digunakan
juga tidak terlalu besar dan sedikit sempit. Namun ruang
tunggu untuk mengantri sudah disediakan dilorong-lorong
dengan dilengkapi kursi untuk duduk.

Pernyataan dia atas diperkuat oleh Camat Putussibau
Utara (Drs. Hermanus Susanto) yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya tata pelaksanaan program KTP-el di

Kecamatan Putussibau Utara melihat kondisi gedung
Kantor Camat tidak mempengaruhi prosedur
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administrasi dan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Berusaha untuk mengikuti prosedur yang telah dibuat
oleh Pemerintah Pusat agar program ini dapat berjalan
sesuai dengan yang diinginkan”. (wawancara, 09 Maret
2015)

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi
Pemerintahan Kantor Camat Putussibau Utara (Lusianus Uve)
bahwa:

“Tata pelaksanaan administrasi program KTP-el tetap
berjalan dengan kondisi ruangan yang sempit namun
satu ruang dapat terpenuhi yaitu penerimaan
persyaratan administrasi dengan membawa surat
panggilan atau mengisi formulir dan KTP lama,
melakukan verifikasi data, perekaman pas photo,
tandatangan, dan sidik jari penduduk, iris mata atau
scan retina mata. Kemudian petugas membubuhkan
tandatangan dan stempel pada surat panggilan
penduduk sebagi bukti telah dilakukan perekaman
sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
9 Tahun 2011 pasal 1 tentang tatacara penerbitan KTP-
el. (wawancara, 09 Maret 2015)

Operator KTP-el Kecamatan Putussibau Utara (Eti
Safari yani) juga menguatkan bahwa:

“Penduduk yang datang untuk melakukan proses

perekaman akan kami panggil sesuai dengan nomor

antrian yang kami bagikan semula, kami juga berusaha
melayani penduduk dengan baik tanpa pandang bulu”.

(wawancara, 09 Maret 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa
pelaksanaan program KTP-el secara tata pelaksanaannya telah
memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas dan dapat dipahami
oleh instansi pelaksana (implementor) berdasarkan Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 9 tahun 2011 pasal (1) tentang

tata cara penerbitan KTP-el, yaitu:
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a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota membuat dan menyerahkan daftar
penduduk WNI wajib KTP kepada Camat atau nama lain;

b. Camat atau nama lain menandatangani surat panggilan
penduduk berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud;

c. Petugas di Kecamatan atau nama lain melalui Kepala
Desa/Lurah atau nama lain menyampaikan surat panggilan
sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada penduduuk
berdasarkan daftar penduduk WNI wajib KTP;

d. Penduduk yang telah menerima surat panggilan
sebagaimana dimaksud pada huruf b, menandatangani
tempat pelayanan KTP elektronik dengan membawa surat
panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP;

e. Petugas ditempat pelayanan KTP elektronik melakukan
verifikasi data penduduk secara langsung ditempat
pelayanan KTP elektronik;

f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman
pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;

g. Petugas  sebagaimana dimaksud pada huruf e
membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan
KTP elektronik pada surat panggilan penduduk;

h. Surat panggilan penduduk sebagaimana dimaksud pada
huruf g sebagai bukti telah dilakukan verifikasi,

pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan
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sidik jan penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf e
dan huruf f;

i. Petugas operator melakukan penyimpanan data
sebagaimana dimaksud pada huruf f dan biodata penduduk
kedalam database ditempat pelayanan KTP elektronik;

j- Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud
pada huruf I dikirim melalui jaringan komunikasi data ke
server Automated Fingerprint Identification System di Pusat
data Kementerian Dalam Negeri;

k. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf i
disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan
jatidiri seseorang;

I. Hasil identifikasi sidik jari Penduduk sebagaimana
dimaksud pada huruf k apabila identitas tunggal, dan
identitas ganda;

m. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan  Sipil melakukan
personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana
dimaksud pada huruf 1 angka 1 kedalam blangko KTP
elektronik;

n. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud
pada huruf m, Kementerian Dalam Negeri melalui
Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil

mendistribusikan KTP elektronik ke Dinas Kependudukan
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dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk diteruskan
ketempat pelayanan KTP elektronik;

0. Petugas ditempat pelayanan KTP elektronik, menerima
KTP elektronik dan melakukan verifikasi melalui
pemadanan jari penduduk 1:1;

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti
bahwa kebijakan program KTP-el di Kecamatan Putussibau
Utara secara tata pelaksanaanya telah memiliki petunjuk
pelaksanaan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak
implementor dan penduduk wajib KTP. Kondisi gedung atau
ruang Yyang sempit tidak mempengaruhi pelaksanaan
perekaman KTP-el meskipun semua kegiatan dilakukan dalam
satu ruangan.

c. Petunjuk teknis
Petunjuk teknis adalah tata pelaksanaan teknis pelaksanaan
program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara. Berdasarkan
wawancara dengan Camat Putussibau Utara (Drs. Hermanus
Susanto), bahwa :
“Pelaksanaan secara teknis yang diterapkan pada
pelaksanaan KTP-el (perekaman) sudah tertata dengan
sebagaimana mestinya karena untuk perekaman Pemerintah
Kecamatan Putussibau Utara telah menyediakan tempat
pelayanan perekaman di kantor kecamatan. Disamping itu
juga kami telah mempunyai 2 (dua) orang tenaga operator
KTP-el”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Berdasarkan  wawancara dapat diketahui bahwa

pelaksanaan perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara
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telah sesuai dengan petunjuk teknis, dimana jika seseorang
melakukan proses perekaman harus mencocokan biodata, foto,
perekaman tanda tangan, scan sidik jari, dan scan retina mata.

Setelah semua dicocokkan maka selanjutnya data dimasukkan

kedalam CHIP. Dalam hal ini Kecamatan tidak mencetak kartu
hanya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
berhak mencetak kartu KTP-el. Pihak kecamatan hanya mencetak

KTP manual saja.

Terkait teknis pelaksanaan perekaman KTP-el, tenaga
operator (Eti Safari Yani) di Kecamatan mengatakan :

“Warga wajib KTP dalam melakukan proses perekaman

KTP-el harus melalui berbagai tahapan sebelum melakukan

perekaman, yaitu mencocokkan data, melakukan verifikasi

data, apakah sesuai dengan data yang terekam dalam SIAK,
dan jika tidak ada masalah, kami langsung melakukan

proses perekaman”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Lebih jelasnya ada beberapa tahapan yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat dalam proses perekaman pembuatan KTP-el
yang terdiri atas 5 (lima) tahapan. Berikut 5 (lima) tahap dalam
pembuatan KTP-el, yaitu:

1. Pembacaan biodata; Warga datang berdasarkan waktu
yang telah ditentukan dengan membawa surat pengantar yang
telah diberikan oleh pihak RT/RW setempat;

2. Foto; Warga diharuskan melakukan foto diri terlebih dahulu.
Foto yang dilakukan sebaiknya memakai pakaian yang rapi,
karena foto e-KTP ini hanya dilakukan satu kali saja dan
tidak bisa diganti dalam jangka waktu 5 (lima tahun)

kecuali kartu tersebut rusak atau hilang sebelum waktu masa
perpanjangan;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



4353 paf

Sumber: Foto Pneliti

Gambar. 4.3: Warga melakukan foto diri

3. Perckaman tanda tangan; Warga diwajibkan melakukan tanda
tangan untuk kemudian direkam kedalam komputer dan
disimpan untuk identitas warga;

Sumber: Foto Peneliti

Gambar. 4.4: Warga melakukan Perekaman Tanda Tangan
4. Scan sidik jari; Scan sidik jari ini dilakukan dengan kelima

jari warga, jika warga mengalami kecacatan pada jari, maka
dapat dilakukan dengan jari yang ada saja;
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Sumber: Foto Peneliti

Gambar. 4.5: Warga melakukan Scan Sidik Jari

5. Iris Mata; Tahap ini dilakukan untuk menjamin keakuratan
dari warga tersebut karena scan jari tidak dapat menjamin
keakuratan e-KTP, bisa saja ketika dilakukan tahap scan jari,
warga tersebut memakai jari orang lain. Untuk itu dilakukan
scan retina karena retina mata tidak dapat digantikan oleh
orang lain.

Sumber: F ot Peneliti

Gambar. 4.6: Warga melakukan Iris Mata

Berdasarkan hasil wawancara dan kelima tahap dalam
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proses pembuatan KTP-el dapat diketahui bahwa pelaksanaan
proses perekaman pembuatan KTP-el harus dilakukan setiap warga
wajib KTP yang ingin membuat KTP-el. Kelima tahap tersebut
dilakukan untuk dimasukkan kedalam chip. Sedangkan chip
sebagai alat penyimpan data eletronik penduduk yang diperlukan
dan berfungsi untuk berbagai kebutuhan seperti ID Card, ATM
Card dan Access Card sebagai identitas tunggal seseorang.
Pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan yang
dikemukakan oleh liana (warga Masyarakat Kota Putussibau)
berikut ini:
“Saya datang ke Kantor Camat untuk melakukan
Perekaman, proses perekaman KTP-el berjalan lancar.
Setelah melalui berbagai proses pendaftaran serta verifikasi
data, petugas langsung memanggil untuk melakukan
perekaman. Sekitar lima belas menit mungkin waktu yang
diperlukan untuk proses perekaman, namun saya belum
bisa langsung mendapatkan kartu KTP-el. Dalam waktu 3
hari saya harus kembali kesini untuk melihat apakah kartu
saya sudah dicetak”. (wawancara, 09 Maret 2015)
Berdasarkan  wawancara dapat  diketahui  bahwa
pelaksanaan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara telah sesuai
dengan petunjuk teknis, dimana jika ada warga wajib KTP yang
akan melakukan perekaman harus melalui proses pendaftaran serta
verifikasi data, jika sesuai dengan yang terekam dalam SIAK, dan
jika tidak ada masalah, maka petugas akan langsung memanggil
untuk melakukan perekaman.

Ada beberapa cara Penerbitan KTP-el yang dilakukan,

namun peneliti hanya menampilkan beberapa cara saja yang
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peneliti anggap penting karena bersifat umum, berikut cara
penerbitan KTP-el sesuai dengan SOP:
1. Untuk penduduk yang belum terdaftar dalam database.

a) Pelayanan Pencatatan Biodata di Kecamatan tersambung
On-line dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota:

1) Penduduk melapor ke tempat pelayanan KTP-el
dengan membawa berkas (Formulir Permohonan dan
Formulir Biodata Penduduk yang telah ditandatangani
Penduduk dan Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi
dengan persyaratan fotocopy Akta Kelahiran atau
fotocopy Ijazah yang dimiliki, fotocopy Buku
Nikah/Akte perkawinan atau fotocopy Akta
Perceraian atau surat keterangan dari Kepala
Suku/Adat setempat tentang nama dan domisili)

2) Petugas pelayanan administrasi kependudukan
menerima berkas, memverifikasi, memvalidasi dan
mencatat  dalam buku harian, kemudian
menyampaikan kepada Operator.

3) Operator kecamatan menerima berkas dan merekam
hasil pengisian Formulir Biodata Penduduk
menggunakan aplikasi SIAK.

4) Operator kecamatan memastikan biodata penduduk
terkirim ke server Database Kependudukan
Kabupaten/Kota dan menyerahkan berkas kepada
Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

5) Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan
menerima dan mengirim berkas ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

Bagan 4.1:

Bagan alur Penerbitan KTP-el Penduduk belum perekaman secara

online (data penduduk belum ada)

b) Pelayanan Pencatatan Biodata di Kecamatan secara Off-

line

1

2)

3)
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Penduduk melapor ke tempat pelayanan KTP-el
dengan membawa berkas (Formulir Permohonan dan
formulir Biodata Penduduk yang telah ditandatangani
penduduk dan Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi
dengan persyaratan fotocopy Akta Kelahiran atau
fotocopy Ijazah yang dimiliki, fotocopy Buku
Nikah/Akte Perkawinan atau fotocopy Akta
Perceraian atau surat keterangan dari Kepala
Suku/Adat Setempat tentang nama dan domisili).
Petugas pelayanan administrasi kependudukan
kecamatan menerima  berkas, memverifikasi,
memvalidasi dan mencatat dalam buku harian,
kemudian mengirimkan berkas tersebut ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Petugas pelayanan di dinas menerima berkas,
memverifikasi, memvalidasi dan mencatat dalam
buku harian, kemudian menyampaikan kepada
Operator;
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4) Operator di tempat pelayanan Dinas Kependudukan
menerima berkas, merekam hasil pengisian Formulir
Biodata Penduduk menggunakan aplikasi SIAK dan
memastikan biodata penduduk terekam di database.

5) Operator mencetak Kartu Keluarga dan menyerahkan
kepada petugas pelayanan.

6) Operator melaporkan kepada Administrator Database
bahwa perekaman biodata penduduk telah terekam
agar melakukan backup database untuk dimasukkan
ke dalam server ABIS tempat pelayanan KTP-el.

7) Petugas pelayanan menerima dan menyerahkan Kartu
Keluarga kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
dan distempel, mengarsipkan berkas dan mengirim
Kartu Keluarga dan salinan permohonan ke
kecamatan.
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®q O 2@ ' | e
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an AL
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JGAS PELA Biodatz Penchd :
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| P2t.cas Peayanan
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TEMPAT PELAYANAN KTP-EL . DINAS DUKCAPIL
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

Bagan 4.2: Bagan alur Perekaman KTP-el penduduk belum perekaman
secara offline (data penduduk belum ada)

¢) Pelayanan Perekaman KTP-el secara On-line
1) Operator KTP-el membuka biodata penduduk,
membacakan kepada penduduk, selanjutnya merekam
pas photo, tandatangan, sidik jari tangan dan iris mata.
2) Operator memverifikasi data penduduk dengan
merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan
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kiri serta meminta penduduk menandatangani
pernyataan kebenaran data secara elektronik.

3) Operator memvalidasi hasil perekaman dengan
merekam sidik jari tangannya dan menyerahkan
berkas kepada Petugas pelayanan administrasi
kependudukan.

4) Operator memastikan data hasil perekaman KTP-el
tersimpan dalam server ABIS di tempat pelayanan dan
terkirim ke Pusat Data Kementerian Dalam Negeri
dan memberitahukan kepada petugas pelayanan
administrasi kependudukan bahwa perekaman KTP-el
pada penduduk yang bersangkutan telah selesai;

2. Penerbitan KTP-el untuk penduduk yang sudah terdafiar dalam
database (penduduk blm melakukan perekaman)
a. Pelayanan Perekaman KTP elektronik secara On-line

1) Penduduk melapor kepada petugas pelayanan
administrasi kependudukan di tempat pelayanan KTP-
el, dengan mengisi formulir permohonan dan
membawa persyaratan berupa fotocopy Kartu
Keluarga atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk non
elektronik dan/atau NIK.

2) Petugas pelayanan administrasi kependudukan
menerima berkas, memverifikasi, memvalidasi dan
mencatat  dalam buku harian, kemudian
menyampaikan kepada Operator KTP-el (Jika ada
perubahan elemen data supaya mengikuti Pedoman
Teknis Perubahan Biodata);

3) Operator KTP-el menerima berkas, kemudian
membuka biodata penduduk, membacakan kepada
penduduk, selanjutnya merekam pas photo,
tandatangan, sidik jari tangan dan iris mata.

4) Operator memverifikasi data penduduk dengan
merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan
kiri penduduk  serta  meminta  penduduk
menandatangani pernyataan kebenaran data secara
elektronik.

5) Operator memvalidasi hasil perekaman dengan
merekam sidik jari tangannya dan menyerahkan
berkas kepada Petugas Pelayanan Administrasi
Kependudukan.

6) Operator memastikan data hasil perekaman KTP-el
tersimpan dalam server ABIS di tempat pelayanan dan
terkirim ke Pusat Data Kementerian Dalam Negeri.

7) Petugas pelayanan administrasi kependudukan
mengarsipkan berkas dan memberikan Salinan
Formulir Permohonan kepada Penduduk sebagai bukti
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perekaman kepada penduduk dan untuk pengambilan

KTP-el.
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

Bagan 4.3:  Bagan alur perekaman KTP-el penduduk belum perekaman secara
online (data penduduk sudah ada

b. Pelayanan Perekaman KTP elektronik secara Off-line

1) Penduduk melapor kepada petugas pelayanan
administrasi kependudukan di tempat pelayanan KTP-
el, dengan mengisi formulir permohonan dan
membawa persyaratan berupa fotocopy Kartu
Keluarga atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk non
elektronik dan/atau NIK;

2) Petugas pelayanan administrasi kependudukan
menerima berkas, memverifikasi, memvalidasi dan
mencatat dalam buku harian, kemudian
menyampaikan kepada Operator KTP-el (Jika ada
perubahan elemen data supaya mengikuti Pedoman
Teknis Perubahan Biodata).

3) Operator KTP-el menerima berkas, kemudian
membuka biodata penduduk, membacakan kepada
penduduk, selanjumya merekam pas photo,
tandatangan, sidik jari tangan dan iris mata.

4) Operator memverifikasi data penduduk dengan
merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan
kiri serta meminta penduduk menandatangani
pernyataan kebenaran data secara elektronik.
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5) Operator memvalidasi hasil perekaman dengan
merekam sidik jari tangannya dan memastikan biodata
penduduk tersimpan kemudian menyerahkan berkas
kepada Petugas Pelayanan Administrasi
Kependudukan.

6) Operator melakukan back up data hasil perekaman
dan mengirim melalui Server ABIS yang tersambung
dengan Pusat Data Kementerian Dalam Negeri di
Kecamatan terdekat atau Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

7) Petugas pelayanan administrasi kependudukan
mengarsipkan berkas dan memberikan Salinan
Formulir Permohonan kepada Penduduk sebagai bukti
sudah melakukan perekaman dan untuk pengambilan
KTP-el.

PENDUDUK PENDUDUK OPERATOR KTP- El.

v Mengisi Formrulir Menyerahkan berkas ke

<7 Menerima berkas Menerima berkas dari
; nan F!etu?as Pelayanan 7 Memverifikasi & Petugas Felayanan
v Membawa fotckopi Adminduk: validast " Admindub
KK, fctokopi KTP non v Formdir Permohonan v tat adsala
elektronik atau NK v Fotokopi KK, Fotokopd hf ”'ancf m bk
KTP ron elektronik « Jia ad bahan da i
atau '\n( 1Ka ada >aruwzhan 1, mengul T
oP h,
UGAS SOP jerubahan data
PELAYANAN ADMINISTRAS!
KEPENDUDUKAN OPERATOR  KTP-EL

o®

ddemid 45id

v men:
v Mergarsiphkan m:ur &;;umﬁn + Operator meTverifikasi data v Operator membuka dan
berkas Ki kanan membacakan data penduduk
¥ Operator membackLp data t=hmjuk jari kiri dan . tor mevekarr: Pas
¥ Mermberikan bukti perekamar untuk dikiimkan  penduduk Pho""’t'a > tancan. sicik jars
perekamar kepada ke Pusat Data melalui Server v Fenduduk menandatangani d oto, ngan, d(c - Jar
penduduk AFIS di Kec/ Dinas vang pemyatasn kebenaran Jata ar. irfs mata pendud
ontine secara elektronik
¥ Operstor menyerankan
berkas kepada petugas

pelayanan adrirduk.

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

Bagan 4.4:  Bagan alur pelayanan KTP-el menggunakan perangkat statis yang
offline (data penduduk sudah ada)

c. Pelayanan Perekaman KTP elektronik menggunakan
perangkat Mobile (keliling)

1) Operator KTP-el mempersiapkan perangkat KTP-el
mobile dan perlengkapannya serta menyediakan
Formulir Permohonan.

2) Penduduk mengisi Formulir Permohonan dan
membawa Kartu Keluarga dan/atau Nomor Induk
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Kependudukan Nasional dan/atau Kartu Tanda
Penduduk.

3) Operator KTP-el menerima Formulir Permohonan dan
Kartu Keluarga dan/atau Nomor Induk Kependudukan
Nasional dan/atau Kartu Tanda  Penduduk,
memverifikasi, memvalidasi dan mencatat dalam
buku harian (Jika ada perubahan elemen data supaya
mengikuti Pedoman Teknis Perubahan Biodata);

4) Operator melakukan perekaman dengan membuka
biodata penduduk, membacakan kepada penduduk
selanjutnya merekam pas photo, tandatangan, sidik
jari tangan, iris mata.

5) Operator memverifikasi data penduduk dengan
merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan
kiri serta meminta penduduk menandatangani
pernyataan kebenaran data secara elektronik.

6) Operator memvalidasi hasil perekaman dengan
merekam sidik jari tangannya dan memastikan biodata
penduduk tersimpan.

7) Operator mengembalikan Kartu Keluarga dan/atau
Nomor Induk Kependudukan Nasional dan/atau Kartu
Tanda Penduduk dan memberikan Salinan Formulir
Permohonan kepada Penduduk sebagai bukti sudah
melakukan perekaman dan untuk pengambilan KTP-
el.

8) Operator mengarsipkan Formulir Permohonan.

9) Operator melakukan back up data hasil perekaman
dan mengirim melalui Server ABIS yang tersambung
dengan Pusat Data Kementerian Dalam Negeri di
Kecamatan terdekat atau Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
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PENDUDUK OPERATOR MOBILE OPERATOR MOBILE

A i »id

¥ Mergisi Formulir Menyerahkan berkas: v Menerima berkas
Permohonan v Formulir Permohonan v Memverifikasi & “
v Membawa fotokcpi v Fotckopi KK, Fotokopi Memvalidasi '
KK, fotckopiKTP non KTP non slektrerik v Mencatat datam buku w
elektrerik atau NK atau NK haria'\
.ika aja perubatan data, mengukuti Operato: membuka dan
SOF perubahan data meambacakan data penduduk
v Operator merekam Pas
Ptoto,tanda tangan, sidik jari
OPERATOR MOBILE OPERATOR MOBILE OPERATOR MOBRE dan irts mata penduduk

A

a 2@ 8 a 29
| 4 =
/ Operator membackup v Operator memvalidasi

data perekaman untuk hasil perskaman dengan v Ope-ator memverifikasi data

dikirimkan ke Pusat Data  sidik jari telm;ul;gari kiri dan kanan
melalui Server AB'S di v Mengarsipkan berkas
Kec/Dinas yarg online v Memberikan bukti ¥ Ferduduk menardatangani

perryataan kebenaran data
perekarrl:n kepada ecora ) «

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

Bagan 4.5: Bagan alur pelayanan perekaman KTP-el menggunakan perangkat
mobile-keliling (data penduduk sudah ada)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan
pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan sipil bahwa pihak Kecamatan Putussibau Utara
terutama operator telah melakukan proses perekaman seperti
petunjuk di atas sehingga perekaman KTP-el dapat berjalan dengan
baik. Sebagai catatan, pelaksanaan perekaman yang dilakukan di
Kantor Camat Putussibau Utara, bukan yang dilaksanakan pada
saat keliling atau turun kedesa-desa. Peneliti tidak mengamati
tugas operator dilapangan atau pada saat keliling kerena pada saat
peneliti mengambil data tidak dilakukan perekaman KTP-el secara

keliling.
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3. Pelaksanaan

Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat dilaksanakan,
jika tidak dapat diterapkan hanya akan menjadi tumpukan dokumen.
Dengan melaksanakan kebijakan akan dapat diketahui apakah
lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan
tersebut. Maksud “pelaksanaan” dalam penelitian ini, apakah
peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis
telah berjalan sesuai ketentuan.

Untuk dapat melihat hasil ini harus pula dilengkapi dengan
adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan
dalam melaksanakan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara.
a. Prosedur kerja

Petugas pelaksana KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara,
mempunyai tugas pokok masing-masing. Tugas-tugas pokok
tersebut telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui Prosedur
Standar Operasi (SOP) Penerapan KTP-el, dimana tujuan SOP
tersebut untuk menjabarkan secara teknis dari peraturan Penerapan
KTP-el yang sudah ada, guna memberikan acuan kerja bagi
Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, para anggota Pokja dan para
petugas pelaksana pelayanan di tempat-tempat pelayanan KTP-el
dalam rangka mensukseskan pelaksanaan penerapan KTP-el dan

hal ini juga dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam
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pelaksanaan.

Kenyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang
peneliti lakukan pada Kepala Bidang Administrasi Kependudukan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

Hulu (H. Khairil Anwar) berikut pernyataannya bahwa:

“Tanggung jawab masing-masing instansi dan petugas
pelaksana telah diatur secara jelas waktu kami mengikuti
rakornas di jakarta dan sosialisasi dari pemerintah pusat
dan propinsi berdasarkan Standard Operating Prosedures
(SOPs)”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Camat Putussibau

Utara (Drs. Hermanus Susanto) yang menyatakan bahwa:

“Berdasarkan Standard Operating Prosedures (SOPs),
Kami selaku pemerintah Kecamatan Putussibau utara
memiliki wewenang dalam pelaksanaan KTP-el ini, yaitu
memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mendata
masyarakat yang wajib KTP-el dan perekaman identitas
untuk pembuatan KTPel, serta melaporkan hasil
perekaman kepada Dinas Kabupaten Kapuas Hulu”.
(wawancara, 09 Maret 2015)

Operator KTP-el Kecamatan Putussibau Utara (Eti Safari

yani) juga mengatakan bahwa:

“Kami telah melaksanakan proses pelayanan perekaman

data penduduk sampai pada proses pelayanan pengambilan

KTP-el. Walaupun banyak kesalahan dalam pekerjaan

tetapi kami tetap berusaha melayani penduduk dengan

tersenyum”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa
prosedur kerja telah dilaksanakan sebagaimana mestinya di mana

masing-masing-masing pelaksana baik pemerintah Kabupaten

maupun pemerintah Kecamatan dan pegawai operator yang
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melaksanakan KTP-el sudah paham tupoksi dan berusaha
melaksanakan tupoksi tersebut. walaupun tenaga operator yang
professional dan memiliki keahlian dibidang perekaman masih

kurang.

b. Program kerja

Implementasi kebijakan KTP-el berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP
berbasis Nomor Induk Kependudukan ini merupakan kebijakan
yang buat oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Bentuk
implementasi kebijakan Kemendagri tentang kebijakan KTP-el
adalah dengan melakukan pelaksanaan program KTP-el secara
elektronik yang sebelumnya adalah KTP manual. Kebijakan
tersebut dibuat agar tidak terjadi lagi hal negatif seperti KTP ganda
dan dokumen kependudukan ganda atau palsu serta tidak tertibnya

administrasi.

Program kerja adalah agenda kegiatan organisasi yang
dibuat untuk jangka waktu tertentu yang sudah disepakati oleh
pengurus organisasi dibuat dengan sistematis, terpadu dan terarah
karena menjadi pegangan anggota atau unit-unit untuk
mewujudkan tujuan organisasi.

Sekretaris Kecamatan Putussibau Utara (Lusianus Uve)
mengatakan bahwa:

“Program kerja di Kecamatan Putussibau Utara telah
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sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013

tentang perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor

26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor

Induk Kependudukan. Pada tahun 2012 dengan melakukan

sosialisasi kedesa-desa dan kelurahan, Pendataan dan

Penyerahan Surat Panggilan serta melakukan perekaman.

Sedangkan pada tahun 2015 ini kita tetap melaksanakan

perekaman pada penduduk yang memerlukan KTP-el

dengan syarat telah berumur 17 tahun ke atas”. (wawancara,

09 Maret 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa program
kerja pemerintah Kecamatan telah sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas
Peraturan presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP
berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Implementasi  kebijakan KTP-el bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat telah menetapkan program
KTP-el yang harus diikuti dan dilaksanakan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya. Terkait program tersebut,
Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H.

Khairil Anwar) menuturkan :

“Proses implementasi program KTP-el yang kami lakukan
pertama-tama yaitu sosialisasi yang dilaksanakan di
Kabupaten dan Kecamatan, setelah Kecamatan nanti akan
diterukan kedesa-desa, kelurahan, RW dan RT. Setelah
sosialisasi dilakukan selanjutnya pendataan dan penyerahan
surat panggilan dan yang terakhir perekaman”. (wawancara,
16 Maret 2015)

Persiapan pelaksanaan Kebijakan program KTP-el di
Kecamatan Putussibau Utara dengan menyediakan tempat

pelayanan bagi penduduk yang ingin memperoleh KTP-el. Lebih
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lengkapnya lagi dijelaskan oleh Camat Putussibau Utara (Drs.

Hermanus Susanto), bahwa:

“Pertama kita menyediakan tempat pelayanan, kemudian
setelah mendapatkan sosialisasi dari Kabupaten kita
meneruskan kemasyarakat dengan mengundang para kepala
desa/kelurahan. Setelah sosialisasi dilakukan selanjutnya
Pendataan dan penyerahan Surat Panggilan untuk
melakukan perekaman”. (wawancara, 09 Maret 2015)
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan
Kebijakan KTP-el meliputi beberapa tahapan dalam implementasi
proses perekaman KTP-el seperti: Sosialisasi, Pendataan dan
Penyerahan Surat Panggilan, serta perekaman. Berikut gambaran

proses implemetasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau

Utara Kabupaten Kapuas Hulu

1. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan agar dapat memberikan informasi
tentang kebijakan KTP-el, seperti tujuan dibuatnya KTP-el,
proses pembuatan KTP-el, dan kegunaan dari KTP-el
tersebut, agar pemerintah Kecamatan Putussibau Utara
sebagai pelaksana dapat melaksanakan program KTP-el
sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan masyarakat
sebagai sasaran dari kebijakan KTP-el dapat mengetahui
dengan jelas dari manfaat atau fungsi penggunaan KTP-el
tersebut.

Terkait pelaksanaan sosialisasi, Kepala Bidang

Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
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Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar)
mengatakan bahwa:
“Sosialisasi ini terjadi di tahun 2012 lalu, sekarang
sudah beberapa tahun kita tidak melaksanakan
sosialisasi karena masyarakat kita anggap sudah
mengetahuinya. Proses awal sosialisasi dilaksanakan di
Kabupaten dengan mengundang beberapa SKPD,
DPRD, Polres, Kodim dan semua Camat dari 23
Kecamatan serta Bupati Kapuas Hulu. Sebagai langkah
awal menyebarkan informasi, kemudian Camat
meneruskan kepada kepala Kelurahan dan Kepala
Desa”. (wawancara, 16 Maret 2015)
Adapun Tujuan dari sosialisasi ini adalah :
a) Memantapkan persiapan pelaksanaan penerapan KTP-el
tahun 2012 di Kabupaten Kapuas Hulu;
b) Menciptakan persamaan persepsi dalam rangka
mensukseskan program nasional penerapan KTP-el; dan
¢) Menyatukan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab Tim Teknis
Selanjutnya pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui
tingkat Kecamatan. Pada tingkat Kecamatan ini, Tim Pokja
Kecamatan melaksanakan sosialisasi ditingkat Kecamatan /
Desa / Kelurahan / RW / RT dalam wilayah Kecamatan
Putussibau Utara. Sebagaimana yang dituturkan oleh Camat
Putussibau Utara (Drs. Hermanus Susanto):
“Setelah mengikuti sosialisasi dari pihak Kabupaten,
Kecamatan diberi kewenangan untuk melakukan
sosialisasi sampai pada tingkat Dusun dengan
mengundang para Kepala Kelurahan dan Kepala Desa
di wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Pada saat itu,

kami juga menghimbau kepada para Kepala Kelurahan
dan para Kepala Desa untuk menyampaikan informasi
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kepada seluruh warganya”. (wawancara, 09 Maret
2015)

Di samping menyampaikan lewat sosialisasi maksud
dan tujuan kebijakan pemerintah terhadap KTP-el dilakukan
pula melalui sarana-sarana komunikasi yang dipandang dapat
sampai langsung kepada masyarakat, seperti: menggunakan
tatap muka, melalui Siaran Radio Daerah, Di Kabupaten
Kapuas Hulu siaran Radio yang dikenal dengan Nama Radio
Sidak Kapuas Hulu (RASIKA), Spanduk dan Baliho serta
media cetak pada tempat tertentu yang dianggap strategis.

Berbagai kendala ditemukan dalam sosialisasi
kebijakan KTP-el, seperti pada saat sosialisasi masyarakat
yang hadir sangat sedikit, dan kadang-kadang yang hadir
hanya kaum perempuan atau ibu-ibu sedangkan bapak-
bapaknya atau laki-laki kebanyakan kehutan. Hal ini
menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman yang diterima
oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak
mengikuti kegiatan sosialisasi.

Menurut masyarakat, bahwa alasan yang dikemukakan
mereka pada umumnya karena adanya kesibukan dan
ketidakberadaan mereka ditempat pada saat pelaksanaan
sosialisasi. Bapak Frans (Kepala Dusun di Desa Seluan)
mengatakan:

“Mereka tidak berada di tempat dan sibuk pada

pekerjaan masing-masing, padahal pemberitahuan
sudah disampaikan sebelumya. Namun mereka juga
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harus pergi noreh, keladang terkecuali dilakukan pada
hari minggu, karena kalau hari minggu biasanya tidak
pergi kemana-mana hanya ke Gereja”. (wawancara, 24
Maret 2015)
Sedangkan menurut Ibu Liana (masyarakat Putussibau
Kota) mengatakan bahwa:
Dulu permah ada petugas dari kelurahan Putussibau
Kota mendata penduduk langsung kerumah-rumah. Di
situ beliau menjelaskan bahwa penduduk yang sudah
berumur 17 tahun dan yang telah mempunyai KTP
lama harus diganti dan rekam ulang untuk
mendapatkan KTP-el yang baru. Namun saya tidak
langsung melakukan menganti KTP saya. Karena saya
pikir tidak digunakan dalam waktu dekat dan KTP
lama saya masih berlaku”. (wawancara, 24 Maret 2015)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa
untuk masyarakat Kelurahan Putussibau Kota mendapatkan
sosialisasi hanya waktu pendataan penduduk dan kelurahan
langsung membagikan undangan perekaman. Sosialisasi yang
dilakukan pada masyarakat Kota Putussibau tentunya tidak
efektif karena hanya dijelaskan secara singkat tanpa
menjelaskan manfaat KTP-el tersebut. Disamping
menyampaikan sosialisasi yang belum tepat juga masyarakat
kota masih mengampangkan pembuatan KTP-el karena
jumlah penduduk terbanyak yang belum melakukan
perekaman adalah warga kelurahan Putussibau Kota yaitu
sebanyak 1.361 orang. Hal ini menunjukan betapa masyakat
belum sadar betapa pentingnya KTP-el.

Sementara pada wilayah Desa yang jauh di perhuluan

sungai dan masih terpencil dengan sarana transportasi
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menggunakan perahu, hanya menitipkan pesan kepada

beberapa warga yang datang untuk berbelanja kekota atau

desa terdekat. Bahkan di Dusun Landau Ipoh Desa Nanga

Awin, berada jauh dari pusat desa dengan jalur transportasi air

dan bisa menggunakan jalan setapak dengan berjalan kaki

dapat ditempuh kurang lebih selama 5 jam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa
penyampaian informasi kebijakan KTP-el melalui sosialisasi
kepada masyarakat belum sepenuhnya maksimal karena:

1) Kondisi geografis Kecamatan Putussibau Utara yang
sangat luas dan terdiri dari 19 kelurahan/desa. sehingga
informasi yang diterima warga tentang pelaksanaan KTP
elektronik masih kurang dan tidak begitu jelas, tentunya
keadaan ini dapat menghambat proses implementasi
kebijakan KTP-el.

2) Tim Pokja Kecamatan belum maksimal dalam melakukan
sosialisasi kepada warga terutama warga kelurahan
putussibau kota karena masih banyak warga yang belum
memahami manfaat KTP-el.

3) Kurangnya kesadaran masyarakat, karena mereka
menganggap KTP lama masih dapat dipergunakan.

2. Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan
Tahap selanjutnya pendataan jumlah wajib KTP dan

penyerahan surat panggilan untuk melakukan perekaman.
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Pendataan ini dilakukan oleh pegawai Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan dibantu
Pegawai Kecamatan yang turun langsung ke setiap
Kecamatan untuk mendata penduduk wajib KTP. Setelah
mendapatkan data penduduk wajib KTP kemudian Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
Hulu membuat dan menyerahkan daftar nama penduduk WNI
wajib KTP kepada Camat.

Kemudian Camat menandatangani surat panggilan
penduduk berdasarkan daftar penduduk wajib KTP yang
diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan diserahkan kepada setiap kepala desa/lurah untuk
menyampaikan kepada Ketua RT/RW. Ketua RT/RW akan
menyerahkan surat panggilan ke setiap penduduk wajib KTP
di Kecamatan Putussibau Utara. Penduduk yang telah
menerima surat panggilan diwajibkan mendatangi tempat
pelayanan perekaman KTP-el yang berada di kecamatan
setempat dengan membawa surat panggilan dan KTP lama
bagi yang sudah memiliki KTP. Pendataan ini dilakukan agar
seluruh penduduk yang telah wajib KTP dapat melakukan
perekaman KTP-el dengan serempak dan tidak ada lagi warga
yang tidak memiliki KTP.

Terkait pendataan yang dilakukan, Camat Putussibau

Utara (Drs. Hermanus Susanto) mengemukakan :
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“Pendataan dilakukan mulai dari RT, Dusun, Desa dan
Kecamatan, kemudian datanya disampaikan kepada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kapuas Hulu. Sementara untuk surat panggilan kita
serahkan secara langsung kepada masing-masing
Kepada Kelurahan dan Kepala Desa untuk disampaikan
secara langsung kepada warganya sesuai dengan data
yang telah diberikan Dukcapil”. (wawancara, 09 Maret
2015)

Pendapat Camat Putussibau Utara juga dibenarkan
oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Putussibau
Utara (Lusianus Uve) bahwa:

“Pendataan dilakukan secara bertahap, muiai dari RT,
Dusun, dan Desa. Sedangkan untuk dusun yang jauh
dititipkan kepada Kepala Desa, masalah sampai atau
tidaknya kepala desa yang tahu. Kalau melihat dari
hasil perekaman surat pemanggilan tersebut sampai
kependuduk, karena penduduk dari setiap dusun atau
desa sebagian telah melakukan perekaman”.
(wawancara, 09 Maret 2015)

Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
Hulu (H. Khairil Anwar) membenarkan bahwa:

“Ya kami menerima data yang di sampaikan pihak
kecamatan setelah mereka melakukan pendataan wajib
KTP-el. Kemudian dinas membuat dan menyerahkan
daftar nama penduduk wajib KTP-el kepada Camat
untuk ditandatangani dan diserahkan kembali kepada
perangkat desa untuk diteruskan kepada masyarakat
agar melakukan perekaman ditempat pelayanan
perekaman dengan membawa surat panggilan dan KTP
lama bagi yang sudah membuat, tinggal kesadaran
masyarakat saja mau atau tidak melakukan
perekaman”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Dalam hal pendataan dan penyerahan surat panggilan
untuk melakukan perekaman dalam pelaksanaan kebijakan

program KTP -el di Kecamatan Putussibau Utara tidak
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ditemukan kendala sehingga surat panggilan sampai pada
wajib KTP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini
telah sejalan dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh
Kemendagri yaitu pendataan dan penyerahan surat panggilan

yang dilakukan oleh Kecamatan.

3. Perekaman

Pada tahap perekaman, warga yang telah wajib KTP
datang dengan membawa surat panggilan yang telah di
berikan oleh RT/RW setempat dan KTP lama. Kemudian
warga mendaftar dan memperlihatkan surat panggilan dan
KTP lama tersebut kepada operator. Pegawai operator akan
mencocokkan dan mencatat serta memberikan nomor
panggilan agar warga dapat menunggu panggilan dengan
tertib.

Pegawai operator kemudian melakukan verifikasi data
warga yang ada pada database, melakukan perekaman seluruh
sidik jari tangan warga, mulai dari tangan kanan kemudian
tangan kiri. Selanjutnya perekaman tanda tangan warga dan
melakukan pengambilan perekaman pas photo serta
perekaman retina mata warga agar identitas lebih akurat. Jika
tahap perekaman telah selesai di lakukan pegawai operator
membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan

yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa warga tersebut telah
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melakukan perekaman dan sebagai bukti pengambilan KTP-
el.

Kemudian warga yang telah melakukan perekaman
pulang ke rumah masing-masing dan setelah 3 bulan
kemudian warga mengecek apakah KTP-el tersebut telah
diterbitkan dan dapat diterima warga wajib KTP-el. Namun,
pada tahun 2015 setelah 3 hari saja masyarakat sudah dapat
memperoleh KTP-el.

Pegawai operator akan melakukan penyimpanan data
dan biodata warga ke dalam database di tempat pelayanan
KTP-el. Data yang disimpan dalam database akan dikirim
melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Finger
print Identification Sistem di data center Kemendagri. Data
tersebut disimpan dan dilakukan proses identifikasi
ketunggalan jati diri warga.

Pemerintah pusat menjadwalkan perekaman mulai dari
bulan maret 2012 dan harus selesai paling lambat akhir
September 2012. Sedangkan di Kabupaten Kapuas Hulu
proses perekaman dapat dilaksanakan akhir bulan juli tahun
2012. Ini berarti pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu hanya
dapat melaksanakan selama 2 bulan saja, dikarenakan
terlambatnya kedatangan alat perekaman KTP-el. Dengan
waktu yang begitu singkat sangat tidak efektif bagi

pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terutama Kecamatan
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Putussibau Utara dengan jumlah penduduk terbanyak dari 23
Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Penuturan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa:

“Kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu menerima peralatan
perekaman pada akhir bulan juli dan langsung kita
bagikan ke setiap kecamatan, bahkan tanpa mengecek
peralatan apakah ada yang rusak atau tidak hal ini kita
lakukan karena sudah terburu waktu, agar Kecamatan
dapat melaksanakan perekaman secepatnya, karena
waktu kita sudah terlambat. Namun kita tetap
memberitahukan ke pusat tentang keterlambatan
kedatangan peralatan, dan dari pusat memberikan batas
waktu menjadi bulan Desember”. (wawancara, 16
Maret 2015)

Terlambatnya kedatangan alat perekam KTP-el di
Kecamatan Putussibau Utara juga diakui oleh Camat
Putussibau Utara (Drs. Hermanus Susanto), berikut
penuturannya:

“.....ya Peralatan kita terima pada akhir bulan juli yaitu
2 set alat perekam, dan kita baru mulai melakukan
perekaman pada tanggal 26 juli 2012, sehingga batas
waktu yang ditentukan untuk perekaman sisa 2 bulan
namun ada pemberitahuan dari pihak dukcapil kalau
diperpanjang batas waktunya menjadi bulan
Desember”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Operator KTP-el Kecamatan Putussibau Utara (Eti
Safari yani) juga menegaskan bahwa:

“Kami mulai bekerja melakukan perekaman KTP-el

pada tanggal 26 Juli tahun 2012. Banyak warga yang

datang untuk melakukan perekaman dari warga

disekitar Kantor Camat Putussibau Utara dan desa-desa
terdekat”. (wawancara, 09 Maret 2015)
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Perekaman yang dilakukan di Kantor Kecamatan bagi
warga desa/kelurahanya yang berdekatan dengan ibukota
Kecamatan tidak mengalami kendala yang berarti karena
dapat mendatangi langsung tempat perekaman, namun bagi
warga desa yang sangat jauh tentunya akan mengalami
kesulitan untuk melakukan perekaman.

Untuk mengatasi masalah batas waktu yang ditentukan
oleh pemerintah pusat, Camat Putussibau Utara (Drs.
Hermanus Susanto) mengatakan bahwa:

“Kecamatan Putussibau Utara mengejar target dengan

menggunakan 2 (Dua) cara, yaitu perekaman di Kantor

Kecamatan dan dengan cara “jemput bola” yang

dibantu oleh Dinas dengan turun langsung ke desa

dengan membawa perlengkapan perekaman walaupun
pun cuma sekali dilakukan di desa Datah Dian. Karena
yang turun kelapangan adalah pihak Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja. Kita baru

sekali saja dilibatkan”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Hal ini juga diperkuat oleh penuturan Kepala Bidang
Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar):

“Ya kita membantu setiap kecamatan untuk melakukan

perekaman ke desa-desa dengan membawa alat

perlengkapan perekaman agar dapat merekam desa-
desa yang jauh letaknya dan kita juga membiayai para
operator KTP-el dengan memberikan Surat Tugas”.

(wawancara, 16 Maret 2015)

Operator KTP-el Kecamatan Putussibau Utara (Eti
Safari yani) mengatakan bahwa :

“Benar, kita turun kelapangan baru satu kali bersama
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan
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membawa alat mobile enrolment (perlengkapan

perekaman), biayanya dari Dinas yang nanggung,

itupun cuma 1 malam saja kami berada didesa

tersebut”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Pelayanan KTP-el keliling untuk mempermudah
warga yang tinggal di desa-desa supaya mereka tidak perlu
mengeluarkan biaya besar untuk datang ke Kecamatan. Hal
senada juga disampaikan Kepala Bidang Administrasi
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa:

“Di Tahun 2015 ini juga kita turun kelapangan lagi

untuk melakukan perekaman kepada penduduk yang

belum melakukan perekaman dan merekam ulang
kepada penduduk wajib KTP-el. Karena ada beberapa
kecamatan yang sudah melakukan perekaman namun

belum menerima KTP-el.” (wawancara, 16 Maret 2015)

Diperkuat lagi oleh operator (Eti Safari Yani) bahwa:

“Kami sudah diberitahukan bahwa kami akan terjun lagi

kelapangan untuk melakukan proses perckaman kepada

penduduk yang belum melakukan perekaman maupun
rekam ulang kembali kepada penduduk yang belum

menerima KTP-el”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Berdasarkan informasi dari informan bahwa Proses
perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara dimulai
pada tanggal 26 Juli 2012. Peralatan yang disediakan
Pemerintah Pusat dan diserahkan melalui  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
berupa 2 set alat perekam. Dalam melakukan perekaman,
Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara menggunakan dua

cara yaitu (1) melakukan perekaman di Kantor Kecamatan
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bagi warga yang langsung mendatangi dan (2) dengan cara
turun langsung atau “jemput bola” bagi desa yang terjauh dari
ibukota kecamatan dengan dibantu oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dengan membawa alat perekam. Namun
yang paling banyak terjun langsung ke desa-desa adalah pihak
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
Hulu.

Berikut ini gambaran program kerja proses implementasi

kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten

Kapuas Hulu :
. | Pendataan dan Penyerahan { )
Sosialisai f—y Perekaman
- Surat Panggilan j i
I lL
Tingkat Kabupaten\ Dilaksanakan oleh: Wajib KTP-el
dengan mengundang: Dinas  Kependudukan membawa:  surat
Bupati Kapuas Hulu, dan pencatatan Sipil Panggilan
SKPP, DPRD, Polres, Kabupaten I.(apuas Hulu penduduk dan KTP
Kodim, dan Camat (23 dan pegawai Kecamatan lama
Camat) /
JL Kepala Disdukcapil menyerahkan
daftar nama penduduk wajib KTP- ]
Camat meneruskan Kepada: el  kepada Camat untuk Tempat  perekaman:
Kepala Kelurahan dan ditandatangani Kantor Camat.
Kepala Desa ﬂ
Camat menyerahkan Kepada:
Kepala  Kelurahan  dan
Kepala Desa
( Masyarakat ] P U

[ RT dan RW j
I
[ Penduduk j

Gambar 4.7:  Program kerja Kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau
Utara Kabupaten Kapuas Hulu
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Pada awal pelaksanaan perekaman untuk menyesuaikan
dengan jumlah wajib KTP yang terdaftar, pelaksanaan perekaman
KTP Elektronik juga dilakukan pada hari Sabtu, dan bahkan
lembur sampai malam hari, tidak memadainya peralatan
perekaman KTP Elektronik juga dirasakan oleh petugas operator.
Berikut penuturan petugas operator (Eti Safari Yani) :

“Terkadang kami tidak mampu melayani, karena banyak

warga yang datang, sampai istirahat sejenak saja susah.

Sehingga banyak warga yang sudah datang terpaksa pulang

kerumahnya. Untuk menyesuaikan dengan jadwal,

terkadang hari Sabtu juga dilakukan perekaman, bahkan
sampai malam hari. Itu terjadi tahun 2012 namun sekarang
tahun 2015 sudah mulai agak sepi. Karena lebih dari

separuh telah melakukan perekaman”. (wawancara, 09

Maret 2015)

Masyarakat yang sudah datang kadang enggan untuk
datang kembali karena masalah transport sangat susah. Di
Kecamatan putussibau transportasi umum sangat sedikit, itupun
kadang-kadang saja. Apalagi untuk desa-desa yang tidak berada
pada jalan negara tidak ada transport untuk menuju ibu kota
Kecamatan. Hal ini tentunya menyebabkan terganggunya proses
implementasi kebijakan KTP-el.

Kurangnya komunikasi antara SKPD terutama Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Banyak
daerah yang terjadi pemekaran sehingga pada saat proses
perekaman mencocokkan biodata penduduk dengan data SIAK
(Sistem Administrasi Kependudukan) terjadi kesalahan pada

alamat. Berikut penuturan Kepala Bidang Administrasi
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Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa:

“Banyak terjadi kesalahan alamat penduduk pada KTP-el.
Pada waktu mencocokkan data penduduk dengan data
SIAK alamatnya berbeda karena pada tahun 2010 terjadi
pemekaran desa. Sesuai dengan perda no.7 tahun 2010.
Kecamatan Putussibau Utara mengalami pemekaran 5 desa
dan 7 dusun baru di tambah lagi data yang digunakan pada
data SIAK adalah data pada tahun 2009. Anehnya lagi data
setiap SKPD hampir tidak sama, di KPU Daftar Pemilih
Tetap (DPT) berbeda dengan Data SIAK yang ada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
Hulu. ya kita juga binggung mau menyalahkan siapa”.
(wawancara, 16 Maret 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan pengamatan

peneliti terdapat beberapa masalah dalam program kerja yaitu:

1. Masalah transportasi, tidak semua masyarakat memiliki
transportasi pribadi untuk pergi menuju tempat pelayanan,
sedangkan transportasi umum sulit ditemui dan mahal
biayanya.

2. Kurangnya Komunikasi dan koordinasi antara Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masalah
pemekaran desa. Karena Kecamatan Putussibau Utara
mengalami pemekaran 5 desa dan 7 dusun baru sesuai dengan

perda no.7 tahun 2010 sehingga data penduduk yang terdapat

di SIAK berbeda.

c. Jadwal kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara maka pelaksanaan KTP-el
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(perekaman) di Kecamatan Putussibau Utara sudah sesuai dengan
jadwal kegiatan yang diprogram/dibuat agar pelaksanaan
pelayanan perekaman KTP-el berjalan lancar, dimana Kantor
Kecamatan Putussibau Utara melaksanakan pelayanan tersebut
pada saat jam kerja kantor, namun tidak menutup kemungkinan
jam pelayanan dapat diperpanjang apabila ada banyaknya warga
yang datang untuk membuat KTP-el.

Terkait jadwal pelaksaksanaan perekaman KTP-el di
Kecamatan Putussibau Utara, Camat Putussibau Utara (Drs.
Hermanus Susanto) mengatakan bahwa :

“Dari sosialisasi pertama kali dilakukan pada tanggal 4

sampai tanggal 20 juni Tahun 2012 dan pelaksanaan

perekaman KTP-el tanggal 26 Juli sampai 31 Oktober
tahun 2012 secara massal dan sampai sekarang kita tetap
melakukan perekaman KTP-el. Jadwal perekaman KTP-
el di Kantor Camat itu biasanya saat jam kerja Kantor
yaitu sekitar jam 08.00 s/d 15.00 WIB, terkadang lewat
dari jam tersebut juga tetap dilayani jika memang masih
banyak warga yang ingin melakukan perekaman”.

(wawancara, 09 Maret 2015)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Operator KTP-el
Kecamatan Putussibau Utara (Eti Safari yani) bahwa :

“Untuk mengatasi banyaknya warga yang datang untuk

membuat KTP-el, maka kami memperpanjang jam

pelayanan perekaman sampai malam hari terutama warga
yang sudah mengantri dari awal dan datang dari jauh

tetap kami layani”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Berkaitan dengan hal tersebut juga diungkapkan oleh
Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H.

Khairil Anwar), bahwa:
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“Mengingat terkadang operator lembur kerja sampai

malam hari, kami juga merasa kasihan, tetapi anggaran

untuk memberikan insentif kepada mereka tidak ada,
mereka hanya dapat jatah makan harian karena mereka

tidak pulang kerumah”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Sedangkan bagi masyarakat yang jauh dipedalaman,
kendalanya jadwal sangat padat dan waktu sangat sedikit.
Seperti pada saat perekaman di Desa Datah Dian, pihak
kecamatan hanya melakukan proses perekaman selama 1 hari
saja. Hal ini tentu menyebabkan tidak efektif proses perekaman
di desa tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut juga disampaikan oleh
Sekretaris Kecamatan putussibau Utara (Lusianus Uve) bahwa:

“Kami melakukan proses perekaman di desa terpencil

seperti di desa Datah Dian cuma 1 hari saja. Dan pada

saat perekaman, yang datang hanya kaum wanita saja.

Sementara kaum laki-laki tidak ada yang hadir. Namun

kami sudah konfirmasi kepada pihak Dukcapil bahwa

harus ada perekaman ulang kedesa tersebut”.

(wawancara, 09 Maret 2015)

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Administrasi
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa:

“Benar, pihak Kecamatan telah memberitahukan kepada

kami supaya melakukan rekam ulang, namun kendalanya

di biaya dan batas waktu yang diberikan oleh pemerintah

pusat selama 5 bulan saja. Namun pada tahun 2015 ini

akan dilakukan perekaman ulang oleh pihak kami dan

dibantu Kecamatan”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Berdasarkan informasi dari informan bahwa jadwal yang

diberikan oleh pemerintah sangat padat dengan batas waktu yang

telah ditentukan. Sementara kondisi geografi Kabupaten Kapuas
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Hulu tepatnya Kecamatan Putussibau Utara sangat luas. Padahal
Kecamatan Putussibau utara merupakan pusat kota dari Kabupaten
Kapuas Hulu, namun penduduknya masih banyak belum sadar

akan pentingnya KTP-el.

C. Pembahasan
1. Organisasi

Organisasi merupakan struktur atau wadah di mana usaha kerja
sama itu di selenggarakan. James D.Mooney (dalam The Liang
Gie,1979,14) menyebutnya sebagai bentuk dari pada perserikatan
manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama (the form of every
human association for the attainment of a common purpose).

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya
sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan
perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat
hukum yang jelas. Dari segi struktur organisasi, Kantor Camat
Putussibau Utara belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai
dengan aturan-aturan yang ada seperti Peraturan Bupati Kapuas Hulu
Nomor 46 tahun 2008 dan Pokja Kecamatan, sesuai dengan Keputusan
Bupati No0.97 Tahun 2012 poin 8 yaitu belum adanya laporan
pelaksanaan penerapan KTP-el kepada Bupati, yang ada hanya berupa
laporan singkat tantang berapa yang sudah melakukan perekaman
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

Hulu.
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Dari segi Sumber Daya Manusia/keahlian pelaksana,
permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Putussibau
Utara yaitu pegawai operator yang tidak ahli dalam bidangnya
merupakan salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya perekaman
KTP-el. Hal tersebut dikarenakan adanya pergantian operator,
sementara yang mendapat pelatihan hanya bertugas dalam waktu satu
bulan saja dan pelatihan yang diadakan oleh pihak Kabupaten hanya
manual dengan kurun waktu cuma 3 hari saja. Ketidak adanya
bimbingan teknis lanjutan menyebabkan sulitnya operator baru
melaksanakan tugasnya dan menjadi kendala pelaksanaan penerapan
KTP-el.

Dari segi perlengkapan alat kerja, Perlengkapan merupakan
segi yang melayani kebutuhan-kebutuhan kebendaan dan
kerumahtanggaan yang juga tentu ada dalam setiap usaha bersama.
Pemerintah pusat telah menyediakan kepada pihak Kecamatan
sebanyak 2 set alat perekaman, namun camera yang digunakan di
Kecamatan Putussubau Utara tidak memiliki memory card, perangkat
KTP-el terutama Fingerprit Scanner dan Iris Scanner sering tidak
berfungsi apalagi ditambah jaringan Visat seringkali mengalami
gangguan sehingga hasil perekaman yang terkirim kepusat data secara
online tidak sesuai dengan data yang terekam.

Dari beberapa indikator di atas hasil temuan peniliti tidak sama
dengan hasil temuan penelitian terdahulu, karena setiap daerah dan

setiap indikator penelitian tentunya berbeda satu sama lainnya. Di
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Kecamatan Putussibau Utara, indikator sumber daya manusianya
mempengaruhi ketidak maksimalnya perekaman KTP-el karena
operator yang bertugas bukanlah operator yang mengikuti bimbingan
teknis yang di adakan oleh pihak Kabupaten, beberapa penelitian
terdahulu mengatakan operator tidak masimal di karenakan jumlah
operator tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang akan
melakukan perekaman dan karena ketidak siapan operator dalam
bertugas. Sedangkan dari segi peralatan, hasil temuan peneliti
menemukan camera tidak memiliki memory card sedangkan
dipenelitian terdahulu hasil temuannya yaitu kekurangan fasilitas alat
perekaman.

Permasalahan yang peneliti temukan sesuai dengan teori Jones
dalam Sudirman (2013:28) mengemukakan bahwa “the point is that
implementation of policy may very depending on the particular stage of
agency development.” Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang
mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga
dengan pihak yang melaksanakan kebijakan. Tujuan organisasi adalah
menjalankan program-program yang telah dirancang.

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan
lembaga mana yang melaksankan dan siapa saja yang melaksanakan,
tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung
jawab dari masing-masing pelaku kebijakan. pelaksana kebijakan juga
harus menyediakan sumber daya manusia yang ahli dan berkualitas

dalam melaksanakan kebijakan tersebut karena sangat mempengaruhi
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keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Di samping itu
sumber daya manusia sebagai pelaku juga harus mengetahui apa yang
harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya serta bagaimana
mengunakan sarana dan prasarana serta untuk melaksanakan kebijakan
perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang
cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektifitas dan efisiensi
dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan teori Jones, pihak
Kecamatan harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil agar program KTP-el dapat berjalan dengan maksimal

dan target yang telah ditentukan dapat tercapai.

2. Interpretasi

Proses Implementasi kebijakan ingin melihat apakah
pelaksanaan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara
Kabapaten Kapuas Hulu sesuai dengan peraturan, petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis. Dari segi peraturan, bahwa pelaksanaan proses
perekaman KTP-el di Kabupaten Kapuas Hulu sudah sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam penerbitan KTP-el, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 dan telah sesuai dengan Surat
Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang
Perubahan  Kebijakan dalam  Penyelenggaraan = Administrasi
Kependudukan, sehingga setiap daerah provinsi, kabupaten/kota di

Negara Indonesia sama peraturannya.
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Dari segi petunjuk pelaksanaannya, tata pelaksanaanya telah
memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas dan dapat dipahami oleh
pihak implementor dan penduduk wajib KTP. Kondisi gedung atau
ruang yang sempit tidak mempengaruhi pelaksanaan perekaman KTP-el
meskipun semua kegiatan dilakukan dalam satu ruangan.

Dari segi petunjuk teknis, Kecamatan Putussibau Utara telah
sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan sipil bahwa pihak Kecamatan Putussibau Utara terutama
operator telah melakukan proses perekaman seperti petunjuk sehingga
perekaman KTP-el dapat berjalan dengan baik.

Dari beberapa indikator di atas hasil temuan peniliti juga tidak
sama dengan hasil temuan penelitian terdahulu. Karena penelitian
terdahulu tidak mempunyai indikator yang sama dengan penelitian
peneliti dan peneliti juga tidak menemukan permasalahan, sesuai
dengan teori Jones dalam Widodo (2009:89) bahwa aktifitas interpretasi
merupakan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih
opersional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan
diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Adanya peraturan
membuat suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan didukung oleh
sebagian sasaran kebijakan yang taat kepada peraturan yang telah

ditentukan.
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3. Pelaksanaan

Pelaksanaan program KTP-el dipengaruhi oleh adanya
prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan dalam
melaksanakan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara. Dari
segi prosedur kerja telah dilaksanakan sebagaimana mestinya di mana
masing-masing pelaksana baik Pemerintah Kabupaten maupun
Pemerintah Kecamatan dan pegawai operator yang melaksanakan KTP-
el sudah paham tupoksi walaupun tenaga yang professional dan
memiliki keahlian perekaman masih kurang.

Dari segi program kerja, pelaksanaan program KTP-el
Kecamatan Putussibau Utara telah sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor
Induk Kependudukan. Program yang telah dijalankan atau dilaksanakan
oleh Kecamatan Putussubau Utara adalah sosialisasi, pendataan dan
penyerahan surat panggilan yang dilaksanakan pada tahun 2012
sedangkan program kerja yang masih tetap dilaksanakan sampai
sekarang adalah proses pelayanan perekaman.

Pelaksanaan Kebijakan KTP-el meliputi beberapa tahapan
dalam implementasi proses perekaman KTP-el seperti: Sosialisasi,
Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan, serta perekaman.

a. Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan melalui tingkat Kecamatan. Pada

tingkat Kecamatan ini, Tim Pokja Kecamatan melaksanakan
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sosialisasi ditingkat Kecamatan/Desa/ Kelurahan/RW/RT dalam
wilayah Kecamatan Putussibau Utara. berbagai Usaha dilakukan
pemeritah untuk menyampaikan tujuan dibuatnya KTP-el, proses
pembuatan KTP-el, dan kegunaan dari KTP-el tersebut. Di
samping menyampaikan lewat sosialisasi maksud dan tujuan
kebijakan pemerintah terhadap KTP-el dilakukan pula melalui
sarana-sarana komunikasi yang dipandang dapat sampai langsung
kepada masyarakat, seperti: menggunakan tatap muka, melalui
Siaran Radio Daerah, Di Kabupaten Kapuas Hulu siaran Radio
yang dikenal dengan Nama Radio Sidak Kapuas Hulu (RASIKA),
Spanduk dan Baliho serta media cetak pada tempat tertentu yang
dianggap strategis.

Berbagai kendala ditemukan dalam proses sosialisasi
seperti: (a). Kondisi geografis Kecamatan Putussibau Utara yang
sangat luas dan terdiri dari 19 kelurahan/desa. sehingga informasi
yang diterima warga tentang pelaksanaan KTP elektronik masih
kurang dan tidak begitu jelas, tentunya keadaan ini dapat
menghambat proses implementasi kebijakan KTP-el. (b). Tim
Pokja Kecamatan belum maksimal dalam melakukan sosialisasi
kepada warga terutama warga kelurahan Putussibau Kota karena
masih banyak warga yang belum memahami manfaat KTP-el. (c).
Kurangnya kesadaran masyarakat, karena mereka menganggap
KTP lama masih dapat dipergunakan.

Dari ketiga kendala yang ditemukan peneliti dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



124903 pdf

melakukan sosialisasi kebijakan KTP-el, bahwa temuan yang sama
dengan penelitian terdahulu adalah Kondisi geografis Kecamatan
Putussibau Utara yang sangat luas juga ditemukan penelitian
terdahulu pada Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas
Hulu yaitu pada penelitian Ashari (2013), yang mengatakan bahwa
kondisi geografis wilayah yang luas mempengaruhi penyampaian
informasi kepada masyarakat. Temuan penelitian ini sama karena
memang kondisi Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan
Putussibau Selatan sama-sama memiliki luas wilayah yang luas
diantara Kecamatan yang lain yang berada di Kabupaten Kapuas
Hulu. Adapun luas Kecamatan Putussibau Selatan yaitu 6.352.34
Km? dan luas Kecamatan Putussibau Utara sebesar 4.521.87 Km?2.

Sedangkan temuan peneliti lainnya tidak terdapat pada
temuan penelitian terdahulu. Karena setiap daerah tentu memiliki
kendala yang berbeda dalam setiap penyampian kebijakan yang
dilakukan oleh pihak pemerintah.

b. Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan

Dalam hal pendataan dan penyerahan surat panggilan untuk
melakukan perekaman tidak ditemukan kendala sehingga surat
panggilan sampai pada wajib KTP. Dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional yaitu pendataan dan

penyerahan surat panggilan dilakukan oleh pihak Kecamatan dan
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dibantu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
C. Perekaman

Proses perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara
menggunakan 2 set alat perekam. Dalam melakukan perekaman,
Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara menggunakan dua cara
yaitu (1) melakukan perekaman di Kantor Kecamatan bagi warga
yang langsung mendatangi dan (2) dengan cara turun langsung
atau “jemput bola” bagi desa yang terjauh dari ibukota Kecamatan
dengan dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan membawa alat perekam. Namun dapat diketahui bahwa
Kecamatan baru sekali melakukan perekaman kedesa yaitu desa
Datah Dian dan yang paling sering terjun langsung ke desa-desa
adalah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kapuas Hulu dan pihak Kecamatan tidak dilibatkan.

Berbagai kendala lainnya juga terjadi pada saat program
kerja dilaksanakan seperti masalah transportasi, tidak semua
masyarakat memiliki transportasi pribadi untuk pergi menuju
tempat pelayanan, sedangkan transportasi umum sulit ditemui dan
mahal biayanya. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masalah
pemekaran desa. Karena Kecamatan Putussibau Utara mengalami
pemekaran S desa dan 7 dusun baru sesuai dengan perda no.7 tahun

2010 sehingga data penduduk yang terdapat di Sistem Administrasi
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Kependudukan (SIAK) berbeda.

Hasil penelitian peneliti terdapat kesamaan dengan
penelitian terdahulu karena mengunakan dua cara dalam
melakukan perekaman, namun yang membedakan dari hasil temuan
tersebut adalah pihak Kecamatan Putussibau Utara hanya sekali
dilibatkan dalam proses perekaman kedesa-desa diwilayah

Kecamatan sendiri.

Dari segi jadwal kegiatan, sudah sesuai dengan jadwal
kegiatan yang dibuat agar pelaksanaan pelayanan perekaman KTP-el
berjalan lancar, dimana Kantor Kecamatan Putussibau Utara
melaksanakan pelayanan tersebut pada saat jam kerja kantor, namun
tidak menutup kemungkinan jam pelayanan dapat diperpanjang apabila
ada banyaknya warga yang datang untuk membuat KTP-el. Sedangkan
kendala adalah jadwal sangat padat dengan batas waktu Cuma 2
bulan saja. Hal ini tentu mempengaruhi proses implementasi
Kebijakan KTP-el secara optimal pada tahun 2012. Namun ditahun
2014 sampai sekarang tidak ada batasan waktu yang ditentukan oleh
pemerintah namun pemerintah tetap harus mempunyai target
pencapaian dalam implementasi kebijakan.

Permasalahan yang peneliti temukan sesuai dengan teori Jones
dalam Sudirman (2013:31) mengemukakan bahwa: Aplikasi
pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses aktif dan selalu

berubah. Hal ini tidak hanya menunjuk pada sebuah kemungkinan kecil
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terhadap penerapan harfiah suatu peraturan, tetapi juga menunjukkan
bahwa mereka yang membuat upaya semacam itu akan menghadapi
permasalahan dalam organisasinya. Aplikasi ini adalah suatu varian
dengan konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan
pada terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta
dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif. Hal ini juga
menunjukan bahwa pihak Kecamatan yang harus aktif dalam
melaksanakan kebijakan KTP-el dan bukan masyarakat yang dituntut
untuk aktif dalam dalam kebijakan KTP-el hal ini sesuai dengan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 470/327/SJ
tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Nomor 2 poin b bahwa dalam pelayanan Administrasi
kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah
menjadi, yang aktif adalah Pemerintah melalui Petugas dengan Pola

jemput bola atau pelayanan keliling.

Berdasarkan hasil penelitian proses implementasi kebijakan KTP-
el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, ternyata tidak
semua dipengaruhi oleh teori jones, hanya beberapa indikator yang
mempengaruhi ketidak maksimalnya proses perekaman seperti indikator
organisasi yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia sebagai tenaga
pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja. Indikator Interpretasi
ternyata tidak mempengaruhi ketidakmasimalnya proses implementasi KTP-

el, justru menjadi indikator pendukung dalam proses perekaman. sedangkan
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indikator pelaksanaan yang mempengaruhi adalah dalam program Kkerja
karena: Kondisi geografis Kecamatan Putussibau Utara yang sangat luas dan
terdiri dari 19 kelurahan/desa. sehingga informasi yang diterima warga
tentang pelaksanaan KTP elektronik masih kurang dan tidak begitu jelas,
tentunya keadaan ini dapat menghambat proses implementasi kebijakan
KTP-el. Tim Pokja Kecamatan belum maksimal dalam melakukan
sosialisasi kepada warga terutama warga Kelurahan Putussibau Kota karena
masih banyak warga yang belum memahami manfaat KTP-el. Kurangnya
kesadaran masyarakat, karena mereka menganggap KTP lama masih dapat

dipergunakan.

D. Implikasi Hasil penelitian
1. Organisasi

Dari segi struktur organisasi, Kantor Camat Putussibau Utara
belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan-
aturan yang ada seperti Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 tahun
2008 dan Pokja Kecamatan, sesuai dengan Keputusan Bupati No.97
Tahun 2012 poin 8 yaitu belum adanya laporan pelaksanaan penerapan
KTP-el kepada Bupati. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap
evaluasi suatu kegiatan, karena dengan membuat laporan pekerjaan kita
tahu sampai dimana pekerjaan kita dan kekurangan serta permasalahan
akan segara di atasi. Menurut peneliti Bupati juga memegang peranan
penting untuk memperingatkan kepada setiap Kecamatan melalui

perpanjangantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
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memanggil para Camat untuk menyelesaikan Tugas mereka seperti
tercantum pada Keputusan Bupati No.97 Tahun 2012 poin 8 untuk
membuat laporan pekerjaan atau Dokumen pelaksanaan Kegiatan KTP-
el.

Dari segi Sumber Daya Manusia/keahlian pelaksana, adanya
pergantian operator di Kecamatan Putussibau Utara dan tidak adanya
bimbingan teknis lanjutan sehinga pegawai operator tidak ahli dalam
bidangnya merupakan salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya
perekaman KTP-el. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Putussibau
Utara mengajukan Usulan mengenai pelatihan teknis terhadap operator
baru dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kapuas Hulu harus bertahap atau setahun sekali mengadakan pelatihan
teknis untuk para operator KTP-el dan menggangarkan satiap tahun
untuk biaya pelatihan.

Dari segi perlengkapan alat kerja, camera yang digunakan di
Kecamatan Putussubau Utara tidak memiliki memory card, perangkat
KTP-el terutama Fingerprit Scanner dan Iris Scanner sering tidak
berfungsi apalagi ditambah jaringan Visat seringkali mengalami
gangguan sehinggal hasil perekaman yang terkirim kepusat data secara
online tidak sesuai dengan data yang terekam. Jika peralatan perekaman
mengalami gangguan tentu akan menjadi kendala proses perekaman.
Keadaan tersebut harus cepat ditindaklanjuti untuk mendapatkan

perbaikan dari tekhnisi yang ahli.
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Banyak KTP-el yang sudah dicetak dipusat mengalami
kesalahan Nama, alamat dan NIK warga wajib KTP yang sudah
melakukan perekaman terpaksa dikembalikan dan sampai hari ini masih
banyak warga yang belum mendapatkan KTP-Nya kembali. Sekarang
penerbitan KTP-el sudah dilakukan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten, menurut peneliti akan berdampak pada
penumpukan Tugas Di Dinas Kependudukan Catatan Sipil, seharusnya
Pihak Kecamatan juga diberikan wewenang untuk mencetak atau
menerbitkan KTP-el agar proses perekaman KTP-el berjalan dengan
efektif dan efisien dan meringankan kerja bagi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan dan meringankan biaya bagi penduduk yang ingin
mendapatkan KTP-el secara langsung kerena apabila perekaman
dilakukan di Kecamatan tanpa memiliki alat untuk mencetak atau
printernya akan memerlukan waktu minimal 3 (tiga) hari bagi warga

wajib KTP untuk memiliki KTP tersebut.

2. Interpretasi
Proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau
Utara Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan peraturan, petunjuk

pelaksana dan petunjuk teknis.

3. Pelaksanaan
Dari segi program kerja bahwa Berbagai kendala terjadi pada
saat program kerja dilaksanakan seperti masalah transportasi, tidak
semua masyarakat memiliki transportasi pribadi untuk pergi menuju

tempat pelayanan, sedangkan transportasi umum sulit ditemui dan
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mahal biayanya. Hal tersebut tentu berpengaruh pada program kerja
pemerintah, namun dengan adanya peraturan Menteri dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor: 470/327/SJ perihal Perubahan Kebijakan
dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan nomor 2 poin b
mengatakan bahwa dalam pelayanan administrasi kependudukan,
semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi yang
aktif adalah Pemerintah melalui Petugas dengan Jemput bola atau
pelayanan keliling. Berdasarkan peraturan tersebut pihak Kecamatan
harus aktif dalam melakukan pelayan perekaman kepada warga wajib
KTP-el yang berada di daerah-daerah terpencil dengan konsekuensi
menambah anggaran kepada Kantor Kecamatan dan Kecamatan
diberikan wewenang untuk menerbitkan KTP-el agar tidak berbelit-belit

dalam pelayanan perekaman.

Dalam hal Kurangnya Komunikasi dan koordinasi antara Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa masalah pemekaran desa. Karena
Kecamatan Putussibau Utara mengalami pemekaran 5 desa dan 7 dusun
baru sesuai dengan perda no.7 tahun 2010 sehingga data penduduk yang
terdapat di SIAK berbeda. Menurut hasil wawancara dengan Kepala
Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu bahwa data SIAK yang
digunakan adalah Data SIAK tahun 2009. Sehingga banyak kesalahan
pada alamat wajib KTP-el dan dikembalikan kepusat, menyebabkan

warga yang telah melakukan perekaman namun belum mendapatkan
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KTP-el. seharusnya Data SIAK yang digunakan adalah data terbaru
yang digunakan pemerintah pusat. Hal ini tentu harus membuat pihak
pemerintah Kabupaten kerja keras lagi dalam mengupdate Data SIAK
dan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah

Kabupaten,

Dampak masalah kondisi geografis Kecamatan Putussubau
Utara menyebabkan tidak meratanya penyampaian kebijakan KTP-el
dan manfaat serta fungsi KTP-el bagi masyarakat. Pihak Kecamatan
Putussibau Utara harus sesering mungkin menghimbau kepada Kepala
Desa agar menyampaikan kepada masyarakatnya untuk segera
membuat KTP-el bagi warga yang wajib KTP-el. Bila memungkinkan
Kepala Desa juga harus membuat laporan jumlah penduduk yang telah
melakukan perekaman dan yang belum melakukan perekaman bagi

wajib KTP.

Tim Pokja Kecamatan belum maksimal dalam melakukan
sosialisasi kepada warga terutama warga kelurahan Putussibau Kota
karena masih banyak warga -yang belum memahami manfaat KTP-el.
Sosialisasi melalui RT/RW telah dilakukan namun menurut peneliti
Sosialisasi kebijakan KTP-el perlu ditingkatkan lagi, terutama
kesekolah-sekolah, karena di kebanyakan warga wajib KTP-el masih
menduduki bangku sekolah dan murid sekelah tingkat atas enggan
membuat KTP-el karena mereka masih menganggap perlunya kartu
pelajar dibandingkan KTP-el. Dan peran kepala Sekolah sangat penting

untuk memberikan sosialisasi kepada anak didik yang telah berumur 17
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tahun keatas untuk membuat KTP-el. Bagi masyarakat umum harus
diberitahukan melalui radio dan baliho. Melalui Radio dengan
meningkatkan volume penyiaran tentang manfaat KTP-el atau dengan
Iklan yang mengajak warga untuk membuat KTP-el. Penyiaran melalui
radio sebaiknya dilakukan setiap hari agar masyarakat mengerti betapa

pentingnya KTP-el tersebut bagi mereka.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dan saran. Adapun

kesimpulan dan saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:
A. Kesimpulan

1. Organisasi terdiri dari:
a. Struktur organisasi, yang dapat diketahui bahwa Kantor Camat
Putussibau Utara belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

dengan baik

b. Sumber Daya Manusia/Keahlian pelaksana, yang dapat diketahui
bahwa adanya pergantian operator baru dan belum pernah

mendapatkan bimbingan teknis.

c. Perlengkapan alat kerja, yang dapat diketahui bahwa Kecamatan
tidak memiliki memory card pada Camera, Fingerprint Scanner

dan Iris Scanner sering tidak berfungsi.

2. Interpretasi terdiri dari:
a. Peraturan, yang dapat diketahui bahwa peraturan di dalam
pelaksanaan KTP-el sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2011 dan sesuai dengan Surat Edaran

Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014,

164
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b. Petunjuk pelaksana, yang dapat diketahui bahwa ruang perekaman
sudah disediakan meja untuk masing-masing petugas untuk

melakukan tahap-tahap perekaman.

c. Petunjuk teknis, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan KTP-¢l telah
sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan sipil

3. Pelaksanaan terdiri dari
a. Prosedur kerja, yang dapat diketahui bahwa Pelaksana baik
pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan serta operator sudah
memahami tupoksi berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu

No0.96 Tahun 2012.

b. Program kerja, yang dapat diketahui bahwa pihak Kecamatan telah
menyediakan tempat, melakukan sosialisai, pendataan wajib KTP-

el dan melakukan perekaman.

1) Sosialisasi, yang dapat diketahui bahwa berbagai kendala
ditemukan dalam proses sosialisasi seperti: (a). Kondisi
geografis Kecamatan Putussibau Utara yang sangat luas dan
terdiri dari 19 kelurahan/desa. sehingga pelaksanaan sosialisasi
belum maksimal dan menyebabkan informasi yang diterima
warga tentang pelaksanaan KTP elektronik masih kurang dan
tidak begitu jelas, tentunya keadaan ini dapat menghambat

proses implementasi kebijakan KTP-el. (b). Tim Pokja
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Kecamatan belum maksimal dalam melakukan sosialisasi
kepada warga terutama warga kelurahan putussibau kota
karena masih banyak warga yang belum memahami manfaat
KTP-el. (¢). Kurangnya kesadaran masyarakat, karena mereka

menganggap KTP lama masih dapat dipergunakan.

2) Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan dapat diketahui
bahwa tidak ditemukan kendala sehingga surat panggilan

sampai pada wajib KTP-el

3) Perekaman, yang dapat diketahui bahwa Pemerintah
Kecamatan Putussibau Utara dalam melakukan pelayanan
menggunakan dua cara yaitu (a) melakukan perekaman di
Kantor Kecamatan bagi warga yang langsung mendatangi
Kantor Kecamatan dan (b) dengan cara turun langsung atau

“jemput bola”

Berbagai kendala lain juga terjadi pada saat program kerja
dilaksanakan seperti masalah transportasi, tidak semua
masyarakat memiliki transportasi pribadi untuk pergi menuju
tempat pelayanan. Kurangnya Komunikasi dan koordinasi
antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
masalah pemekaran desa. Karena Kecamatan Putussibau Utara

mengalami pemekaran 5 desa dan 7 Dusun baru.
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c. Jadwal kegiatan, dapat diketahui batas waktu perekaman massal
yang ditentukan oleh pemerintah pusat hanya 3 bulan sedangkan
sekarang masih tetap melakukan perekaman dan tidak ada batas

waktu selama masyarakat masih membutuhkan KTP-el.
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan

adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil memberikan bimbingan dan pelatihan kepada operator KTP-el
secara rutin untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya.
Sedangkan bagi Kecamatan, harus ada koordinasi apabila terdapat
pengantian pegawai terutama operator KTP-el serta adanya
pemeliharaan peralatan yang digunakan untuk perekaman.

2. Bagi Pihak Kecamatan hendaknya memberikan ruang/tempat yang
nyaman bagi masyarakat untuk melakukan proses perekaman, agar
tidak berdesak-desakan.

3. Kecamatan diberikan wewenang untuk mencetak KTP-el agar
penduduk yang berada dipedalaman hanya pergi ke Ibukota Kecamatan
dengan begitu penduduk tidak harus mendatangi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang berada di Kabupaten untuk mengurangi biaya
yang akan dikeluarkan oleh penduduk dan memberikan kemudahan
bagi penduduk serta mengurangi beban kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42303.pdf

DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Abidin, Said Zainal. (2002). Kebijakan Publik, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

Agustino, L. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Kismartini. (2011). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta : Penerbit Universitas
Terbuka.

Nugroho, Riant. (2011). Public Policy. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Nurhayvati. (2013). Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Kompetensi
Lulusan Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan SMA/MA di Kota
Tanjungpinang. Jakarta : TAPM Universitas Terbuka.

Putra, Fadillah. (2001). Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Robbins, S.P. (1994). Teori Organisasi: Struktur Desain dan Aplikasi. Jakarta:
Penerbit Arcan.

Saefullah, Djadja.H.A. (2007). Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik
Perspektif manajemen  Sumber Daya Manusia Dalam Era

Desentralisasi. Cetakan Pertama. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.

Siagian, Sondang P. (1996). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi
Aksara

Subarsono, AG. (2005). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sundarso, Dkk. (2010). Teori Administrasi. Jakarta: Universitas Terbuka.

Tahir, Arifin. Dr.M.Si. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: ALFABETA.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam
Kebijakan Publik Yang membumi, Konsep, Strategi dan Kasus,
Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPL.

168

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16903 paf

Wibawa, S. (1994). Kebijakan Publik, Proses dan Analisis, Jakarta: Intermedia.

Wahab, S.A. (2012). Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-
Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widodo, J. (2009). Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis
Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media
Pressindo.
. (2008). Kebijakan Publik Teori & Proses. Jakarta: PT. Buku Kita

Tesis:

Ashari, Ade, H. (2013). Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik
di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Jakarta :
TAPM Universitas Terbuka.

Pratiwi, Ratna. (2012). Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Di Kota Pangkalpinang Provinsi
Kepaulauan Bangka Belitung. Jakarta : TAPM Universitas Terbuka.

Sudirman, Soeyoso, P. (2013). Implementasi Kebijakan Layanan Rakyat Untuk
Sertifikat Tanah (LARASITA) di Kota Bandung. Bandung: Tesis
Universitas Padjadjaran.

Suryadie, Fredy. (2013). Implementasi Kebijakan e-KTP di Kabupaten Berau.
Jakarta : TAPM Universitas Terbuka

Suryana, Siti, E.L. (2009). Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. Medan : Tesis

Universitas Sumatera Utara.

Syahbudin. (2009). Implemtasi Pengelolaan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda
Penduduk. Jakarta : TAPM Universitas Terbuka.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



1783 par

Peraturan Perundang-undangan:

Sekretariat Negara. (2013). Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan. Jakarta : Sekretariat Negara.

Sekretariat Negara. (2009). Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional. Jakarta : Sekretariat Negara.

Biro Hukum. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014
tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Jakarta : Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Hukum. (2012). Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 97 Tahun 2012
tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2012. Putussibau : Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2012). Bahan Sosialisasi dan
Persiapan Penerapan KTP-el Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten
Kapuas Hulu. Putussibau: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

Bagian Hukum. (2015). Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 182 Tahun 2015
tentang Penunjukan Petugas Pelayanan KTP Elektronik Tahun 2015 di
Kabupaten Kapuas Hulu. Putussibau: Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Sumber Lain

http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sejarah-ktp-di-indonesia (di akses
tangal 09 September 2014)

http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik (di akses tanggal
26 Februari 2015)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42303.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42303.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42303.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42303.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



173 pdt

11 | Standar Operating Procedures (SOP) v Sedang
dikerjakan

12 | Ruang Kerja v
13 | Meja Kerja v
14 | Kursi Kerja v
15 | Lemari arsip v
16 | Komputer/Leptop v
17 | Printer v
18 | Server untuk database AFIS v
19 | UPS 2200VA v
20 | UPS 1000VA v
21 | Komputer PC v
22 | Fingerprintscanner v
23 | Signature pad v
24 | Smartcard reader/ writer v
25 | Digital scanner v
26 | Kamera digital v
27 | Tripod v
28 | Switch dan cabling v
29 | Hardisk external v
30 | Dokumen Pelaksanaan KTP-el
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LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara ini merupakan wahana untuk menggali informasi mengenai
pendapat responden yang berkaitan dengan judul penelitian “ Proses Implementasi
Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di KeCamatan Putussibau
Utara Kabupaten Kapuas Hulu”.

Jawaban yang bapak/ibu berikan tidak akan mempengaruhi keberadaan
Bapak/Ibu ditempat kerja, karena penelitian ini semata-mata untuk keperluan
akademis. Untuk itu kami mengharapkan informasi serta jawaban yang sesungguhnya
dari Bapak/Ibu sesuai dengan pandangan Bapak/Ibu mengenai hal tersebut.

Atas bantuan dan partisipasinya dalam meluangkan waktu saya ucapkan

terimakasih.

IDENTITAS INFORMAN

1. | Nama

Umur

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Jabatan
Pelaksanaan

A I I B ad B
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

KANTOR CAMAT PUTUSSIBAU UTARA

Organisasi

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat
Putussibau Utara telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan
tupoksi?

2. Berapa orang pelaksana perekaman KTP-el yang mempunyai keahlian khusus
dalam bidang perekaman KTP-el?

3. Agar perekaman KTP-el yang lebih baik, Kantor Camat Putussibau Utara
perlu berapa orang yang ahli dalam perekaman KTP-el?

4. Apakah perlengkapan perekaman KTP-el sudah memadai?

5. Kiranya belum memadai pelaksanaan perekaman KTP-el, maka diperlukan

alat apa saja untuk mendukung pelaksanaan yang lebih baik.
Interpretasi

1. Apakah Peraturan Perekaman ada di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten
Kapuas Hulu berlaku pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota?

2. Apakah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang perekaman KTP-el?

3. Kalau sudah ada tersebut tahun berapa?

4. Apa saja Persyaratan administrasi untuk dapat melakukan perekaman KTP-el
di Kantor Camat Putussibau Utara?

5. Bagaimana tata kelola administrasi di perekaman KTP-el?

6. Bagaimana tata pelaksana perekaman KTP-el?

7. Apakah dari segi teknik operasinal perekaman KTP-el sudah memadai?

Pelaksana

1. Apakah pelaksanaan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Sudah optimal?
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2. Apakah prosedur kerja di bidang KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara
sudah jelas pelaksanaannya?

3. Bagaimana prosedur pelaksana KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara?

4. Apakah program Kantor Camat Putussibau Utara khususnya di bidang
perekaman KTP-el telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku? Kalau
belum apa penyebabnya?

5. Bagaimana Proses Implementasi Program KTP-el Di Kecamatan Putussibau
Utara Kabupaten Kapuas Hulu

6. Kapan Pertama Kali Sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu?

7. Bagaimana Proses Pendataan Jumlah wajib KTP-el Di Kecamatan Putussibau
Utara?

8. Kapan Pertama Kali pelaksanaan Perekaman dilaksanakan?

Bagaimana cara Kecamatan Putussibau Utara mengejar target yang talah
ditentukan oleh Pemerintah pusat?
9. Kapan jadwal Pelaksanaan KTP-el dan berapa lama untuk melakukan

perekaman KTP-el perorang?
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

Organisasi

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat
Putussibau utara telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan
tupoksi?

2. Berapa orang pelaksana perekaman KTP-el yang mempunyai keahlian khusus
dalam bidang perekaman KTP-el?

3. Agar perekaman KTP-el yang lebih baik, Kantor Camat Putussibau Utara
perlu berapa orang yang ahli dalam perekaman KTP-el?

4. Apakah perlengkapan perekaman KTP-el sudah memadai?

5. Kiranya belum memadai pelaksanaan perekaman KTP-el, maka diperlukan

alat apa saja untuk mendukung pelaksanaan yang lebih baik.
Interpretasi

1. Apakah Peraturan Perekaman ada di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten
Kapuas Hulu berlaku pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota?

2. Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang perekaman KTP-el?

3. Kalau sudah ada tersebut tahun berapa?

4. Apa saja Persyaratan administrasi untuk dapat melakukan perekaman KTP-el
di Kantor Camat Putussibau Utara?

5. Bagaimana tata kelola administrasi di perekaman KTP-el?

6. Bagaimana tata pelaksana perekaman KTP-el?

7. Apakah dari segi teknik operasinal perekaman KTP-el sudah memadai?
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Pelaksana

1. Apakah pelaksanaan KTP-el di KeCamatan Putussibau Utara Sudah optimal?

2. Apakah prosedur kerja di bidang KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara
sudah jelas pelaksanaannya?

3. Bagaimana prosedur pelaksana KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara?

4. Apakah program Kantor Camat Putussibau Utara khususnya di bidang
perekaman KTP-el telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku? Kalau
belum apa penyebabnya?

5. Bagaimana Proses Implementasi Program KTP-el Di Kecamatan Putussibau
Utara Kabupaten Kapuas Hulu

6. Kapan Pertama Kali Sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu?

7. Bagaimana Proses Pendataan Jumlah wajib KTP-el Di Kecamatan Putussibau
Utara?

8. Kapan Pertama Kali pelaksanaan Perekaman dilaksanakan?

9. Bagaimana cara Kecamatan Putussibau Utara mengejar target yang talah
ditentukan oleh Pemerintah pusat?

10. Kapan jadwal Pelaksanaan KTP-el dan berapa lama untuk melakukan

perekaman KTP-el perorang?
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

MASYARAKAT

1. Apakah pernah Bapak/ibu mengikuti sosialisasi tentang perekaman KTP-el?
2. Apakah waktu sosialisasi masyarakat banyak yang menghadiri?
3. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan perekaman KTP-el? Kalau sudah berapa

lama waktu perekaman?
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LAMPIRAN 4

Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Informan:

1. Nama :  Drs. Hermanus Susanto
2. Umur ¢ 39 tahun

3.  Jenis Kelamin : Laki-laki

4.  Pekerjaan : PNS

5. Jabatan : Camat Putussibau Utara
6. Pelaksanaan : 09 Maret 2015

Pertanyaan Penelitian:

Organisasi

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat
Putussibau Utara telah terlaksana dengan maksimal sesuai dengan tupoksi?
Jawab :

Struktur organisasi yang ada di Kantor Camat Putussibau Utara
telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan tupoksinya
masing-masing, tupoksinya ada dalam peraturan Bupati Kapuas
Hulu Nomor 46 tahun 2008, dimana ada camat yang membawahi
Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan 4 (empat) seksi
yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan
Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan Sekretariat
membawahi Sub bagian program dan Keuangan serta Sub Bagian
Personil dan Umum

2. Agar perekaman KTP-el yang lebih baik, Kantor Camat Putussibau Utara
perlu berapa orang yang ahli dalam perekaman KTP-el dan apa saja syarat
untuk menjadi operator?

Jawab :
Kami hanya diberikan wewenang untuk mengusulkan nama-
nama orang yang akan menjadi operator KTP-el. di
Kecamatan Putussibau Utara sebanyak 2 orang yaitu Eti
Safari yani dan Marsela Lida. Sementara bagaimana syarat
dan kriteria untuk menjadi operator KTP-el tidak diberitahu.

182

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



1833 pdf

Namun kami merekrut dengan syarat Pendidikan terakhir
SLTA dan dapat mengoperasikan komputer

3. Apakah tenaga operator ahli dalam bidangnya?
Jawab :

Ya kita tidak bisa memaksakan mereka bekerja seperti tenaga
ahli, karena mereka juga baru kita rekrut dan diberi pelatihan
seadanya, sehingga jika ada kesalahan ya kita maklumi saja.
Karena kita juga diberikan batas waktu yang sedikit sekali, cuma
3 bulan saja pada saat itu. Namun sekarang dengan peraturan
terbaru bahwa pencetakan kartu sudah dilimpahkan kepada setiap
kabupaten, dan kami juga berharap pencetakan juga bisa
dilaksanakan dikecamatan untuk meringankan beban kerja di
Dinas dan juga supaya masyarakat juga tidak lama menunggu
pencetakan kartu. Kama kalau masyarakat rekam data di
kecamatan harus menunggu selama 3 hari alasannya data tersebut
harus di cetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.

4. Apakah perlengkapan alat kerja dalam kebijakan K TP-el sudah memadai?
Jawab :

Perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el sudah memadai
untuk di Kantor Camat, karena pemerintah pusat sudah
memberikan 2 set alat untuk perekaman. Namun camera
digital/web Camera 1 (satu) buah tidak memiliki memory card.
Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program KTP-el
ini, jika peralatan mengalami kerusakan seperti pada saat
pengoperasian perangkat KTP-el terutama Fingerprit Scanner dan
Iris Scanner sering tidak berfungsi dan koneksi jaringan internet
Visat sering kali mengalami gangguan menyebabkan tertundanya
proses perekaman KTP-el. Sehingga banyak warga yang sudah
datang terpaksa kembali pulang kerumahnya

Interpretasi

5. Apakah Pelaksanaan kebijakan KTP-el telah sesuai dengan Peraturan
Jawab :
Pelaksanaan kebijakan KTP-el telah sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 pasal (1) dan telah
sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ
Tanggal 17 Januari 2014
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6. Bagaimana Tata kelola administrasi di perekaman KTP-el?
Jawab :
Sebenarnya tata pelaksanaan program KTP-el di Kecamatan
Putussibau Utara melihat kondisi gedung Kantor Camat tidak
mempengaruhi prosedur administrasi dan tetap berjalan
sebagaimana mestinya. Berusaha untuk mengikuti prosedur yang
telah dibuat oleh Pemerintah Pusat agar program ini dapat
berjalan sesuai dengan yang diinginkan

7. Bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan KTP-el
Jawab :

Pelaksanaan secara teknis yang diterapkan pada pelaksanaan
KTP-el (perekaman) sudah tertata dengan sebagaimana mestinya
karena untuk perekaman Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara
telah menyediakan tempat pelayanan perekaman di kantor
kecamatan. Disamping itu juga kami telah mempunyai 2 (dua)
orang tenaga operator KTP-el

Pelaksanaan

8. Berdasarkan SOPs, bagaimana prosedur kerja kebijakan KTP-el?
Jawab : Bagaimana Prosedur

Berdasarkan Standard Operating Prosedures (SOPs), Kami
selaku pemerintah Kecamatan Putussibau utara memiliki
wewenang dalam pelaksanaan KTP-el ini, yaitu memberikan
sosialisasi kepada masyarakat, mendata masyarakat yang wajib
KTP-el dan perekaman identitas untuk pembuatan KTP-l, serta
melaporkan hasil perekaman kepada Dinas Kabupaten Kapuas
Hulu

9. Bagaimana Proses Implementasi Program KTP-el Di Kecamatan

Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu

Jawab :
Pertama kita menyediakan tempat pelayanan, kemudian setelah
mendapatkan sosialisasi dari Kabupaten kita meneruskan
kemasyarakat dengan mengundang para kepala desa/kelurahan.
Setelah sosialisasi dilakukan selanjutnya Pendataan dan
penyerahan Surat Panggilan untuk melakukan perekaman.

10. Kewenangan apa saja yang diberikan pemerintah Kabupaten setelah
mengikuti Sosialisasi dari pthak Kabupaten?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



1853 .pdf

Jawab :

Setelah mengikuti sosialisasi dari pihak Kabupaten, Kecamatan
diberi kewenangan untuk melakukan sosialisasi sampai pada
tingkat Dusun dengan mengundang para Kepala Kelurahan dan
Kepala Desa di wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Pada saat
itu, kami juga menghimbau kepada para Kepala Kelurahan dan
para Kepala Desa untuk menyampaikan informasi kepada seluruh
warganya.

11. Bagaimana Proses Pendataan Jumlah wajib KTP-el Di Kecamatan

Putussibau Utara?

Jawab :
Pendataan dilakukan mulai dari RT, Dusun, Desa dan Kecamatan,
kemudian datanya disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Sementara untuk surat
panggilan kita serahkan secara langsung kepada masing-masing
Kepada Kelurahan dan Kepala Desa untuk disampaikan secara
langsung kepada warganya sesuai dengan data yang telah
diberikan Dukcapil.

12. Kapan Pertama Kali pelaksanaan Perekaman dilaksanakan?
Jawab :

ya Peralatan kita terima pada akhir bulan juli yaitu 2 set alat
perekam, dan kita baru mulai melakukan perekaman pada tanggal
26 juli 2012, sehingga batas waktu yang ditentukan untuk
perekaman sisa 2 bulan namun ada pemberitahuan dari pihak
dukcapil kalau diperpanjang batas waktunya menjadi bulan
Desember

13. Bagaimana cara Kecamatan Putussibau Utara mengejar target yang talah

ditentukan oleh Pemerintah pusat?

Jawab :
Kecamatan Putussibau Utara mengejar target dengan
menggunakan 2 (Dua) cara, yaitu perekaman di Kantor
Kecamatan dan dengan cara “jemput bola” yang dibantu oleh
Dinas dengan turun langsung ke desa dengan membawa
perlengkapan perekaman walaupun pun cuma sekali dilakukan di
desa Datah Dian. Karena yang turun kelapangan adalah pihak
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja. Kita baru sekali
saja dilibatkan

14. Kapan jadwal pelaksaksanaan perekaman KTP-el pertama kali di
Kecamatan Putussibau Utara dilaksanakan?
Jawab :
Dari sosialisasi pertam kali dilakukan pada tanggal 4 sampai
tanggal 20 juni Tahun 2012 dan pelaksanaan perekaman KTP-
el tanggal 26 Juli sampai 31 Oktober tahun 2012 secara missal
dan sampai sekarang kita tetap melakukan perekaman KTP-el.
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Jadwal perekaman KTP-el di Kantor Camat itu biasanya saat
jam kerja Kantor yaitu sekitar jam 08.00 s/d 15.00 WIB,
terkadang lewat dari jam tersebut juga tetap dilayani jika
memang masih banyak warga yang ingin melakukan
perekaman
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Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Informan:

1. Nama : Lusianus Uve

2. Umur R

3.  Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Pekerjaan : PNS

5. Jabatan s Sekretaris Camat
6. Pelaksanaan : 09 Maret 2015

Pertanyaan Penelitian:
Organisasi

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat
Putussibau utara telah terlaksana dengan maksimal sesuai dengan tupoksi?
Jawab :

Struktur organisasi Camat Putussibau Utara telah di susun secara
Jelas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi
yang berbeda, termasuk kebijakan proses perekaman KTP-el
dibebankan ke seksi Pemerintahan

2. Untuk kelancaran kebijakan KTP-el apa yang dibentuk berdasarkan
Prosedur Standar Operasi (SOP)
Jawab :
Kita di Kecamatan Putussibau Utara membentuk pokja dalam
rangka pelaksanaan program KTP-el. Pokja terdiri dari Camat,
Sekretaris Kecamatan, dan anggota pokja yang terdiri dari kepala
seksi di kecamatan, unsur keamanan, unsur kesehatan, Kepala
Desa atau Lurah. Tim Pokja dalam bekerja terutama dalam hal
sosialisasi dan pendataan penduduk wajib KTP-el juga telah
bekerja secara optimal

3. Apakah bapak mengetahui tentang laporan Penerapan KTP-el?
Jawab :

Masalah laporan penerapan KTP-el kami tidak pernah membuat
laporan ke Bupati. Karena setiap minggu kami selalu melaporkan
hasil perekaman kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu, karena mereka nanti yang akan
menyampaikan laporan tersebut ke pada Bupati dan Direktur
Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri
RI di Jakarta
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4. Bagaimana tata kelola administrasi di perekaman KTP-el?
Jawab :

Tata pelaksanaan administrasi program KTP-el tetap berjalan
dengan kondisi ruangan yang sempit namun satu ruang dapat
terpenuhi yaitu penerimaan persyaratan administrasi dengan
membawa surat panggilan atau mengisi formulir dan KTP lama,
melakukan verifikasi data, perekaman pas photo, tandatangan,
dan sidik jari penduduk, iris mata atau scan retina mata.
Kemudian petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada
surat panggilan penduduk sebagi bukti telah dilakukan perekaman
sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2011 pasal 1 tentang tatacara penerbitan KTP-el

Pelaksanaan

5. Apakah program Kantor Camat Putussibau Utara khususnya di bidang

perekaman KTP-el telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku

Jawab :
Program kerja di Kecamatan Putussibau Utara telah sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang
perubahan ke empat atas Peraturan presiden Nomor 26 tahun
2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk
Kependudukan. Pada tahun 2012 dengan melakukan sosialisasi
kedesa-desa dan kelurahan, Pendataan dan Penyerahan Surat
Panggilan serta melakukan perekaman. Sedangkan pada tahun 2015 ini
kita tetap melaksanakan perekaman pada penduduk yang memerlukan
KTP-el dengan syarat telah berumur 17 tahun ke atas

6. Bagaimana Proses Pendataan Jumlah wajib KTP-el?
Jawab :
Pendataan dilakukan secara bertahap, mulai dari RT, Dusun, dan
Desa. Sedangkan untuk dusun yang jauh dititipkan kepada
Kepala Desa, masalah sampai atau tidaknya kepala desa yang
tahu. Kalau melihat dari hasil perekaman surat pemanggilan
tersebut sampai kependuduk, karena penduduk dari setiap dusun
atau desa sebagian telah melakukan perekaman

7. Bagaimana jadwal perekaman di desa terpencil?
Jawab :
Kami melakukan proses perekaman di desa terpencil seperti di
desa landau Ipoh cuma 1 hari saja. Dan pada saat perekaman,
yang datang hanya kaum wanita saja. Sementara kaum laki-laki
tidak ada yang hadir. Namun kami sudah konfirmasi kepada
pihak Dukcapil bahwa harus ada perekaman ulang kedesa
tersebut. Dan itu bukan hanya terjadi didesa Landau Ipoh
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namun didesa Datah Dian jugaApakah Kebijakan KTP-el sudah
sesuai dengan peraturan ?
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Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Informan:

1. Nama : H. Khairil Anwar

2. Umur : 55 tahun

3.  Jenis Kelamin : Laki-laki

4.  Pekerjaan : PNS

5.  Jabatan : Kabid Administrasi Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil

6. Pelaksanaan : 16 Maret 2015

Pertanyaan Penelitian:

Organisasi

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat
Putussibau utara telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan
tupoksi?

Jawab :

Struktur organisasi di Kantor Camat Putussibau Utara kurang
terlaksana dengan maksimal karena tupoksinya aja banyak sekali
yang tidak dilaksanakan dengan baik. Sedangkan untuk
pelaksanaan kebijakan KTP-el dibentuklah Kelompok kerja
(pokja) berdasarkan keputusan Bupati No. 97 Tahun 2012 dan
berdasarkan Prosedur Standar Operasi (SOP) dilakukan baik di
tingkat Kabupaten maupun Kecamatan agar koordinasi antar
pemangku kepentingan dapat berjalan dengan lancar dan baik

2. Apakah Kecamatan Putussibau Utara melaporkan hasil pelaksanaan
penerapan perekaman berupa laporan atau dokumen kepada Pemerintah
Kabupaten?

Jawab :
Pihak Kecamatan Putussibau Utara selalu melaporkan hasil
perekaman kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu secara rutin. Namun masalah laporan
mereka ke Bupati sudah menjadi tanggung jawab masing-masing
Kecamatan

3. Bagaimana cara penerimaan tenaga operator KTP-el?
Jawab :
Pihak Kecamatan diberikan kewenangan untuk mangajukan
nama-nama petugas sebagai tenaga operator KTP-el, kemudian
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setelah 23 kecamatan terkumpul semua selanjutnya kami
membuat Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu yaitu Nomor 96
Tahun 2012 dan Nomor 182 tahun 2015 tentang Penunjukan
Petugas Pelayanan KTP Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu

4. Apa saja syarat menjadi operator?
Jawab :
Kami sudah menyampaikan syarat-syarat untuk menjadi operator
kepada setiap kecamatan yaitu Pendidikan terakhir minimal
tamatan SLTA dan pandai komputer. Setelah semua tenaga
operator dikumpulkan selanjutnya diberikan bimbingan dan
pelatihan oleh tenaga ahli

5. Berapa lama pelatihan operator dilaksanakan?
Jawab :
Memang, pada saat pelatithan cuma beberapa hari, kerena
terbatasnya anggaran juga. Dan mereka cuma diberi pembekalan
sedikit terus langsung praktek sendiri namun kita tetap
berkoordinasi dengan mereka.

6. Apakah perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el sudah memadai?
Jawab :

Menurut saya peralatan perekaman KTP-el sudah memadai,
dimana setiap Kecamatan mendapatkan 2 (dua) set peralatan
untuk melakukan perekaman seperti Server untuk database AFIS,
UPS 2200VA, UPS 1000VA, Komputer PC, Fingerprint Scanner,
Signature Pad, Smartcard Reader/ Writer, Digital Scanner,
Kamera Digital, Tripod, Switch dan Cabling, Hardisk external.
Dan masalah peralatan yang sering tidak berfungsi atau error
memang beberapa Kecamatan juga mengalaminya

Interpretasi

7. Apakah Pelaksanaan kebijakan KTP-el telah mengikuti peraturan ?
Jawab :

Pelaksanaan proses perckaman KTP-el di Kabupaten Kapuas
Hulu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2011 pasal (1) dan telah sesuai dengan Surat
Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014
tentang Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan, sehingga setiap daerah provinsi,
kabupaten/kota sama peraturannya
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8. Terkait dengan KTP Non elektronik apakah masih berlaku?
Jawab :
Kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku
pemerintah kabupaten masih memberlakukan KTP non
elektronik sampai tahun 2015 karena berbagai pertimbangan,
dan kami juga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang
telah ditetapkan Undang-Undang

9. Bagaimana petunjuk pelaksanaan kebijakan KTP-el
Jawab :
Secara administrasi kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dalam melaksanakan program KTP-el di Kabupaten Kapuas
Hulu selalu mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat

Pelaksanaan

10. Berdasarkan Prosedur kerja apakah kebijakan KTP-¢l?
Jawab :
Tanggung jawab masing-masing instansi dan petugas pelaksana
telah diatur secara jelas waktu kami mengikuti rakornas di
jakarta dan sosialisasi dari pemerintah pusat dan propinsi
berdasarkan Standard Operating Prosedures (SOPs)

11. Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan KTP-el di Kabupaten Kapuas

Hulu?

Jawab :
Proses implementasi program KTP-el yang kami lakukan
pertama-tama yaitu sosialisasi yang dilaksanakan di Kabupaten
dan Kecamatan, setelah Kecamatan nanti akan diterukan kedesa-
desa, kelurahan, RW dan RT. Setelah sosialisasi dilakukan
selanjutnya pendataan dan penyerahan surat panggilan dan yang
terakhir perekaman

12. Kapan Pertama Kali Sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu?
Jawab :

Sosialisasi ini terjadi di Tahun 2012 lalu, sekarang sudah

beberapa tahun kita tidak melaksanakan sosialisasi karena

masyarakat kita anggap sudah mengetahuinya. Proses awal

sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten dengan mengundang
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beberapa SKPD, DPRD, Polres, Kodim dan semua Camat dari 23
Kecamatan serta Bupati Kapuas Hulu. Sebagai langkah awal
menyebarkan informasi, kemudian Camat meneruskan kepada
kepala Kelurahan dan Kepala Desa

13. Bagaimana proses Pendataan dan penyerahan surat panggilan wajib KTP-

el di Kecamatan Putussibau Utara?

Jawab :
Ya kami menerima data yang di sampaikan pihak Kecamatan
setelah mereka melakukan pendataan wajib KTP-el. Kemudian
dinas membuat dan menyerahkan daftar nama penduduk wajib
KTP-el kepada Camat untuk ditandatangani dan diserahkan
kembali kepada perangkat desa untuk diteruskan kepada
masyarakat agar melakukan perekaman ditempat pelayanan
perekaman dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi
yang sudah membuat, tinggal kesadaran masyarakat saja mau atau
tidak melakukan perekaman

14. Kapan Pemerintah Kabupaten Menerima peralatan perekaman dari

pemerintah pusat?

Jawab :
Kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kapuas Hulu menerima peralatan perekaman pada akhir bulan juli
dan langsung kita bagikan ke setiap kecamatan, bahkan tanpa
mengecek peralatan apakah ada yang rusak atau tidak hal ini kita
lakukan karena sudah terburu waktu, agar Kecamatan dapat
melaksanakan perekaman secepatnya, karena waktu kita sudah
terlambat. Namun kita tetap memberitahukan ke pusat tentang
keterlambatan kedatangan peralatan, dan dari pusat memberikan
batas waktu menjadi bulan Desember.

15. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam membantu

proses perekaman KTP-el di Kecamatan?

Jawab :
Ya kita membantu setiap Kecamatan untuk melakukan perekaman
ke desa-desa dengan membawa alat perlengkapan perekaman agar
dapat merekam desa-desa yang jauh letaknya dan kita juga
membiayai para operator KTP-el dengan memberikan Surat
Tugas

16. Program kerja apa yang akan dilaksankan pada tahun 2015 ini terkait
kebijakan KTP-el?
Jawab :

Di Tahun 2015 ini juga kita turun kelapangan lagi untuk
melakukan perekaman kepada penduduk yang belum melakukan
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perekaman dan merekam ulang kepada penduduk wajib KTP-el.
Karena ada beberapa kecamatan yang sudah melakukan
perekaman namun belum menerima KTP-el

17. Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan program kerja?
Jawab :

Banyak terjadi kesalahan alamat penduduk pada KTP-el. Pada
waktu mencocokkan data penduduk dengan data SIAK alamatnya
berbeda karena pada tahun 2010 terjadi pemekaran desa. Sesuai
dengan perda no.7 tahun 2010. Kecamatan Putussibau Utara
mengalami pemekaran 5 desa dan 7 dusun baru di tambah lagi
data yang digunakan pada data SIAK adalah data pada tahun 2009.
Anehnya lagi data setiap SKPD hampir tidak sama, di KPU Daftar
Pemilih Tetap (DPT) berbeda dengan Data SIAK yang ada di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
Hulu. ya kita juga binggung mau menyalahkan siapa.

18. Apakah ada insentif untuk operator yang berkerja di luar jam kerja?
Jawab :
Mengingat terkadang operator lembur kerja sampai malam hari,
kami juga merasa kasihan, tetapi anggaran untuk memberikan
insentif kepada mereka tidak ada, mereka hanya dapat jatah
makan harian karena mereka tidak pulang kerumah.

19. Apakah Pihak Kecamatan telah memberitahukan perihal rekam ulanh

terhadap Desa Datah Dian?

Jawab :
Benar, pihak Kecamatan telah memberitahukan kepada kami
supaya melakukan rekam ulang, namun kendalanya di biaya dan
batas waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat selama 5 bulan
saja. Namun pada tahun 2015 ini akan dilakukan perekaman
ulang oleh pihak kami dan dibantu Kecamatan
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Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Informan:
1. Nama : Eti Safari Yani
2. Umur : 29 Tahun
3.  Jenis Kelamin : Perempuan
4.  Pekerjaan :  Honorer KTP-el
5. Jabatan T -
6. Pelaksanaan ¢ 9 Maret 2015

Pertanyaan Penelitian:

Organisasi

1. Apakah pernah mendapatka pelatihan sebagai operator?
Jawab :
Saya belum pernah mendapatkan pelatihan sekalipun, saya kerja
sebagai operator mulai tahun 2013, sebelumnya saya
menggantikan petugas operator lama. Karena operator lama
diangkat menjadi PNS.

2. Apakah perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el sudah memadai?
Kiranya belum memadai pelaksanaan perekaman KTP-el, maka diperlukan
alat apa saja untuk menudukung pelaksanaan perekaman KTP-el?

Jawab :

Kami sudah mempunyai alat rekam yang lengkap tetapi kami
kekurangan alat untuk mencetak (printer) KTP-el. Sehingga
pihak Kecamatan hanya bisa melakukan rekam data saja,
masalah pencetakan dilakukan Di Dukcapil karenanya tidak
memakan waktu yang lama. Kalau beberapa tahun lalu
pencetakannya Di Pusat jadi memerlukan waktu yang lama.
Kami juga mengalami kendala apabila peralatan mengalami
kerusakan, seperti kamera digital dan dan beberapa alat lainya,
karena saya belum mengerti bagaimana menangani peralatan
tersebut.

3. Bagaimana Tata kelola administrasi di perekaman KTP-e]?
Jawab :
Penduduk yang datang untuk melakukan proses perekaman akan
kami panggil sesuai dengan nomor antrian yang kami bagikan
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semula, kami juga berusaha melayani penduduk dengan baik
tanpa pandang bulu

Interpretasi

4. Bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan KTP-el?
Jawab :
Warga wajib KTP dalam melakukan proses perekaman KTP-el
harus melalui berbagai tahapan sebelum melakukan perekaman,
yaitu mencocokkan data, melakukan verifikasi data, apakah
sesuai dengan data yang terekam dalam SIAK, dan jika tidak ada
masalah, kami langsung melakukan proses perekaman

5. Terkait prosedur kerja, apa yang dilakukan oleh operator?

Jawab :
Kami telah melaksanakan proses pelayanan perekaman data
penduduk sampai pada proses pelayanan pengambilan KTP-el.
Walaupun banyak kesalahan dalam pekerjaan tetapi kami tetap
berusaha melayani penduduk dengan tersenyum
Pelaksanaan

6. Kapan pertama Kali pelaksanaan Perekaman dilaksanakan?
Jawab :
Kami mulai bekerja melakukan perekaman KTP-el pada tanggal
26 Juli tahun 2012. Banyak warga yang datang untuk melakukan
perekaman dari warga disekitar Kantor Camat Putussibau Utara
dan desa-desa terdekat

7. Masalah batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, apakah
pihak Kecamatan terjun langsung kelapangan?
Jawab :
Benar, kita turun kelapangan baru satu kali bersama Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa alat mobile
enrolment (perlengkapan perekaman), biayanya dari Dinas yang
nanggung, itupun cuma 1 malam saja kami berada didesa tersebut

8. Bagaimana rencana kedepan untuk mengatasi masalah penduduk yang
belum melakukan perekaman?
Jawab :
Kami sudah diberitahukan bahwa kami akan terjun lagi
kelapangan untuk melakukan proses perekaman kepada penduduk
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yang belum melakukan perekaman maupun rekam ulang kembali
kepada penduduk yang belum menerima KTP-el

9. Bagaimana Pelaksanaan perekaman di Kantor Camat Putussibau Utara?
Jawab :

Terkadang kami tidak mampu melayani, karena banyak warga
yang datang, sampai istirahat sejenak saja susah. Sehingga
banyak warga yang sudah datang terpaksa pulang kerumahnya.
Untuk menyesuaikan dengan jadwal, terkadang hari Sabtu juga
dilakukan perekaman, bahkan sampai malam hari. Itu terjadi
tahun 2012 namun sekarang tahun 2015 sudah mulai agak sepi.
Karena lebih dari separuh telah melakukan perekaman.

10. Bagaimana mengatasi jadwal pelaksanaan apaila banyak penduduk yang
datang?
Jawab :
Untuk mengatasi banyaknya warga yang datang untuk membuat
KTP-el, maka kami memperpanjang jam pelayanan perekaman
sampai malam hari terutama warga yang sudah mengantri dari
awal dan datang dari jauh tetap kami layani
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Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Informan:

1.  Nama : Awang Dedi Satriadi

2. Umur * + 35 Tahun

3. Jenis Kelamin . Laki-laki

4.  Pekerjaan : PNS

5.  Jabatan : Staf Kantor Camat Putussibau Utara
6. Pelaksanaan : 23 Maret 2015

Pertanyaan Penelitian:

1. Apakah benar eti mengantikan saudara dedi sebagai petugas operator
KTP-el ?
Jawab :
Betul...eti mengantikan saya sebagai operator KTP-el, karena saya
lulus menjadi PNS. Dulu saya merangkap menjadi operator KTP-
el dan operator SIAK

2. Apakah pernah mengikuti pelatihan sebagai operator KTP-el?
Jawab :

Pernah dulu secara manual selama 3 hari di gedung merpati.
Setelah itu tidak ada pelatihan lagi. Dan kami langsung praktek
sendiri waktu kegiatan proses perekaman. Banyak kesalahan yang
terjadi karena pertama baru belajar mengoperasikan alat, kedua
kami harus mengejar target yang berikan pusat selama 3 bulan
saja
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Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Informan:

1. Nama : Frans

2. Umur : 40

3.  Jenis Kelamin + Laki-laki

4. Pekenjaan : Swasta

5. Jabatan :

6.  Pelaksanaan : 24 Maret 2015

Pertanyaan Penelitian:

1. Apakah waktu sosialisasi masyarakat banyak yang menghadiri?
Jawab :
Mereka tidak berada di tempat dan sibuk pada pekerjaan masing-
masing, padahal pemberitahuan sudah disampaikan sebelumya.
Namun mereka juga harus pergi noreh, keladang terkecuali
dilakukan pada hari minggu, karena kalau hari minggu biasanya
tidak pergi kemana-mana hanya ke Gereja.
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Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Informan:
1. Nama : Liana
2. Umur : 40
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Swasta
5. Jabatan :
6. Pelaksanaan : 24 Maret 2015

Pertanyaan Penelitian:

1. Apakah ibu pernah mengikuti sosialisasi tentang perekaman KTP-el?
Jawab :
Dulu pernah ada petugas dari kelurahan Putussibau Kota mendata
penduduk langsung kerumah-rumah. Di situ beliau menjelaskan
bahwa penduduk yang sudah berumur 17 tahun dan yang telah
mempunyai KTP lama harus diganti dan rekam ulang untuk
mendapatkan KTP-el yang baru. Namun saya tidak langsung
melakukan menganti KTP saya. Karena saya pikir tidak
digunakan dalam waktu dekat dan KTP lama saya masih berlaku

2. Apakah ibu sudah melakukan perekaman KTP-el? Kalau sudah berapa

lama waktu perekaman?

Jawab :
Saya datang ke Kantor Camat untuk melakukan Perekaman,
proses perekaman KTP-el berjalan lancar. Setelah melalui
berbagai proses pendaftaran serta verifikasi data, petugas
langsung memanggil untuk melakukan perekaman. Sekitar lima
belas menit mungkin waktu yang diperlukan untuk proses
perekaman, namun saya belum bisa langsung mendapatkan kartu
KTP-el. Dalam waktu 3 hari saya harus kembali kesini untuk
melihat apakah kartu saya sudah dicetak
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2013
; TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN
2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS

-NOMOR INDUK KEPENDUDUEKAN SECARA NASIONAL
F

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hasil pemutakhiran data  kependudukan
menunjukan penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk
belum sehuruhnya memperoleh Kartu Tanda Penduduk
Elektronll;

b. bahwa masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik
scbagaimana ‘dimaksud Peraturan Presiden Nomor 26
Tehun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependuduknn Secara Nasional,
Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013;

¢. bahwa untuk memberikan jaminan identitas
kependudukan, masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Non
Elektronik pertu diperpanjang sampai dengan penduduk
wajib Kartu Tanda Penduduk memperoleh Kartu Tanda
Penduduk Elektronik; /
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Mengingat

1.

PRESIDEN
REPUBLIK NDONESIA

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, dan ¢, periu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Pendutluk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoncsia Tahun 1945, ' .

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomaor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Uhdang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indoneaia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran’
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) scbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Namor 5475)Z
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4, Peraturan Pemcrintah Nomo- 37 Telun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudulkan (Lembaran Negara
Rgpublik Indoncsia Tehun 2007 Nomor 80, Tambehan
Lembaran Neghra Republik Indonesia Nomor 4736)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 102 Tebhun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

S. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 t(entang
Pencrapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional scbagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 126 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);

’

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN PRESIDEN TEN(TANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATA:% PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009
TE’!'!‘ANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK
BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA

NASIONAL.

Pasal |

R
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan

“Sccara Nasional yang telah beberapa ¥ali diubah dengan
PcranxanPrcsidcn:K

a. Nomor ...
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a. Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

‘ Pmb’idanomor%hhun2009tmtanchnaapanKum
Tnnda Penduduk Berbazis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional;

b. Nomor 67 Tahup 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peratuwran Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

Kependudukan Secara Nasional; dan
c. Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Pencrapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);
diubah sebagal berikut:
1. Ketentuan Pasal | angka 3 diubah sehingga berbunyi
scbagal berikut:
<X
S(tl(arm Tanda Penduduk Elektronik, seclanjutnya
disingkat KTP-¢l, acalah Kartu Tanda Penduduk yang
dilengkapli cp yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagal bukti dirl yang diterbitkan oleh
Ingtansi Pelaksana.
2. Kethtuan Pasal 10 diubah, schingga berbunyi schagai
berilcut:

Pasal 10
KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi Penduduk yang
_behim mendapetien KTP-¢l sampal dengan palingtamba
tangg:dSchscmbchOM/

- 3. Ketentuan ..
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PRESIDEN
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3. Kzfmﬁunmt(S)PasallOBdiubah,schlnggabcrbunyi
s}Bagal berikut:

Pasal 10 B
F

(1) KTP-el scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A

merupakan:

a. ldentitas resmi bukti domisili penduduk;

b, Buki did penduduk untuk pengurusan
kcpentingan yang berkaitan dengan administrasi
pemerintahan,

c. Bukti dil penduduk untuk penguwrusan
kepentingan  pelayanan publik di  Instansi
Pemerintah, Pemerintah  Dacrah, Lembaga
Parbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan
dan tidsk terbatas pada Perizinan, Usaha,
Perdagangan, Jasa  Perbankan,  Asuransi,
Perpajakan dan Pertanahan.

(2) Instansi Punaintah, Pemerintah Daerah, Lembaga
Perbankan, dan Swasta wa}ib memberikan pelayanan -
bagi penduduk dengan dasar KTP-¢l dengan tidak

§ mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-clL.

(3) Instansi Pemerintah, Pemerintah Dacrah, Lembaga

Perbankan, dan Swasta tctap memberikan pelayanan
kepada penduduk yang memilild KTP Non Elcktronik

dengan lingkup kabupaten/kota tempat penerbitan |
KTP-Non Elektronik sampai ‘dengan ~tanggal—31——

Desember 2014.
l " 4, Ketentuan ...

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1

RGN




g e ok B T A
2 4

~ IRV SRR SN JETIES S

42303.pdf

l
W

PRESIDEN
.REPUBLIK INNDONESIA

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 E diubah, schingga berbunyi

[

scbagai berfkut:

Pasal 10 E
(1f lnstansi Pemerintah, Pemerintah Dacrah, dan
“Lanbaga?crbmh.nwnjfomclaporkanpcnydmg-

garaan pelayanan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
10 B ayat (2) kepada Presiden melalui Menteri setiap 6

(cnam) bulan sckali sampal dengan tanggal 31
Desember 2014.

(2) Menteri berhak meminta laporan penyelenggaraan
pelayanan dengan menggunakan KTPel yang
dilaksanakan oleh swasta.

(3) Kctcnmmmcngmaipdapm'aﬁampcnydazgm
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
. ayat (2) distur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11 ,
Peraturan Presiden ini mulal  berlaku  pada tanggal

diundangkan. A

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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PRESIDEN
REPUBLIK WNOONESIA

Agar sctiap orang mengetahuinys, —memerimntahkan
’.pcngundangan Peraturan Presiden ini dengan pencmpatannya
‘dalamfLembaran Negara Republik Indoneaia.

¢ Ditctapkan di Jakarta
' f pada tanggal 27 Desember 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
MENTER!I HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA RZPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 257

J

Salinan sesuli dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bi Politlk, Hulcum,

Q.
&/

‘Q 1]

e\ '

6\ ~
W

} {ng ) Simbelon
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MENTER| DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 98 TAHUN 2041

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK
BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

£
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal! 7 ayat (3) Peraturan Presiden
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Naslonal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 dan Pasal 6 ayat (7)
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, periu- menetapkan Peraturan
Menterl Dalam Negerl tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Berbasls Nomor Induk Kependudukan Secara Naslonal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesla Nomor 4844),

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasl
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4674);

3. Undang-Undang Nomor iilTahun 2008 tentang Informas! dan Transaks!
Elektronik (Lembaran Negara Republlk indonesla Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesla Nomor 4843), P

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerlan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2007 Nomor
80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republlk

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk BerbasR Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun
2010;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasl, Tugas dan
Fungsi Eselon | Kementerlan Negara;

9. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN
KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
SECARA NASIONAL. ¥

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menter inl yang dimaksud dengan :

1. Penduduk adalah Warga Negara indonesla dan Orang Asing yang bertempat tinggal di
indonesia.

2. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memillki 1zin
Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah
kawin secara sah.

3. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa
Indonesla asil dan orang-orang bangsa laln yang dlsahkan dengan undang-undang
sebagal Warga Negara indonesia.

4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat pemerintah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan
dalam urusan Administrasi Kependudukan.

6. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagal jenis data kependudukan yang
tersimpan secara slstematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakhn
perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasl data.

7. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resml Penduduk
sebagal buktl diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia.

8 Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas
Penduduk yang bersitat unlk atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang
terdaftar sebagal Penduduk Indonesia.

9. KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP
yang memllikl spesHikasl dan format KTP Naslonal dengan slstem pengamanan khusus

yang berlaku sebagal Identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll Kabupaten/Kota.
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Penerbitan KTP Eiektronik adalah pengeluaran KTP baru, atau penggantian KTP karena
habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

Sidik Jari adalah hasll reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas
kumpulan alur garis-garis halus deng&n,pola tertentu yang sengaja diambil dan
dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan
kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.

Personalisasl adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukan biodats,
pas photo, sidik jarl telunjuk kirl-kanan, dan tandatangan penduduk.

Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata, membentﬁk batas
pupil yang memberlkan wamna khusus. .

Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang;
!

Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalu}
pemadanan sidik Jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.

BAB I
TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah menerbitkan KTP Elektronlk untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP
untuk satu Penduduk yang memllikli kode keamanan dan rekaman elektronlk data
kependudukan berbasis NIK secara Nasional.

Penerbitan KTP Elektronlk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penerbitan KTP Efektronik secara massal;

b. penerbitan KTP Elektronlik secara reguler;

c. penerbitan KTP Elektronik bagl Penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke
tempat pelayanan KTP Elektronik.

BAB Il
PENERBITAN KTP ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penerbitan KTP Elektronlk Secara Massal

Paragraf 1
Penduduk WNI
Pasal 3
Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara massaf bagi Penduduk WNi: ’

a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten/Kota membuat dan
menyerahkan daftar Penduduk WNi wa}ib KTP kepada Camat atau nama laln;

b. Camat atau nama lain menandatangani surat panggilan penduduk betdasarkan
daftar sebagaimana dimaksud pada hurut a;

¢. Petugas di kecamatan atau nama laln mefaful kepala desa/lurah atau nama lain
menyampalkan surat panggllan sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepada
penduduk berdasarkan dafttar Penduduk WNI wa]ib KTP;

d. Penduduk yang telah menerima surst panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf

-—-b.mendatangl tempat pelayanan KTP Elektronik dengan _membji;\i{t_! surat panggilan

dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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~ Penduduk Orang Asing wa]lb KTP; —————

Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik melakukan verifikasl data penduduk

secara langsung di tempat pelayanan KTP Elektronik;

Petugas operator melakukan pengambllan dan perekaman pas photo tanda tangan,

dan sidik Jari penduduk; \\\

Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan

stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada surat panggilan penduduk;
. Surat panggilan Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagal bukti telah

dilakukan verifikasl, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidlk
Jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;

Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagalmana dimaksud pada huruf
f dan biodata penduduk ke dalam database dl tempat pelayanan KTP Elektronik;

Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf i dikirim
melalut jaringan komunlkasl data ke server Automated Fingerprint Identification
System di pusat data Kementerian Dalam Negeri;

Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf | disimpan dan dilakukan proses

Identtfikasi ketunggalan Jatidiri sesecrang.

Hasil identHikasi sidik jarl Penduyduk sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila :
1. identitas tunggal, data dikemballkan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
2. identitas ganda, dilakukan klarifikas! dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.

. Kementerian Dalam Negeri melalul Direktorat Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Slpll melakukan personalisasl data yang sudah dildentifikasi
sebagaimana dimaksud pada huruf | angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronlk;

. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf m, Kementerilan

Dalam Negeri melalul Dlrektorat Jendera! Kependudukan dan Pencatatan Sipll
mendIstribusikan KTP Elektronlk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke tempat pelayanan KTP Elektronlk;

Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronlk, menerima KTP Elektronik dan

melakukan verifikasi melalul pemadanan sidlK jarl penduduk 1 : 1;

Hasll veritikasl sidlk Jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf o apablia:
1. datanya sama, maka KTP Elektronlk diberikan kepada penduduk;
2. datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberlkan kepada penduduk.

Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2
Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronlk ke
Kementerian Dalam Negerl melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan.,

Penduduk dapat mengambil KTP Elektronlk apabila membawa surat pangglian
penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ] dikonsolidasikar?
dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 2
Penduduk Orang Asing

Pasal 4

Tata cara penerbltan KTP Elektronlk secara massal bagl penduduk Orang Asing yang
memilikl izin tinggal tetap:

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten/Kota membuat daftar

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten/Kota
menandatangani surat panggilan penduduk Orang Asing berdasarkan daftar
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

¢. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
menyampalkan surat pangglian sébagalmana dimaksud pada hurut b kepada
penduduk Orang Asing berdasarkan daftar penduduk Orang Asing wajib KTP;

d. Penduduk Orang Asing yang telah menerima surat panggllan sebagalmana
dimaksud pada huruf b mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota dengan membawa surat panggllan, KTP lama bagi yang sudah
memilikl KTP dan Kartu 1zin Tinggal Tetap yang masih berlaku;

e. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan
verifikas! data penduduk Orang Asing secara langsung,

f. Petugas operator melakukan pengambilan dan oerekaman pas photo, tanda tangan,
dan sidik jarl penduduk Orang Asing;

g. Petugas sebagalmana dimaksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan
stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada surat
panggilan penduduk Orang Asing;

h. Surat Panggllan Penduduk Orang Asing sebagalmana dimaksud pada huruf g
sebagal bukti telah dilakukan verltikasl, pengambilan dan perekaman pas photo,
tanda tangan dan sidik Jar penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada
huruf e dan huruf f;

. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf
f dan biodata penduduk Orang Asing ke dalam database Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll Kabupaten/Kota;

j. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dlmaks'ud pada huruf | dikirim
melalul jaringan komunikasl data ke server Automated Fingerprint Identification
System di pusat data Kementerlan Dalam Negeri;

k. Data penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf | disimpan dan
dilakukan proses identifikas| ketunggalan Jatidiri seseorang;

. Hasli! identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada
huruf k, apabiia :

1. identitas tunggal, data dlkembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten/Kote;

2. identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

m. Kementerian Dalam Negeri melalul Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipll melakukan personalisasi data yang sudah dildentifikasi
sebagamana dimaksud pada hurut | an_gka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik.

n. Setelah dilakukan personailsasi sebagalmana dimaksud pada huruf m, Kementerian
Datam Negeri metatul Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mendistribusikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sfpll
Kabupaten/Kota;

0. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten/Kota, menerima
KTP Elektronik dan melakukan verlfikasli melalul pemadanan skdlk Jarl penduduk
Orang Asing 1 : 4;

p. Haslil verifikasi sidik jarl sebagalmana dimaksud pada huruf o, apablla :
1. datanya sama, maka KTP Elektronlk diberlkan kepada penduduk Orang Asing;

2. datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk
Orang Asing.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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q. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2,
petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipli Kabupaten/Kota
mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan.

A
(2) Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa surat
panggilan penduduk Orang Asing sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

(3) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut j
dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam
Negeri. \

Bagian Kedua
Penerbitan KTP Elektronik Secara Reguler

Paragraf 1
Penduduk WNI

Pasal 5

(1) Tata cara penerbitan KTP Elektrgnlk secara reguler bagi Penduduk WNI:

a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, dengan
mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:

1. Nomor Induk Kependudukan Naslonal;
2. Fotokopl Kartu Keluarga; dan

3. Surat pindah dan KTP Elektronlk bagli Penduduk -yang pindah atau KTP
Elektronik yang rusak bagl Penduduk yang KTP nya rusak atau Surat
keterangan kehilangan dar Kepolisian bagi Penduduk yang KTP nya hilang.

b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik merekam isl formulir permohonan
KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;

c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan verifikasl data
penduduk secara langsung;

d. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda
tangan, dan sidik jarl penduduk;

e. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b membubuhkan tanda tangan dan
stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada Formulir Permohonan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

f. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagal buktl telah
dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan
sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan hurutf d;

g. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana cdimaksud pada
huruf d dan biodata penduduk ke dalam database dl tempat pelayanan KTP
Elektronik;

h. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf g dikirim
melalul Jaringan komunikasl data ke server Automated Fingerprint Identification
Systern di pusat data Kementerian Dalam Negerti;

I Data penduduk sebagalmana dimaksud pada huruf h disimpan dan dilakukan
proses ldentitikas! ketunggalan Jatidiri seseorang;

J. Hasil IdentHikasl sidik Jarl penduduk sebagalmana dimaksud pada huruf |, apabila :
1. ldentitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;

2. ldentitas ganda, dllakukan klarifikas| dengan tempat pelayanan KTP Elektronlk.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten/Kota melakukan
personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada hurut |
angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik;

Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada hurut k, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan\Sipli Kabupaten/Kota mendistribusikan KTP
Elektronik ke tempat pelayanan KTP Elektronik;

Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf k:
1. apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;

2. apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronlk tidak diberikan kepada
penduduk.

Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2,
Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronlk mengembalikan KTP Elektronik ke
Kementerian Dalam Negerl melalul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan.

(2) Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa Formulir Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(3) Database Kependudukan seb%gmmana dimaksud pada ayat (1) hurut h,
dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam
Negerl.

Paragraf 2
Penduduk Orang Asing

Pasal 6

(1) Tata cara penerbitan KTP Elektronlk secara reguler bagi Penduduk Orang Asing yang
memlllki zin Tinggal Tetap:

Penduduk Orang Asing melapor kepada petugas di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dengan mengisi formulir permohonan dan
membawa persyaratan berupa:

1. Nomor Induk Kependudukan Naslonal;
2. Fotokopl Kartu Keluarga;

3. Fotokop! Kartu izin Tinggal Tetap; dan
4

. Surat Pindah dan KTP Elektronik bagl penduduk yang pindah atau KTP Elektronlk
yang rusak bagi penduduk yang KTP nya rusak atau Surat Keterangan
Kehilangan darl Kepolisian bagi penduduk yang KTP nya hilang.

Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota merekam Isi
formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;

Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan verifikasi data pendudtgk
secara langsung; .

Petugas operator melakukan pengambllan dan perekaman pas photo, tanda tangan,
dan sldik jari penduduk Orang Asing;

Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ membubuhkan tanda tangan dan
stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten/Kota pada Formulir
Permohonan sebagalmana dimaksud pada huruf a;

Formulir Permohonan sebagalmana dimaksud pada huruf e, sebagal bukti telah
dilakukan verifikasl, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik
Jarl penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;

42303.pdf
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Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf
d dan biodata penduduk ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten/Kota;

Data yang disimpan dalam databage sebagaimana dimaksud pada huruf g dikirim
melalul Jaringan komunikasi data\(e server Automated Fingerprint Identification
System di pusat data Kementerian Dalam Negeri;

Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf h disimpan dan dilakukan
proses identifikasl ketunggalan jatidiri seseorang;

Hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada
hurut i, apabila :

1. identltas tunggal, data dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipll Kabupaten/Kota;

2. Identitas ganda, dilakukan klarltikasl di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipll Kabupaten/Kota.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan
personalisasi data yang sudah dlidentifikasl sebagaimana dimaksud pada huruf }
angka 1 ke dalam blangko KTP Elektironlk;

Setelah dilakukan personalishsi sebagaimana dimaksud pada hurut k, petugas di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
melalui pemadanan sldik jari penduduk Orang Asing 1 : 1;

. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronlk menerima KTP dan melakukan

verifikasl melalul pemadanan sidik jari penduduk 1:1;
Hasll verifikasi sldik Jarl penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf m,
1. apabila datanya sama maka KTP Elektronlk diberlkan kepada penduduk;

2. apabila datanya tidak sama maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada
penduduk.

Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 2,
petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten/Kota
mengembalikan KTP Elektronlk ke Kementerlan Dalam Negerl untuk dimusnahkan.

(2) Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP Elektronik apablla membawa Formulir
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut e.

(3) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
dikonsolidaslkan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam
Negeri.

Bagian Ketiga
Penerbitan KTP Elektronik
Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu Datang/Melapor
Ke Tetnpat Pelayanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Dalam ha! Penduduk tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan dikarenakan
pertimbangan umur, cacat fisik, dan sakit keras, Petugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendatang! tempat domisill penduduk untuk memberikan
pelayanan penerbitan KTP Elektronlk.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Paragraf 2
Penduduk WNI

Pasal 8
N
(1) Penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi Penduduk sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 7 untuk Penduduk WNI, dilakukan dengan tata cara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 untuk Penduduk WNI, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1).

Paragraf 3
; Penduduk Orang Asing

Pasal 9

(1) Penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi Penduduk sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 7 untuk Penduduk Orang Asing, dilakukan dengan tata cara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagl Penduduk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 untuk Penduduk Orang Asing, dilakukan dengan tata cara sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB IV .
TATA CARA PEREKAMAN SIDIK JARI PENDUDUK

Pasal 10

(1) Perekaman sidik jJari penduduk dalam penerbitan KTP Elektronik dilakukan di tempat
pelayanan KTP Elektronlk secara massal dan tempat pelayanan KTP Elektronik secara
reguler.

(2) Perekaman sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Petugas Operator.

(3) Petugas sebagalmana dimaksud pada ayat (2) merekam seluruh sidik jari tangan
penduduk dengan urutan perekaman tangan kanan mulail ibu jari, jari telunjuk, jarl
tengah, jari manis dan jari kelingking dan tangan Kiri mulai ibu jari, Jari telunjuk, jari
tengah, jari manis dan jari kelingking.

(4) Hasil perekaman skilk jarl tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disimpan ke dalam database kependudukan di tempat pelayanan.

(5) Hasil perekaman sidlk jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk
Juga direkam ke dalam chip KTP Elektronlk.

g

Pasa! 11

Dalam hal sidik Jar telunjuk tangan kanan dan/atau tangan Kkirl tidak dapat direkam ke
dalam chip KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik Jari yang lainnya dengan urutan fari
tengah, jad manis, atau [bu Jari.

Pasal 12

(1) Penduduk yang cacat fisik sehlngga tidak bisa dilakukan perekaman sidik Jari tangan,
tidak dilakukan perekaman sidlk Jarl tangan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan perekaman pas photo wajah,
kedua tangan dan iris penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Menteri ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Ini

dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Pebruari 2011

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZ|

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruar 2011 .

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 118

i, 16 on e e e e v < DL
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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 69 TAHUN 2014

; TENTANG

’ PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA
PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAI\{YANG MAHA ESA

MENTERI] DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 8
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan
pengaturan mengenal persyaratan dan tata cara
penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang berpindah
domisili;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475};

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916},

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 4737);

e 7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;

8. Peraturan Presiden MNomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1
Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 41 Tahun 2010 tentang tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN
KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR I[INDUK
KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor .
Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 118) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1) Peréyaratan dan tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler
bagi Penduduk WNI yang belum memiliki KTP Elektronik:

a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP
Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa
persyaratan berupa;

1. Nomor Induk Kependudukan Nasional; dan
2. Fotokopi Kartu Keluarga.
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b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik memproses dengan
tata cara:

1. merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam
database kependudukan;

2. melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;

3. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan,
sidik jari penduduk, dan iris mata;

4. membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP
Elektronik pada Formulir Permohonan;

5. formuur permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4
sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan
perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata
penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;

6. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada
angka 3 dan biodata penduduk ke dalam database di tempat
pelayanan KTP Elektronik;

7. data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada

g angka 6 dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server
Automated Fingerprint Identification System di pusat data
Kementerian Dalam Negeri;

8. data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan
dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang;

9. hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud
pada angka 8, apabila :

a) identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan
KTP Elektronik;

b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat
pelayanan KTP Elektronik. _

10. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi
sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a ke dalam
blangko KTP Elektronik;

11. setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada
angka 10, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota mendistribusikan KTP Elektronik ke tempat
pelayanan KTP Elektronik;

12. menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui
pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;

13. hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud
pada angka 12:

a) apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan
kepada penduduk;

b) apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak
diberikan kepada penduduk.

14. dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana
dimaksud pada angka 13 huruf b, Petugas di tempat pelayanan
KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian
Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan.

c. penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa
Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4.

d. database kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7,
dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan
Kementerian Dalam Negeri.

{(2) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler
bagi Penduduk WNI yang sudah memiliki KTP Elektronik dan pindah

alamat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP

Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa

persyaratan berupa:

1. KTP Elektronik dengan alamat tempat tinggal asal (alamat lama);

2. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;

3. Fotocopy Kartu Keluarga

Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik memproses dengan tata

cara:

1. merekam NIK yang tercantum dalam KTP Elektronik yang lama
dan mengembalikan KTP Elektronik dengan alamat yang lama
kepada pemiliknya.

2. memproses pencetakan/personalisasi KTP Elektronik dengan
alamat yang baru.

3. menyerahkan KTP Elektronik dengan alamat yang baru kepada

pemiliknya sekaligus menank KTP Elektronik dengan alamat
yang lama.

2. Kefentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Persyaratan dan tata cara penerf;itan KTP Elektronik secara reguler
bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang
belum memiliki KTP Elektronik

a.

Penduduk Orang Asing melapor kepada petugas di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dengan
mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:

1. Nomor Induk Kependudukan Nasional,

2. Fotokopi Kartu Keluarga; dan

3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;

Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota memproses dengan tata cara:

1. merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam
database kependudukan;

2. melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;

3. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda
tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk Orang Asing;

4. membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Formulir
Permohonan;

5. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4,
sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan
perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata
penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2
dan angka 3;

6. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada
angka 3 dan biodata penduduk ke dalam database Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

7. data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud
pada angka 6 dikirim melalui jaringan komunikasi data ke
server Automated Fingerprint Identification System di pusat data
Kementerian Dalam Negen;

8. data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan
dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang;

9. hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana
dimaksud pada angka 8, apabila:

a) identitas tunggal, data dikembalikan ke Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan

b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
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10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi
sebagaimana dimaksud pada angka 9 a} ke dalam blangko KTP
Elektronik; dan

11. setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada
angka 10, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi melalui pemadanan
sidik jari penduduk Orang Asing 1 : 1;

12. hasii verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud
pada angka 10:

a) apabila datanya sama maka KTP Elektronik diben’kan
kepada penduduk; dan

b) apabila datanya tidak sama maka KTP Elektronik uda.k
diberikan kepada penduduk.

13. dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana
dimaksud pada angka 12 huruf b), petugas di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri
untuk dimusnahkan.

Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP Elektronik apabila

membawa Formulir Permohpnan sebagaimana dimaksud pada

huruf b angka 4.

Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b

angka 7, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database

kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal I

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 September 2014

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1449

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
W. SIGIT PUDJIANTO, SH, MH

PEMBINA UTAMA MUDA (lVic)
NIP. 19590203 198903 1 001.
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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 17 Januari 2014
D 470/321/33 Kepada
» Sangat Segera Yth. 1. Gubernur
Pl (satu) berkas 2. Bupati/Walikota
. Perubahan Kebijakan dalam _ di -
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan SELURUH INDONESTA

SURAT EDARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK
Secara Naslonal, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. .Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan

Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tersebut, maka terdapat beberapa

" perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasl

kependudukan yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta perlu disosialisasikan kepada
semua lapisan masyarakat. :

2. Perubahan penyelenggaraan administrasi kependudukan vyang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, antara_
lain :

v a. Masa Berlaku KTP-el
-+ Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi
berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen
data dalam KTP-el, antara lain perubahan status, perubahan nama, -
perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin,

baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan
diterbitkan.

@ Stelsel Aktif

Dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, semula vyang
diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi, yang aktif

Koleksi Perpustakaan Universitas iggpdfah - Pemerintah melalui Petugas dengan pola jemput
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%> Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

' - Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini
dilaksanakan terpusat di Jakarta, pada tahun 2014 dan
seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sesuai dengan amanat Pasal
8 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

d. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam
Negeri
Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yamg bersumber
dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-
satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua

/ keperluan : alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan
DAU), pélayanan publik, perencanaan pembangunan,
pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan
kriminal.

e. Penerbitan Avf;ta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi
Batas Waktu 1 (satu) Tahun
Semula penerbitan Akta Kelahiran tersebut memerlukan penetapan
Pengadilan Negeri, diubah dengan Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal
ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April
2013.

f. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil .

- Yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting,
diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili
penduduk. Perubahan _norma -- ini  sangat memudahkan
masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta-akta
pencatatan sipil di tempat terjadinya 'peristiwa, tetapi cukup
mengurus di domisilinya saja.

g. Pencatatan Kematian
Pelaporan pencatatan ‘kematian yang semula menjadi kewajiban
penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain
untuk melaporkan setiap kematian warganya ‘kepada
Instansi Pelaksana. Pelaporan tersebut dilakukan secara
berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan
Kecamatan.

—

@ Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak
Dipungut Biaya (Gratis) ‘ *
Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis), semula hanya untuk
penerbitan KTP-el, diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua
dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta
Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan
Anak, dan lain-lain).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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i. Pendanaan

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan
administrasi  kependudukan, baik di  provinsi  maupun
kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN dan dimulai pada APBN-P
Tahun Anggaran 2014, dengan demikian berarti sebelum

- tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap
menggunakan APBD,
Perlu kami sampaikan bahwa penyediaan APBN-P tahun 2014
untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi
kependudukan di provinsi dan. kabupaten/kota sedang dalam

; proses.

j. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural
pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan

Untuk  mepingkatkan  efektivitas  pelayanan  administrasi
kependudukan dan memaksimalkan pelaksanaan stelsei aktif bagi
Pemerintah melalui Petugas dalam rangka pelayanan keliling,
maka berdasarkan Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural pada
unit kerja 'yang menangani administasi kependudukan diatur
sebagai berikut :

1) Pejabat struktural pada wunit kerja yang menangani
administrasi  kependudukan di Provinsi, diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan
Gubernur.

2) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani
administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan
Bupati/Walikota melalui Gubernur.

3) Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara
periodik oleh Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang proses
pengangkatan dan pemberhentian tersebut sedang dalam proses.

@ Perubahan utama yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112
Tahun 2013, antara lain adalah KTP Non Elektronik (KTP biasa),
yang sebelumnya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 126
Tahun 2012 diperpanjang masa berlakunya sampai dengan
tanggal 31 Desember 2014 dengan Peraturan Presiden Nomor 112
Tahun 2013. Pertimbangan utama perpanjangan masa berlaku KTP
Non Elektronik tersebut adalah sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Sampai akhir tahun 2013, dari 191 juta Penduduk yang berpotensi
memiliki KTP-el, masih terdapat sekitar 19 juta Penduduk yang
belum memungkinkan untuk memperoleh KTP-el sampai akhir

2013.

Pelaksanaan pencetakan KTP-el pada tahun 2014 diserahkan
kepada kabupaten/kota sébagaimana yang diamanatkan dalam
Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, sedangkan
anggaran untuk pencetakan KTP-gl tersebut dibebankan pada
APBN-P tahun 2014, yang diperkirakan baru akan tersedia pada
ﬁertengahan tahun 2014.

Apabila masa Dberlaku KTP Non Elektronik tidak
diperpanjang, maka sejumlah sekitar 19 juta Penduduk tidak
memiliki kartu identitas, karena di satu pihak KTP Non
Elektronik tidak berlaku lagi, di pihak lain KTP-el belum
dimungkinkan untuk didapatkannya.

Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, mengamanatkan

- Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau

Daftar Pemilih - Tambahan, -dapat ikut memilih dengan

menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el atau KTP Non
Elektronik) atau Paspor. Dengan adanya perpanjangan masa
berlaku KTP Non Elektronik, juga dimaksudkan untuk
mengantisipasi agar semua Warga Negara Indonesia yang
berhak memilih bisa menggunakan hak pilihnya walaupun
tidak tercantum dalam DPT.

Copy Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pératuran Presiden
Nomor 112 Tahun 2013, terlampir.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan terima kasih.

Tembusan Yth :

Kepala BPKP;

0PN DN

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Menteri PPN/Kepala Bappenas;

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;

Kepala Dinas Kependudukan Provinsi seluruh Indonesia;

Kolelk@l %ﬁpaba@nalseléeq;eﬂdwaukan dan Penrﬂ? ran Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indnnesia.
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BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: g7  TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2012

BUPATI KAPUAS HULU

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan
keberhasilan pelaksanaan penerbitan Nomor Induk
Kependudukan (NIK} secara nasional dan penerapan Kartu
Tanda Penduduk Ele};tronik (e-KTP), maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja
Penerapan Kartu Tanda Pendudul Elektronik Tingkat
Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
2012

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1059 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Reublik Inconesia Nomor
4844, '

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5243},

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

.\1

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambagagdig
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Catatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35
Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011

tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional,

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1

Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2012;

10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2008
tentang Busunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
Hulu;

11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2012
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1565A/SJ
tanggal 29 April 2011 Perihal Penerbitan NIK Tahun 2011 dan
Pemantapan Persiapan Penerapan KTP Elektronik Tahun
2012

MEMUTUSKAN :

Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 dengan susunan
Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II

yang merupakan bagian yang tak terpisahkan

denganKeputusan ini. P

Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU selanjutnya disebut Tim Pokja Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik mempunyal tugas sebagai
berikut :

A. TIM POKJA KABUPATEN/KOTA :

1. memberikan sosialisasi penerapan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik kepada Instansi pemerintah dan
non pemerintah di tingkat Kabupaten dan Kecamatan,
tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat umum
dan penduduk ;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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2. merencanakan dan mempersiapkan tempat pelayda3ppdf
KTP  Elektronik sccara statis di  masing-masing
kecamatan dan operasionalisast pelayanan mobile
enrolment ke daerah-daerah terpencil;

melakukan fasilitasi, pengawasan supervisi persiapan
pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk
Elektronikk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten dan tempat pelayanan masing-masing
kecamatan;

[O8]

4. mempersiapkan Surat Pemanggil Penduduk Wajib KTP
untuk Perekaman data dan pengambilan KTP
Elektronik yang ditandatangani oleh camat;

5. memilah hasil pencetakan (print out) surat panggilan
‘ wajib Kartu Tanda Penduduk per desa/kelurahan dan
mengirimkan ke kecamatan;

6. menyampaikan faporan perkembangan persiapan dan
pelaksnaan penerapan Kartu Tanda Penduduk
Elektrongk kepada Gubernur melalui Bupati;

. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

-~

B. TIM POKJA KECAMATAN :

1. melakukan sosialisasi kepada Kepala Dusun/Kepala
Lingkungan, RW/RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama
dan penduduk;

2. menyediakan tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik di kecamatan;

menyampaikan surat panggilan kepada penduduk wajib
Kartu Tanda Penduduk Melalui perangkat
desa/kelurahan;

(O3]

4. membuat nomor antrian pelayanan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik di tempat-tempat pelayanan;

5. mengawasi dan mengambil langkah-langkah untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan Kartu
Tanda  Penduduk Elektronik di tempat-tempat
pelayanan,

e

6. membuat jadwal dan melakukan mobilisasi pendudulk
dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat
pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektromnik;

7. melakukan pemilahan Kartu Tanda Penduduk
Eleltronik per desa/kelurahan atau per
lingkungan/dusun atau RT/RW;

8. menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik kepada Bupati.

KETIGA © Tim POKJA Penerapan kartu Tanda Penduduk Elektronik
Tingkat kabupaten dan kecamatan di kabupaten Kapuas
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Hulu Tahun 2012 dalam melaksanakan tugas diberikan

honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam
tampiran [II dan IV yang merupakan bagian tak terpisahkan
dengan Keputusan ini.

KEEMPAT - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 Maret 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

; | [

A. M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1.

2.

gk

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Up. Direktur Jendral Administrasi Kependudukan di Jakarta,;

Gubernur Kalimantan Barat;

Up. Kepala Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretarat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

Yang Bersangkutan untuk diketahut dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya;
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU 42303.pef
NOMOR  TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA

PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

TINGKAT KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012

NOMOR JABATAN POKOK }‘EDUDUmN DALAM
1 BUPATI KAPUAS HULU PENANGGUNG JAWAB
2 WAKIL BUPATI KAPUAS HULU PENANGGUNG JAWAB

‘RE AE . -

5 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS | Lo oo
HULU
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

4 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS KETUA
HULU
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

5 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAKIL KETUA
KAPUAS HULU ,
SEKRETARIS DINAS KFPENDUDUKAN DAN

6 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS SEKRETARIS
HULU

- KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

! KAPUAS HULU ANGGOTA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

8 KAPUAS HULU ANGGOTA
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT

C

) DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU ANGGOTA

o | KEPALA KEPOLISIAN RESORT KAPUAS R,
HULU , |
KOMANDAN DISTRIK MILITER 1206 |

I PUTUSSIBAU ANGGOTA
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN

12 | DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ANGGOTA
KAPUAS HULU
KEPALA BIDANG INFORMASI
KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN

13 | DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ANGGOTA
KAPUAS HULU .
KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL DINAS

14 | KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ANGGOTA ,

KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

S

A. M. NASIR

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR9T TAHUN 2012

TENTANG

TN A B
(

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012

e L A GRS o AP

42303.pdf

NOMOR JABATAN POKOK REDUDUKAN DALAM
1 2 3
A. Kecamatan Putussibau Utara .
1 CAMAT KETUA
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS
3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA |
4 Kepala Seksi Trantib - ANGGOTA
5 Kepala Polisi Sektor N ANGGOTA
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 Lurah Putussibau Kota ANGGOTA |
9 Seklur Putussibau Kotg ANGGOTA
10 Lurah Hilir Kantor ANGGOTA
11 Seklur Hilir Kantor ANGGOTA
12 Kades Pala Pulau ANGGOTA
13 Sekdes Pala Pulau ANGGOTA
14 Kades Sinbau Hilir ANGGOTA
E Sekdes Sinbau Hilir ANGGOTA
16 Kades Padua Mendalam ANGGOTA
17 Sekdes Padua Mendalam ANGGOTA
18 Kades Datah Dian ANGGOTA
19 Sekdes Datah Dian ANGGOTA
20 . Kades Sibau Hulu - ANGGOTA
21 | Sekdes Sibau Hulu ANGGOTA
22 Kades Nanga Nyabau ANGGOTA
23 Sekdes Nanga Nyabau ANGGOTA
24 Kades Nanga Sambus ANGGOTA
25 Sekdes Nanga Sambus ANGGOTA
26 Kades Ariung Mendalam ANGGOTA
27 Sekdes Ariung Mendalam ANGGOTA
28 Kades Tanjung Karang ANGGOTA
29 Sekdes Tanjung Karang ANGGOTA
30 Kades Nanga Awin ANGGOTA
31 Sekdes Nanga Awin ANGGOTA
32 Kades Banua Tanga ANGGOTA
33 Sekdes Banua Tanga ANGGOTA
34 Kades Tanjung Beruang ANGGOTA
35 Sekdes Tanjung Beruang ANGGOTA
36 Kades Seluan ANGGOTA
37 Sekdes Seluun ANGGOTA
38 Kades Tanjung Lasa B e ANGGOTA
39 Sekdes Tanjung Lasa ANGGOTA
40 Kades Sungai Uluk Palin ANGGOTA
41 Sekdes Sungai Uluk Palin ANGGOTA |
42 Kades Lauk e ANGGOTA
43 Sekdes Lauk N B ANGGOTA
44 Kades Jangkang o ANGGOTA

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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45 [Sckdes Jangkang 5 ANGGOTA

B. Kecamatan Bika

1 CAMAT KETUA ]

, 2 SEKRETARIS CAMAT B 1 SEKRETARIS

‘r 3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA
4 Kepala Seksi Trantib ___ANGGOTA
5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 Kades Teluk Sindur ANGGOTA
9 Sekdes Teluk Sindur ANGGOTA
10 Kades Bika ANGGOTA
11 Sekdes Bika ANGGOTA
12 Kades Jelemuk ANGGOTA
13 Sekdes Jelemuk ANGGOTA
14 Kades Bika Hulu ANGGOTA

! 15 Sekdes Bika Hulu ANGGOTA
16 Kades Nanga Manday ANGGOTA
17 Sekdes Nanga Manday, ANGGOTA

18 Kades Melapi Manday ANGGOTA P
19 Sekdes Melapi Manday ANGGOTA
20 Kades Penyeluang ANGGOTA |
21 Sekdes Penyeluang ANGGOTA

i 22 Kades Jongkong Manday ANGGOTA 4

L 23 Sekdes Jongkong Manday ANGGOTA

C. Kecamatan Embaloh Hilir

1 CAMAT B B KETUA
2 SEKRETARIS CAMAT _SEKRETARIS

\ 3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA

|4 Kepala Seksi Trantib i ANGGOTA

; 5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA

| 6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 Kades Nanga Embaloh ANGGOTA
9 Sekdes Nanga Embaloh ANGGOTA
10 Kades Keliling Sembulung ANGGOTA
11 Sekdes Keliling Sembulung ANGGOTA
12 Kades Nanga Palin ANGGOTA
13 Sekdes Nanga Palin ANGGOTA
14 Kades Nanga Lauk ANGGOTA
15 Sekdes Nanga Lauk ANGGOTA
16 Kades Pala Pintas ANGGOTA
17 Sekdes Pala Pintas ANGGOTA

| 18 Kades Lawik ANGGOTA
19 Sekdes Lawik ANGGOTA
20 Kades Kirin Nangka ANGGOTA
21 Sekdes Kirin Nangka ANGGOTA
22 Kades Ujung Bayur ANGGOTA
23 Sekdes Ujung Bayur ANGGOTA
24 Kades Belatung o ANGGOTA
25 ! Sekdes Belatung i ANGGOTA
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. D. Kecamatan Embaloh Hulu o -
ol CAMAT __KETUA |
‘ 2 _SEKRETARIS CAMAT | SEKRETARIS
.3 ! Kepala Seksi Pemerintahan B | ANGGOTA |
4 ‘Kepala Seksi Trantib ' ANGGOTA
5 Kepala Polisi Sektor ] ANGGOTA
.6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA |
' 7 | Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 Kades Benua Martinus ANGGOTA
9 Sekdes Benua Martinus ANGGOTA
10 Kades Menua Sadap ANGGOTA
11 Sekdes Menua Sadap ANGGOTA |
[ 12 Kades Pulau Manalk ANGGOTA
.13 Sekdes Pulau Manak ANGGOTA
| 14 Kages Benua Ujung ANGGOTA ﬁ
‘ 15 Sekdes Benua Ujung ANGGOTA
16 Kades Saujung Giling Manik ANGGOTA
17 Sekdes Saujung Giling Manik -ANGGOTA
18 Kades Ulak Pauk ANGGOTA
~ 19 Sekdes Ulak Pauk o ANGGOTA
20 Kades Langan Baru ANGGOTA
» 21 Sekdes Langan Baru ANGGOTA
i 22 Kades Batu Lintang ANGGOTA
23 Sekdes Batu Lintang ANGGOTA
24 Kades Rantau Prapat ANGGOTA
25 Sekdes Rantau Prapat ANGGOTA
26 Kades Tamao ANGGOTA
L 27 Sekdes Tamao B ANGGOTA
E. Kecamatan Bunut Hilir o _
1 [camar j | KETUA B
B 2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS
3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA
4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA
S Kepala Polisi Sektor ANGGOTA
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 Kades Bunut Hilir ANGGOTA
9 Sekdes Bunut Hilir ANGGOTA
10 Kades Bunut Hulu ANGGOTA
11 Sekdes Bunut Hulu ANGGOTA ]
12 Kades Teluk Aur ANGGOTA
13 Sekdes Teluk Aur ANGGOTA
14 Kades Nanga Tuan ANGGOTA
15 Sekdes Nanga Tuan ANGGOTA
16 Kades Ujung Pandang ANGGOTA :j
|17 Sekdes Ujung Pandang ANGGOTA
‘ 18 Kades Empangau ANGGOTA
| 19 Sekdes Empangau ANGGOTA
20 Kades Tembang B ANGGOTA
2] Sekdes Tembang J ANGGOTA .
- 22 Kades Bunut Tengah ANGGOTA
28 Sekdes Bunut Tengah ANGGOTA
24 I'Kades Entibab ANGGOTA
{25 i S(“kdg}; Entibab ANGGOTA
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26 |Kades Kapuas Raya - ) ANGGOTA
27 Sekdes hapuas Raya ANGGOTA ]
28 | Kades Empangau Hilir ANGGOTA
29 | Sekdes Empangau Hilir ANGGOTA
 F. Kecamatan Bunut Hulu
i 1 CAMAT KETUA
‘T 2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS
3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA
L4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA
S Kepala Polisi Sektor ANGGOTA
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA ]
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 Kades Nanga Suruk ANGGOTA
9 Sekdes Nanga Suruk ANGGOTA
10 Kades Temuyuk ANGGOTA
11 Sekdes Temuyuk ANGGOTA —]
12 Kades Nanga Semangut ANGGOTA j
13 Sekdes Nanga Semangut ANGGOTA
14 Kades Nanga Dua F: ANGGOTA .
L 15 Sekdes Nanga Dua ANGGOTA
16 Kades Selaup B ANGGOTA
17 Sekdes Selaup ANGGOTA
18 Kades Riyam Piyang ANGGOTA
19 Sekdes Riyam Piyang ANGGOTA
20 Kades Nanga Payang ANGGOTA
? 21 Sekdes Nanga Payang ANGGOTA
L 22 Kades Batu Tiga ANGGOTA
23 Sekdes Batu Tiga ANGGOTA
24 Kades Semangut Utara ANGGOTA
25 Sekdes Semangut Utara ANGGOTA
f 26 Kades Segitak ANGGOTA
27 Sekdes Segitak ANGGOTA
28 Kades Nanga Kelibang ANGGOTA
29 Sekdes Nanga Kelibang ANGGOTA
30 Kades Sungai Besar ANGGOTA ™
| 31 Sekdes Sungai Besar ANGGOTA
32 Kades Bakong Permai ANGGOTA
33 Sekdes Bakong Permai ANGGOTA
34 Kades Beringin ANGGOTA
35 Sekdes Beringin ANGGOTA
i 36 Kades Pantas Bersatu ANGGOTA
37 Sekdes Pantas Bersatu ANGGOTA
| G. Kecamatan Jongkong
1 CAMAT KETUA
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS
3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA
‘ 4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA ]
| S Kepala Polisi Sektor ANGGOTA
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 Kades Jongkong Kiri Hilir ANGGOTA |
9 Sekdes Jongkong Kiri Hilir - ANGGOTA ;
10 Kades Jongkong Kanan _ANGGOTA
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Y Sekdes Jongkong Kanan - ANGGOTA

12 Kades Jongkong Kiri Hulu i : ANGGOTA
13 Sekdes Jongkong Kiri Hulu 5 ANGGOTA ]
14 Kades Jongkong Pasar - B ANGGOTA

15 Sekdes Jongkong Pasar i ! ANGGOTA

16 Kades Ujung Said ANGGOTA

17 Sekdes Ujung Said B ANGGOTA

18 Kades Nanga Temenang ANGGOTA

19 Sekdes Nanga Temenang ANGGOTA

20 Kades Ujung Jambu ANGGOTA

21 Sekdes Ujung Jambu ANGGOTA

22 Kades Bontai ANGGOTA

23 Sekdes Bontai ANGGOTA

24 Kades Joki Kiri Tengah ANGGOTA

25 Sekdes Joki Kiri Tengah ANGGOTA

26 Kades Jongkong Tanjung ANGGOTA

27 Sekdes Jongkong Tanjung ANGGOTA

28 Kades Kandung Suli ANGGOTA

29 Sekdes Kandung Suli ANGGOTA

30 Kades Penepian Raya ANGGOTA

31 Sekdes Penepian Raya ANGGQOTA

32 Kades Karya Baru ANGGOTA

33 Sekdes Karya Baru ANGGOTA

34 Kades Nanga Serian ANGGOTA

35 Sekdes Nanga Serian J ANGGOTA

H. Kecamatan Hulu Gurung
) 1 CAMAT" | KETUA

2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS

3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA

4 Kepala Seksi Trantib . ANGGOTA .

5 Kepala Polisi Sektor -~ .. - - ANGGOTA

6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA
7 -Kepala Puskesmas ANGGOTA

8 Kades Nanga Tepuai ANGGOTA

9 Sekdes Nanga Tepuai ANGGOTA

. 10 Kades Landau Kumpang ANGGOTA

11 Sekdes Landau Kumpang ANGGOTA

12 Kades Nanga lyen ANGGOTA

13 Sekdes Nanga lyen ANGGOTA

14 Kades Lubuk Antuk ANGGOTA

15 Sekdes Lubuk Antuk L ANGGOTA

16 Kades Parang ANGGOTA

17 Sekdes Parang ANGGOTA

18 Kades Kelakar ANGGOTA

19 Sekdes Kelakar ANGGOTA

20 Kades Bugang ANGGOTA

21 Sekdes Bugang ANGGOTA

22 Kades Mentawit ANGGOTA

23 Sekdes Mentawit ANGGOTA

24 Kades Tani Makmur o ‘ ANGGOTA

25 Sekdes Tani Makmur B ANGGOTA l
26 Kades Simpang Senara ~_ ANGGOTA ]
27 Sekdes Stimpang Senara o ANGGOTA |
28 Kades Beringin ANGGOTA o
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3:#29 Sekdes Beringin i ~__ANGGOTA !
30 kades Sejahtera Mandiri B ANGGOTA |
Y Sekdes Sejahtera Mandiri ANGGOTA |
.32 | Kades Karya Mandiri ANGGOTA :
. 33 | Sekdes Karya Mandiri ) ANGGOTA

34 kades Mubung ANGGOTA

35 Sekdes Mubung o ! ANGGOTA

36 Kades Tunas Muda N ANGGOTA

37 Sekdes Tunas Muda ' ANGGOTA

I. Kecamatan Selimbau ,

1 CAMAT KETUA

2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS

3 Kepala Seksi Pemerintahan 1 ANGGOTA

4 Kepala Seksi Trantib | ANGGOTA

5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA

6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA

7 Kepala Puskesmas ANGGOTA

8 Kades Gudang Hulu ANGGOTA

9 Sekdes Gudang Hulu ; ANGGOTA

10 Kades Gudang Hilir ANGGOTA

11 Sekdes Gudang Hilir ANGGOTA

12 Kades Dalam ANGGOTA

13 Sekdes Dalam ANGGOTA

14 Kades Nibung o ANGGOTA

15 Sekdes Nibung L ANGGOTA

16 Kades Piasak Hilir ] | ANGGOTA

17 Sekdes Piasak Hilir ! ANGGOTA

18 Kades Piasak Hulu B - [ ANGGOTA

19 Sekdes Piasak Hulu - ; ANGGOTA

20 Kades Engkrengas - ANGGOTA ;

21 Sekdes Engkrengas j ANGGOTA

22 Kades Gerayau L ANGGOTA

23 Sekdes Gerayau ANGGOTA

24 Kades Banuis ANGGOTA

25 Sekdes Banuis ANGGOTA

26 Kades Sekulat ANGGOTA

27 Sekdes Sekulat ANGGOTA

28 Kades Nanga Leboyan ANGGOTA

29 Sekdes Nanga Leboyan ANGGOTA

30 Kades Semalah ANGGOTA

31 Sekdes Semalah ANGGOTA

32 Kades Vega ANGGOTA

33 Sekdes Vega ANGGOTA

34 Kades Mawan ANGGOTA

35 Sekdes Mawan o ANGGOTA

36 Kades Ternpurau - ANGGOTA

37 Sekdes Tempurau o ANGGOTA

38 Kades Titian Kuala ANGGOTA

39 Sekdes Titian Kuala ANGGOTA

40 ! Kades Sekubah - ANGGOTA

41 | Sekdes Sekubah o ANGGOTA
- J. Kecamatan Semitau o

"CAMAT | KETUA

1

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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| 1 | 2

3

T2 | SEKRETARIS CAMAT ) SERRETARIE P |
L 3 Kepala Sekst Pemerintahan B ANGGOTA
i 4 Kepala Seksi Trantib - ANGGOTA
5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA
| 6 | Komandan Rayon Militer - ANGGOTA
7 Kepala Puskesmas B ANGGOTA
8 Kades Semitau Hulu ANGGOTA
9 Sekdes Semitau Hulu ANGGOTA
10 Kades Kenerak ANGGOTA
11 Sekdes kenerak ANGGOTA
12 Kades Nanga Seberuang ANGGOTA
13 Sekdes Nanga Seberuang ANGGOTA
14 Kades Entipan ANGGOTA
15 Sekdes Entipan ANGGOTA
16 Kades Kenepai Komplek ANGGOTA
17 Sekdes Kenepai Komplek ANGGOTA
18 Kades Semitau Hilir ANGGOTA
19 Sekdes Semitau Hilir ANGGOTA
20 Kades Nanga Kenepai ANGGOTA
21 Sekdes Nanga Kenepai ANGGOTA
22 Kades Tua" Abang F ANGGOTA
| 23 Sekdes Tua” Abang ANGGOTA
! 24 Kades Marsedan Raya ANGGOTA
! 25 Sekdes Marsedan Raya ANGGOTA
|26 Kades Nanga Lemedak ANGGOTA
Y Sekdes Nanga Lemedak ANGGOTA
28 Rades PaDung Kumang ANGGOTA
29 Sekdes PaDung Kumang - ANGGOTA
30 Kades Sekedau ANGGOTA
31 | Sekdes Sekedau ANGGOTA
K. Kecamatanéebcruﬁng B
1 CAMAT KETUA
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS
3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA
4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA
5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 Kades Sejiram ANGGOTA
9 Sekdes Sejiram ANGGOTA
10 Kades Beluis Harum ANGGOTA
11 Sekdes Beluis Harum ANGGOTA
12 Kades Gurung ANGGOTA
13 Sekdes Gurung ANGGOTA
| 14 Kades Bati ANGGOTA
L 15 Sekdes Bati ANGGOTA
16 Kades Seneban - ANGGOTA
I 17 Sekdes Seneban ANGGOTA
18 Kades Belikai ANGGOTA
19 Sekdes Belikai ANGGOTA
20 | Kades Ranyai ANGGOTA
‘: 21 Sekdes Ranyal ANGGOTA
l 22 Kades Emperiang ANGGOTA
ANGGOTA

23 Sekdes Emperiang
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Ir)_ 24 Kades Pala” kota ANGGOTA
.25  Sekdes Pala” kota B ANGGOTA
| 20 Kades NangalLot o ANGGOTA
27 _SekdesNangalot e ANGGOTA
. 28 | Kades Tanjung Keliling - | ANGGOTA
29  ; Sekdes Tanjung Keliling - B ANGGOTA
| 30 ! Kades Tajau Mada B ANGGOTA
31 Sekdes Tajau Mada ANGGOTA
| 32 kades Jerenjang ANGGOTA
| 33 Sekdes Jerenjang ANGGOTA
34 Kades Bekuan ANGGOTA
35 Sekdes Bekuan ANGGOTA
36 Kades Na. Pala ANGGOTA
37 Sekdes Na. Pala ANGGOTA
L. Kecamatan'Batang Lupar
1 [ CAMAT ‘ i KETUA
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS
3 Kepala Seksi Pemerintahan o ANGGOTA
4 | Kepala Seksi Trantib ANGGOTA
5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA
6 | Komandan Rayon Militer ANGGOTA
7 | Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 Kades SETULANG ANGGOTA
9 Sekdes SETULANG ANGGOTA |
10 Kades SEPADAN ANGGOTA
11 | Sekdes SEPADAN ) ] ANGGOTA |
12 Kades SUNGAI AJUNG J ANGGOTA
- 13 Sekdes SUNGAI AJUNG f ANGGOTA
14 Kades SUNGAI ABAU T ANGGOTA |
|15 | Sekdes SUNGAIABAU HL ANGGOTA
16 | Kades LABIAN ANGGOTA
17 Sekdes LABIAN ANGGOTA
18 Kades MENSIAU ANGGOTA
|19 Sekdes MENSIAU ANGGOTA
20 Kades MELEMBA ANGGOTA
21 Sekdes MELEMBA ANGGOTA
22 Kades SUNGAI SENUNUK ANGGOTA
23 Sekdes SUNGAI SENUNUK ANGGOTA
24 Kades LANJAK DERAS ANGGOTA
25 Sekdes LANJAK DERAS ANGGOTA
26 Kades LABIAN IRAANG. | ANGGOTA
27 Sekdes LABIAN IRAANG. ANGGOTA
™. Kecamatan Empanang
1 CAMAT ] KETUA
2 SEKRETARIS CAMAT § SEKRETARIS
3 Kepala Seksi Pemerintahan i ANGGOTA
I Kepala Seksi Trantib ANGGOTA |
5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA ‘i
6 Komandan Rayon Militer - ANGGOTA
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 Kades Kaling Panggau S B ANGGOTA
9 Sekdes Kaling Panggau ANGGOTA
10 Kades Nanga Kantuk ANGGOTA
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i 11 | Sekdes Nanga Kantuk - ANGGOTA
12 Kades Titin Peninjau o R ANGGOTA
13 | Sekdes Titin Peninjau - ANGGOTA
14+ Kades Desa Bajau Andai - 7 ANGGOTA
15 Sekdes Desa Bajau Andai ’ ANGGOTA
16 Kades Desa Kumang Jaya o N ANGGOTA
17 Sekdes Desa Kumang Jaya - ANGGOTA |
18 Kades Desa Laja Sandang ANGGOTA
19 Sekdes Desa Laja Sandang ANGGOTA
N. Kecamatan Badau ‘
1 CAMAT ] KETUA
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS
3 Kepala Seksi Pemerintahan | ANGGOTA
4| Kepala Seksi Trantib ! ANGGOTA |
5 Kepala Polisi Sektor | ANGGOTA B
| 6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA
| 7 Kepala Puskesmas o ANGGOTA
8 Kades BADAU - ANGGOTA
9 Sekdes BADAU ; ANGGOTA
10 Kades JANTING ) ANGGOTA
11 Sekdes JANTING o ANGGOTA
12 Kades SEMUNTIK . ANGGOTA
13 Sekdes SEMUNTIK - B ANGGOTA
14 Kades KEKURAK J ANGGOTA
|15 Sckdes KEKURAK | ANGGOTA
16 Kades PULAU MAJANG ANGGOTA
17 Sekdes PULAU MAJANG - ANGGOTA
18 Kades SERIANG ANGGOTA
.19 Sekdes SERIANG - ANGGOTA
‘ 20 Kades TINTING SELIGI ANGGOTA |
21 Sekdes TINTING SELIGI ANGGOTA
22 Kades SEBINDANG ANGGOTA
23 Sekdes SEBINDANG ANGGOTA
24 Kades TAJUM ANGGOTA
25 Sekdes TAJUM | ANGGOTA
O. Kecamatan Silat Hilir
1 CAMAT [ KETUA
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS
3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA
4 Kepala Seksi Trantib - ANGGOTA
L Kepala Polisi Sektor ANGGOTA
6 Komandan Rayon Militer ) ANGGOTA
L7 Kepala Puskesmas B ANGGOTA
L 8 Kades Perigi - ) ANGGOTA
9 | Sekdes Perigi - ANGGOTA
| 10 Kades Baru - B ANGGOTA
11 Sekdes Baru ANGGOTA
12 Kades Pangeran o ANGGOTA
. 13 | Sekdes Pangeran - ANGGOTA
14 | Kades Miau Merah ANGGOTA
15 Sckdes Miau Merah T ANGGOTA
.16 ~Kades Setunggul o | ANGGOTA
. ANGGOTA

Sekdes Setunggul
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L;Ig:] Kades Sungai Sena ANGGOTA
.19 | Sckdes Sungai Sena ANGGOTA

20 Kades Penai - ANGGOTA
21 : Sekdes Penai ANGGOTA
22 Kades Nanga Nuar ANGGOTA
| 23 Sekdes Nanga Nuar ANGGOTA
| 24 Kades Bongkong ANGGOTA
25 Sekdes Bongkong ANGGOTA
26 Kades Seberu B ANGGOTA
27 Sekdes Seberu ANGGOTA
28 Kades Sentabai ANGGOTA
29 Sekdes Sentabai ANGGOTA
30 Kades Rumbih ANGGOTA
31 Sekdes Rumbih ANGGOTA
32 Kades Bukit Penai ANGGOTA
33 Sekdes Bukit Penai ANGGOTA
;—5. Kecamatan Silat Hulu
1 CAMAT KETUA

SEKRETARIS

| SEKRETARIS CAMAT
Kepala Seksi Pemerint4han

2
3 ANGGOTA
4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA
5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 | Kades Nanga Dangkan. 1 ANGGOTA
9 Sekdes Nanga Dangl\fm 1 ANGGOTA
10 Kades Belimbing ANGGOTA
1 1 Sekdes Belimbing ANGGOTA
| Kades Nanga Ngeri | ANGGOTA
Tr: 13 { Sekdes Nanga Ngeri ! ANGGOTA
Kades Landau Badai | ANGGOTA
15 Sekdes Landau Badai ANGGOTA
16 Kades Nanga Lungu ANGGOTA
17 Sekdes Nanga Lungu ANGGOTA
18 Kades Nanga Luan ANGGOTA
19 Sekdes Nanga Luan ANGGOTA
20 Kades Riam Tapang ANGGOTA
21 Sekdes Riam Tapang ANGGOTA
22 Kades Lebak Najah ANGGOTA
23 Sekdes Lebak Najah ANGGOTA
24 Kades Dangkan Kota ANGGOTA
25 Sekdes Dangkan Kota ANGGOTA
26 Kades Perjuk ANGGOTA
[ 27 Sekdes Perjuk ANGGOTA
28 Kades Landau Rantau ANGGOTA
29 Sekdes Landau Rantau ANGGOTA
30 Kades Entebi ANGGOTA
31 Sekdes Entebi ANGGOTA
|32 | Kades Sclangkai ANGGOTA
33 Sekdes Selangkai ANGGOTA
34 Kades Selimu ANGGOTA
Esj ' Sekdes Selimu ANGGOTA
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' Q. Kecamatan Putussibau Selatan - - o
Ll CAMAT o KETUA
i 2 SEKRETARIS CAMAT - SEKRETARIS
3 Kepala Seksi Pemerintahan N _ANGGOTA
4 Kepala Seksi Trantib B ; ANGGOTA
3 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 Lurah KEDAMIN HULU ANGGOTA
9 Seklur KEDAMIN HULU ANGGOTA
10 Lurah KEDAMIN HILIR ANGGOTA
11 Seklur KEDAMIN HILIR ANGGOTA
12 Kades SUNGAI ULUK ANGGOTA
13 Sekdes SUNGAI ULUK ANGGOTA
14 Kades JARAS ANGGOTA
15 Sekdes JARAS ANGGOTA
16 Kades MELAPI ANGGOTA
17 Sekdes MELAPI ANGGOTA
18 Kades INGKO' TAMBE ANGGOTA
19 Sekdes INGKO' TAMBE; ANGGOTA
20 Kades SAYUT ANGGOTA
21 Sekdes SAYUT ANGGOTA
22 Kades SUKA MAJU ANGGOTA
23 Sekdes SUKA MAJU ANGGOTA
|24 Kades CEMPAKA BARU ANGGOTA
.25 Sekdes CEMPAKA BARU e ANGGOTA
26 Kades BERINGIN JAYA ANGGOTA
27 Sekdes BERINGIN JAYA ANGGOTA
28 Kades BUNGAN JAYA . ANGGOTA
29 Sekdes BUNGAN JAYA ANGGOTA
30 Kades TANJUNG LOKANG | ANGGOTA
31 Sekdes TANJUNG LOKANG i ANGGOTA
32 Kades URANG UNSA ANGGOTA
33 Sekdes URANG UNSA ANGGOTA
34 Kades KEDAMIN DARAT ANGGOTA
35 Sekdes KEDAMIN DARAT ANGGOTA
36 Kades TANJUNG JATI ANGGOTA
37 Sekdes TANJUNG JATI ANGGOTA
38 Kades KEREHO ANGGOTA
39 Sekdes KEREHO ANGGOTA
R. Kecamatan Kalis
1 CAMAT KETUA
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS
3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA
4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA
S Kepala Polisi Sektor ANGGOTA
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 Kades NANGA SEBINTANG ANGGOTA
9 Sekdes NANGA SEBINTANG : ANGGOTA j
10 Kades NANGA LEBANGAN { ANGGOTA
11 Sekdes NANGA LEBANGAN g ANGGOTA
12 Kades NANGA KALIS ' ANGGOTA
ANGGOTA

13 Sekdes NANGA KALIS
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14 | Kades NANGA RAUN - ANGGOTA
"""""" 15 Sckdes NANGA RAUN o ANGGOTA
16 Kades BAHENAP B ANGGOTA
L 17 Sekdes BAHENAP B | ANGGOTA
|18 | Kades NANGA TUBUK B ‘; ANGGOTA
i 19 Sekdes NANGA TUBUK ANGGOTA
20 Kades NANGA DANAU ANGGOTA
21 Sekdes NANGA DANAU ANGGOTA
22 Kades KENSURAI ANGGOTA
23 Sekdes KENSURALI ANGGOTA
24 Kades RANTAU KALIS ANGGOTA
25 Sekdes RANTAU KALIS ANGGOTA
26 Kades KALIS RAYA ANGGOTA
27 Sekdes KALIS RAYA ANGGOTA
|28 Kades TEKUDAK ANGGOTA
29 Sekdes TEKUDAK - ANGGOTA
30 Kades SEMERANTAU ANGGOTA
31 Sekdes SEMERANTAU ANGGOTA B
32 Kades TAPANG DA'AN B ANGGOTA
33 Sekdes TAPANG DA'AN - ANGGOTA |
34 Kades SEGIAM ' ANGGOTA
35 Sekdes SEGIAM ] ANGGOTA
36 Kades PENIUNG ANGGOTA
37 Sekdes PENIUNG ANGGOTA
38 Kades RIBANG KADENG * ANGGOTA
39 Sekdes RIBANG KADENG ANGGOTA
40 Kades RANTAU BUMBUN ) ANGGOTA
41 Sekdes RANTAU BUMBUN ANGGOTA
| S. Kecamatan Boyan Tanjung L
1 CAMAT - { KETUA 1
2 SEKRETARIS CAMAT | SEKRETARIS
3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA
4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA
S Kepala Polisi Sektor ANGGOTA
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 Kades NANGA DANAU ANGGOTA
9 Sekdes NANGA DANAU ANGGOTA
10 Kades BOYAN TANJUNG ANGGOTA
i i1 Sekdes BOYAN TANJUNG ANGGOTA
L 12 Kades RIAM MENGELAI ANGGOTA
13 Sekdes RIAM MENGELAI ANGGOTA
14 Kades NANGA SANGAN ANGGOTA
15 Sekdes NANGA SANGAN ANGGOTA
16 Kades SRI WANGI B | ANGGOTA |
17 Sekdes SRI WANGI B ANGGOTA
18 Kades NANGA BOYAN - ANGGOTA
.19 Sekdes NANGA BOYAN ANGGOTA
20 Kades NANGA BETUNG o ANGGOTA
21 Sekdes NANGA BETUNG ANGGOTA
22 Kades MUJAN - ANGGOTA
23 Sekdes MUJAN - B ANGGOTA
24 | Kades NANGA JEMAH - ANGGOTA
| 25 . Sekdes NANGA JEMAIT - ANGGOTA |
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20 1 Kades TUBANG JAYA - ANGGOTA |
. 27 | Sekdes TUBANG JAYA - ANGGOTA
28 | Kades KARYA MAJU ANGGOTA
29 I'Sekdes KARYA MAJU ANGGOTA ]
30 Kades LANDAU MENTAIL ANGGOTA B
31 Sekdes LANDAU MENTAIL ANGGOTA
[ 32 kades DELINTAS KARYA ANGGQOTA
3 Sekdes DELINTAS KARYA ANGGOTA
34 Kades TELUK GERUGUK ANGGOTA
35 Sekdes TELUK GERUGUK ANGGOTA
36 Kades NANGA RET ANGGOTA
37 Sekdes NANGA RET ANGGOTA
! 38 Kades PEMAWAN ANGGOTA
r— 39 Sekdes PEMAWAN | ANGGOTA
| :
| T. Kecamatan Mentebah
1 [CAMAT KETUA
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS
3 Kepala Seksi Pemerintahan o ANGGOTA
; 4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA
| 5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA
8 Kades NANGA MENTEBAH ANGGQOTA
9 Sekdes NANGA MENTEBAH ANGGOTA
10 Kades TEKALONG ANGGOTA
11 Sekdes TEKALONG ANGGOTA
|12 Kades SUKA MAJU - ANGGOTA
[ 13 Sekdes SUKA MAJU ANGGOTA
- 14 Kades KEPALA GURUNG ANGGOTA
.15 | Sekdes KEPALA GURUNG ANGGOTA
‘ 16 ‘Kades TANJUNG ANGGOTA - ~-
17 Sekdes TANJUNG S ANGGQOTA
18 Kades NA. MENARIN ANGGOTA
9 Sekdes NA. MENARIN ANGGOTA
20 Kades TANGAI JAYA ANGGOTA
21 Sekdes TANGAI JAYA ANGGOTA
22 Kades TANJUNG INTAN ANGGOTA
23 Sekdes TANJUNG INTAN ANGGOTA
U. Kecamatan Pengkadan
1 CAMAT KETUA
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS
3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA
! 4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA
| 5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA
! 6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA
| 7 Kepala Puskesmas - o ANGGOTA -
8 Kades KERANGAN PANJANG ANGGOTA
9 Sekdes KERANGAN PANJANG ANGGOTA
: 10 Kades MAWAN ANGGOTA
L 11 Sekdes MAWAN 1 ANGGOTA
F12 Kades MARTA DANA | ANGGOTA |
.13 Sekdes MARTA DANA ] | ANGGOTA
L 14 Kades BUAK LIMBANG - i ANGGOTA
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13 Selic lt%_li‘7¥ : - ANGGOTA i
% Hades RIAM PANJANG T ANGGOTA
a7 SLI\dcs RIAM PAI\J JANG - ANGGOTA i
18 Kades PERMATA ANGGOTA j
19 Sc‘\des PERMA A ) . ANGGOTA |

| 20 | Kades HULU PENGKADAN | ANGGOTA

21 Sekdes HULU PENGKADAN o ANGGOTA

22 Kades PINANG LAKA . ANGGOTA
23 Sekdes PINANG LAKA T ANGGOTA ‘g

24 Kades SASAN i ANGGOTA

25 Sekdes SASAN ANGGOTA

26 Kades PENGKADAN HILIR ’F ANGGOTA

27 Sekdes PENGKADAN HILIR J ANGGOTA

28 Kades SIRA JAYA ] ANGGOTA

29 Selsdes SIRA JAYA . ANGGOTA

V. Kecamatan Suhaid B )

1 [CAMAT J KETUA B
|2 SEKRETARIS CAMAT ) - ~ SEKRETARIS !
;f 3 Kepala Seksi Pemerintahan o ANGGOTA
F 4 Kepala Seksi Trantib * o ANGGOTA
| 5 Kepala Polisi Sektor s } ANGGOTA

6 Komandan Rayon Militer ;‘ ANGGOTA

7 Kepala Puskesmas L 1 ANGGOTA
8 Kades MENSUSAI ANGGOTA |

9 Sekdes MENSUSAL ... ANGGOTA |

10 Kades KERENGAS - j ANGGOTA
11 Sekdes KERENGAS | ANGGOTA

12 Kades MANTAN - ? ANGGOTA -
.13 Sekdes MANTAN ~ ANGGOTA !
14 | Kades NANGA SUHAID - ANGGOTA H‘J

15 | Sekdes NANGA SUHAID | ANGGOTA

16 | Kades TANJUNG . ANGGOTA

17 Sckdes TANJUNG | ANGGOTA

18 Kades MADANG PERMAI ANGGOTA

19 Sekdes MADANG PERMAI ANGGOTA
[ 20 Kades LAUT TAWANG ] ANGGOTA

21 Sekdes LAUT TAWANG ANGGOTA

22 Kades LUBUK PENGAIL ANGGOTA

23 Sekdes LUBUK PENGAIL ANGGOTA

24 Kades MANAPAR - ANGGOTA
25 Sekdes MANAPAR - B ANGGOTA

26 Kades JONGKONG HULU ] ANGGOTA

27 Sekdes JONGKONG HULU ANGGOTA

28 Kades TANJUNG HARAPAN B ANGGOTA

20 | Sekdes TANJUNG HARAPAN - ANGGOTA

W. Kecamatan Puring Kencana - S

. 1 CAMAT o o KETUA o
| 2 SEKRETARIS CAMAT i SEKRETARIS

3 Kepala Seksi Pemerintahan . ANGGOTA .
4 kepala Seksi Trantib ANGGOTA %

B 5 | Kepala Polisi ?el\tolvg_mﬁ_ o o ANGGOTA

6 ' Komandan Ravon Militer N ANGGOTA

-7 us ) ANGGOTA

__kepala Puskesmas

|
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1 | 2 3
8  Kades SUNGAIANTU - ANCGGOTA )
9 Seldes SUNGALANTU _ ANGGOTA
10 Kades MARAKAI PANJANG ~~ ANGGOTA |
11 | Sekdes MARAKAI PANJANC ANGGOTA B
12 Kades KANTUK ASAM ANGGOTA ]
13 Sekdes KANTUK ASAM ANGGOTA |
14 Kades KANTUK BUNUT ~ ANGGOTA
15 Sekdes KANTUK BNyt~ ANGGOTA
16 | Kades SUNGAI MAWANG __ANGGOTA
17 | Sekdes SUNGAI MAWANG L ANGGOTA
18 Kades LANGAU -  _ANGGOTA |
19 | Sekdes LANGAU B - ANGGOTA |

BUPATI KAPUAS HULLT,

S

A N
S\ 'I

. NASIR
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LanPIRAN [V

KEFPUTUSAN BUPATE KAPUAS HiT L

NOMOR 97 TAHUN 2012

TENTANG

DAFTAR BESARAN HONORARIUM TIM riia7Gn RERJA

PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUR ELZTHONIK TINGKAT KECAMATAN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012

B

, i e . | BESARAN HONOR
N i a0 7 'IWAN DALAN [ 184 }
NO) | I‘x;EI_)L}DL/l\J_\L\! DALAN (18 | PERBULAN !

1. | KETUA  Rp 250.000,00
| f f

Z. | SEKRETARIS z Rj 200.000,00 |

14
e

3. L ANGGOTA Rp 150.000,00 |

BUPATI KAPUAS HULU,

S

A. M. NASIR

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULL

R

NOMOR 97T TAHUN 2012
TENTANG
DAFTAFR BESARAN HONORARIUM TIM KELOMPOK KERJA

-

PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELELTRONIK TINGKAT KABUPATEN
Di RABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012

S e — ] .. | BESARAN HONOR
NON iﬁ\ ! \ L /1 I. :
- NOMOR KEDUDUKAN DALAM TIM PERBULAN |

i PENANGGUNG JAWAB - 300.000,60

p,  PENGARAH

A
g

|
Rp z75oooxx>f
“KETUA PELAKSANA 4 . Rp zayooonyl
4 WAKIL KETUA PELAKSANA . Rp 225.000,00
53 SEKRETARIS Rp 200.000,00

5y ANGGOTA PBp 150.000,00

A. M. NASIR

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 432 TAHUN 2015

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN KTP ELEKTRONIK

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan
keberhasilan penerapan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik /(KTP-el} vang berbasis Nomor Induk
Kependudukan (NIK), perlu penunjukan Tc¢naga
Pelayanan di setiap tempat Pelayananan KTP
Elektronik di masing-masing Kecamatan di
Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu
tentang  Penunjukan  Tenaga  Pelayananan
Penerapan KTP Elektronik Tahun 2015 di
Kabupaten Kapuas Hulu;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Republik indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undarfig-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia fahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736) sebagaimana di ubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 37 Tahun 2007
Administrasi  Kependudukan - (Lembaran
Negara Republik Indonesia - Tahun 2012
Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5373);

5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Informasi
Kependudukan;

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Prestden Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional;

8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun

2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan

Kartu Tanda Pendudulk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian,
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Koleksi Perpustakaan Universitas tetpdkarinistrasi Kenendudukan;
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11 Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 68
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

12 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014
Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Tahun Anggaran 2015,

13 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55
Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun
Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
f

KESATU . Penunjukan Petugas Pelayanan KTP Elektronik
di kabupaten Kapuas Hulu tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA . Petugas Pelayananan KTP Elektronik
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
wajib menjamin kerahasiaan data penduduk
vang direkam, Kkhususnya untuk Petugas
Pelayanan diharuskan untuk membuat surat
pernyataan mengenai kesiapan melaksanakan
pekerjaan hingga masa kontrak selesai.

KETIGA . Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai
Petugas Pelayvanan KTP Elektronik kepada
yang bersangkutan berhak menerima /
mendapatkan honorarium setiap bulan yang
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2015.

KEEMPAT . Petugas Pelayanan KTP Elektronik
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU -
dapat diangkat kembali.

KELIMA . Petugas Pelayanan KTP Elektronik
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
apabila diberhertikan atau berhenti atas
permintaan sendirti, tidak berhak
mendapatkan / menuntut pesangon.

KEENAM . Petugas Pelayanan KTP Elektronik
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
setiap waktu dapat dibebas tugaskan dari
pekerjaannva sebagai Tenaga Pelayananan
KTP Elektronik apabila tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana  mestinya  atau

nelanggar ketentuan vang berlaku.
Koleksi Perpustakaan Unlver5|tas terbuka N
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KETUJUH . Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

dengan ketentuan berlaku surut sejak tanggal
1 Januari 2015 dan berakhir sampai dengan
31 Desember 2015.

Di tetapkan di Putussibau

pada tanggal '

BUPATI KAPUAS HULU,
Ahery”
—————

A .M. NASIR

f
TEMBUSAN Keputusan ini disampatkan kepada Yth:

ja—

o =

N o

Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau,;
Ketua Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu di Putussibau;

Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

Para Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu;

Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya. :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULL
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN KTP ELEKTRONIK DI

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR NAMA PETUGAS JABATAN
1 2 3
A. KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
1 ETI SAFARI YANI PELAYANAN
2 MARSELA LIDA. STA PELAYANAN
B. KECAMATAN BIKA
1 SILVESTER SOMARTONO LAMANEPA PELAYANAN
2 THONY JAROP SOEKA | PELAYANAN |
C. KECAMATAN EMBALOH HILIR
1 SUHARDI PELAYANAN
2 M. ALI IMRAN | PELAYANAN
D. KECAMATAN EMBALOH HULU ] ] T
1 FABIANUS HENDRA KURNIAWAN PELAYANAN
2 YULIANA THERESIA LINDA PELAYANAN |
|
E. KECAMATAN BUNUT HILIR
1 RISKY MUNGGARAN PELAYANAN
2 UDI RUSMANTYO PELAYANAN
'F. KECAMATAN BUNUT HULU
1 SULASNO PELAYANAN
2 SURYADI PELAYANAN
G. KECAMATAN JONGKONG
1 JAMALLUDIN PELAYANAN
2 MARWAN EFENDI PELAYANAN
H. KECAMATAN HULU GURUNG
1 RATNA SUMIRAT PELAYANAN
2 NUR HAYADILAWATI, A. Md. PELAYANAN
. KECAMATAN SELIMBAU j
1 MURJANI RITONGA A Md PELAYANAN
2 NISA WAHYUNI PELAYANAN
'J. KECAMATAN SEMITAU - i
1 FEBY HENDRIANA PELAYANAN
2 FIRMAN HARYANTO B PELAYANAN
K. KECAMATAN SEBERUANG 1
L YOHANES LEONARDO SATRIAWAN P, | PELAYANAN
A. Md T N
2 THERESIA RENA SUMELANG, S | PELAYANAN
L. KECAMATANBATANG LUPAR
] ADUS NOVI SETIADI, S. Pd ~© PELAYANAN
PELAYANAN :

L2 AGUSTINA
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Lampiran R
Perihal - Koordinasi dan Dukungan Data

Penelitian.

Yth. Ka. Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Di -

Putussibau

Dalam rangka penyelesaian studi dan pembuatan Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) mahasiswa Universitas Tegbuka UPBJJ Pontianak yang tersebut di bawah ini :

Nama . MARGARETHA HERAWATI
NIM . 500022461
Program . Pascasarjana
Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TAPM  : “Proses Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

(e-KTP) di. Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berkenan kiranya Bapak/Ibu memberikan ijin
kepada mahasiswa yang dimaksud untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi dan

Dukungan Data Penelitian di Kantor yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kam,i*gcapkan terima kasih.
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